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- PUTUSAN
Bkl Nomor 244/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

.‘""'-; {pe?é,di: ingkat pertama, te.ah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalarn

"";";_Haris Jauhari, bertindak atas nama pribadi dan Jjuga bertindak selakiy
Penerima Kuasa dari Ahii weris almarhum H. Moertaci
bin Naib, beralamat di Komp. Persada Kemala Blok:
23/21, RT/RW 008/013, Kelurahan Jaka Sampurna
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, berdasarkar,
Surat Kuasa Knusus tanggal 8 September 2016
daiam hal ini kemudian memberikan kuasa kepada
Made Sita Lokitasari, SH. <dan kawan-kawan
beralamat di Maqdir Ismail & Partners Law Firm,
berkantor di Jalan Latuharhary No. 8A. Menteng,
Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

18 Januari 2018 sebagai Penggugat;

T

p Melawan:

1 Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Pertanian, heralamat di Jalan Harsono RM,
Nomor 3, Ragunan, Jakarta Selatan, dalam hal ini A
Amran Sulaiman se.aku Menteri Pertanian memberi
Kuasa kepada M.M. Eddy Purncmo, S.E., MH. dan
kawan-kawan, Biro Hukum Sekretariat Je.deral
Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat 'Kusca
Khusus Nomor: 262/HK.410/M/05/2018 tanggal 18 Mei
2018, selarjutnya disebut sebagai Tergugat |:
2. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Menteri Kelautan Dan Perikanan, beralamat di Jalan
Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat,
dalam hal ini Susi Pudjiastuti, selaku Menteri Kelautan
B dan Perikanan memberi Kuasa kepada Tini Martini,

e

S.H.. M.Soc, Sci dan kawan-kawan, masing-masing
sebagai Pegawai Kementerian Kelautan dan
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Perikanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggel 9
s RN April 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il
AN
//3'/ Nega¥a Republik Indonesia cq. Pemerintah Rl cq. Kementerian

Kelautan dan Perikanan cq. Sekolah Tinggi
Perikanan (dahulu Akademi lJsaha Perikanan),
beralamat di Jalan AUP Bar, RT 1 RW 9, Jati Padang,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini Ir.
Mochammad Heri Edy, M.S. selaku Ketua Seko ah
Tinggi Perikanan Jakarta memberi Kuasa kepada Tini
Martini, S.H.. M.Soc, Sci, aan kawan-kawan, Para
Pegawai pada Kemenerian Kelautan dan Perikanan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus ~ Nomor
84/STP/HK.440/V/2018 tanggal 10 April 2018,
selanjutnya d'sebut cebagai Tergugat lIl;

4 Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia ¢q.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi DKI Jakarta cq. Kepala nanior
Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat
di Komplek Perumanan Tanjung Mas Raya, Jalan H
Alwi Nomor 98, Tanjung Barat, Jagakarsa, RT 2/RW.1,
Kota Jakar:a Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12150, aalam hal ini Avi Harnowo, S.T. M.Si
memberikan Kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto,
3.H., dan kawan-kawan. Para Pegawai pada Kantor
Pertanahen Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018,

selanjulnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan,

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang. bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret

2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negen Jakarta
Selatan pada tanggal 19 Maret 2018 dalam Regist2r Nomor 244/Pdt.G/2018/PN
Jkt Sel, telah mengajukan gugatan sebaga. berikut:
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A. KOMPETENSI RELATIF

os)

@am a ngatan Perbuatan Mzlanggar Hukum diajukan pada Pengadi:an

' -'_blégeru Jakarta Selatan, hal ini berdasarkan pasal 118 ayat (2) HIR yang
-mem =?b ‘E‘_jkan "Dalam nal gugatan diajukan terhadap beberapa orang
.I 1 (E‘rguga 3
@oa&  negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan
MCY/ ii tempat tinggal salah seorany diantara merexa, menJrut pilihan

"ng tidak tinggal bersama-sama daiam satu wilayah hukum

penggugat”

Bahwa daiam perkara ini ierdapat 3 (tiga) pihak yang kami dudukkan
sebagal Tergugat dan 1 (satu) pihak sebagai Turut Tergugat, yaitu:

i.  Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia 2q.
Menteri Pertanian, beralamat di Jalan Harsono RM, Nomoar 3,
Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sehagai Tergugat
I

i. Negara Republik Indoriesia cq. Pemerintah Republik Indonesia :g.
Menteri Kelautan can Perikanan, beralamat di Medan Merdeka
Timur, Nomor 16, Jakarta Puset, selanjutnya disebut sebajai

Tergugat Il.

ili. Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq.
Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Sekolah Tinggi
Perikanan (d/h. Akademi Usaha Perikanan), beralamat di Jalan
AUP Bar, RT 1 RW 9, Jati Padang, Pasar Minggu. Jakarta
Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill.

Bahwa oleh karena dari Para Tergugat yang dalam hal ini
Tergugat | dan Tergugat Il diketahui berdomisili atau masuk pada
wilayah hukum Jakarta Selatan, rmaka dengan demikian Majeiis Hakim
pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bsrnak memeriksa dan

mengadili perkara a quo;

. LEGAL STANDING PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Tanah atau Obyek Sengketa yang luas keseluruhannya
+ 64.815 m? (+ 6,4 Ha), adalah hak milik yang sah dari H. Moertadi bin
Naib berdasarkan:
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- Tanah Bekas Eigendom No. 4036 sesuai surat tanah Nc. 480,
__lertanggal 12 Maret 1958 dan dengan Surat Ukur No. 35 tanggal 19
[ as0ay

eputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. SK

31/19€6, tertanggal 9 November 1966, Sertifikat Hak Milik Mo.

berdasarkan Surat Seran Terima Mutlak, tertanggal 27 April 1964 (Bukti
P-3).

6. Bahwa adapun isi dan Surat Serah Terima Mutlak, pada pokoknya yaitu
H. Moertadi bin Naib selaku pemilik tanah bekas Eigendom Verpondir.g
No. 4036 yang dibeli secara mutlak resmi melalui penjualan Kantor
Lelang Negara di Jakarta pada 12 Maret 1937 yang dahulu dixetahui
dengan alamat Kelurehan Djati Padang Pasar Minggu, Kecamatan Pasar
Minggu, Kewedanaan Kramat Djati, Daerah Khusus |bu Kota Jakarta
Raya menyerahkan secara mutlak resmi kepada D. Hasbullah berupa
tanah bekas Eigendom \‘erponding No. 4036 bagiar Timur,

7 Bahwa Surat Serah Terima Mutlak a quo, di samping citandatangani oleh
H. Moertadi bin Naib dan H.M.D. Hasbullah, juga d‘tandatandani oleh
anak-anak dari Alm. H. Murtadi bin Naib, vang menyatakan setuju/turut
menyerahkan dan tidak akan mengganggu gugat lagi dibelakang hari,
serta juga ditundatangani oleh para saksi, Lurah Desa Pasar Minggu,
Lurah Desa Djati Padang, KKewedanaan Kramat Djati, dan Notaris
Atmadiredia;

8 Bahwa walaupun Tanah atau Dbyek Sengketa sudah diserahkan kepada
H.M.D Hasbullah, sebagaimana menurut Surat Serah Terima Mutlak a
guo, namun secara administratif dalam dokumen pertanahan Tanah ata.

Obyek Sengketa masih tetap tercatat atas nama H. Moertadi bin Naib;,

' 9 Bahwa pada tahun 1968, H. Moertadi bin Naib meninggal dunie,
sbagaimana diterangkan oleh Kutipan ke |l Surat Ketetapan/ Fatwa Ahli
Waris Almarhum H. Moertadi B. Naib dengan Nomor 304/C/1972 yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pade tanggal 26
Oktober 1972; (“Kutipan”) (Bukti P - 4),

Halaman 4 dari 101 halaman Putusan Nomor 244/Pdt G/2018/PN Jkt. Sel




10.

7
r" f

11.

13

14

Bahwa dalam Kutipan a quo, di samping menerangkan H. Moertadi bin

N@Lb meninggal dunia pada tahun 1968, juga menerangkan bahwa ibu

; . s@r‘ta\strl H. Moertadi bin Naib telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan
Aj)m ~\. Moertadi hin. Naib meninggalkan ahli waris berjumlah 10
___(éepui h) orang, sebagaimana namanya tercantum dalam Kutipan

t dan menelapkan pembagian harta peninggalan almarhum

.-d/@g’an persentase pembagian sebagaimana yang tercantum dalam

Kutipan tersebut;

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1980 telah dibuat Surat Kuasa
dihadapan Notaris GDE Ngurah Rai dengan Nomor 53, antara Pemberi
Kuasa, yaitu para ahli waris Alm. H. Moertadi bin Naib dengan Penerima
kuasa, vyaitu H.M.D. Hasbullah, khusus untuk menyelesaikan
permohonan hak atas tanah, mengurus penyelesaian sertifikatnya serta
menjual, me'epaskan, menghit:ahkan, menjaminkan dengan cara apapun
atas Tanah atau Obyek Sengkata (Bukti P-5),

Bahwa ternyata H.M.D. Hasbullah belum dapat mewujudkan amanah
yang disebutkan dalam Surat Kuasa taggal 29 Oktober 1980 a quo, dan
oleh karena itu selenjutnya H.M.D. Hasbullah, memberikan manaat
kepada anaknya melalui Surat Serah Terima Mutiak a quo yahg dibuat
dihadapan Notaris Kusri Dewi Murdianingsih, S.H. dengan Legalisasi N3.
119/LEG/2011 di Jakarta pada 26 April 2011 yang pada pol»"{mknya
menyatakan. HM.D. Hasoullah menyerahkan Tanah atau Obyek
Sengketa kepada anaknya, yaitu Haris jauhari, Penggugat dalam perkara
ni; (Bukti P-6);

Bahwa setelah memberikan mandat kepada anaknya melalui surat sereh
terima mutlak a-quo sebagaimana disebutkan di atas. pada tanggal 4
Oktober 2011, HM.D. Hasbullah meninggal dunia di Bogor;

Bahwa walaupun Penggugat telah menerima penyerahan Tanah atau
Obyek Sengketa dari ayahnya, yaitu Alm. H.M.D. Hasbullah yang
merupakan cucu dari Alm. H. Murtadi bin Naib sebagaimana tersebut di
atas, namnun karena Tanah atau Objek Sengketa merupakan harta
peninggalan dari Alin. . Murtadi bin Naib, dan Alm. H. Murtadi bin Naib
memiliki ahli waris lainnya, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan di
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atas, maka yang berhak atas harta peninggalan Alra. H. Murtadi bin Nzib,
di samping Penggugat adalah juga para ahli waris lainnya;

15 .-_-_Bﬁhwa ahli waris Alm. H. Muradi bin Naib yang diterangkan dala
" w@u‘tupan di atas kemudiar disebut lebih lengkap dalam Penetapan
Pengaﬁltan Agama Jakarta Selatan No 0£15/Pdt.P/2016/PA.JS, tangga.

Bahwa «_@;; amping merupakan ahli waris/cicit, Penggugat juga sebayai
penerima kuasa dari para ahli waris Aim. H. Moertadi bin Naib lainnya. Cencan

017, sebagaimana d.sebutkan pada bagian di atas;

demikian, Penggugat memiliki legal standing untuk mengejukan gugatan terkait
dengan harta peninggalan Alri. H. Moertadi bin Naib berupa Tanah atau Obyek
Sengketa a quo di Pengadilan Negeri .akarta Selatan yang Lerweneng
memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini

 LEGALITAS KEPEMILIKAN TANAH OLEH H. MOERTADI BIN NAIB

16 Bahwa legalitas tentang kepemilikan atau keterkaitan H. Moertaci atas
Tanah atau Qbyek Sengketa didasarkan pada alat bukti surat sebajai
berikut:

a. Surat Keterangan Kantor Fendaftaran dan Pengawasan
Perdaftaran Tanah Jakerta tanggal 18 Januari 1966, No. Daftar
Penghasilan 226/1966, pada pokoknya menerangkan ‘Minu.a Axta
Eigendom tenggal 2 Maret 1338 Nomor 480 mengena: bekas
Eigendom Verponding No. 4036 tertulis atas nama H. Moertadi bin
Naib yang tersimpan pada arsip kantor Pendafiaran clan
Per gawasan Pendaftaran Tanah di Jakarta, telah hilang pada waktu

pendudukan zaman Jepang’ (Bukti P-7).

b. Surat Keterangan Verponding tanggal 18 Juli 1966, Nomor 47/36,
yang pada pokoknya menerangkan menurut berkas, persiltanah
atau Tanah Hak Eigendom Nomor 4036 yang tercatat dalem Surat
Hak Atas Tanah Nomor 480 tanggal 12 Maret 1939 serta surat Ukur
Nomor 35 tanggal 19 Nopember 1948, tertulis atas nama Hadji
Moertadi Bin Naib, dengan nilai pajak sebagaimana tercantum

dalam surat tersebu (Bukti P-8).

¢ Surat Keputusan Direktur Jenderal Agrara dan Transmigrasi
tanggal 9 November *966, No. 1926/HM/1966, pada pckoknya
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menegaskan jika Tanah atau obyek sengketa adalah milk H.
Moertadi (Bukti P-9).

S}MTanah Pengganti tanggal 26 April 1967 No. P. 361/031, pada
pokoknya membahas adanya tanah pengganti yang akan di'akukan

ole!)r u{é}q‘gr{emen pertanian terhadap H. Moertadi. (Buxti P-1U)

L putusan Kepala Agraria Daerah Kota Jakarta Selatan,
| 14 September 1967 No. 13///IVADS/67, yang pada
" poKoknya membahas tentang besarnya ganti rugi atas Tanah atau
Obyek Ser.gketa (Bukti P-11).

f  Berdesarkan Notulen Rapat tanggal 27 Oktober 1967 No. 57/ RP/
ADS/*967, yang ditancatangani oleh Drs Sanny Soendro seiaku
kepala Agraria Daerah Kota Djakarta Selatan, yang mara
menerangkan hasi' keputusan musyawarah panitia penaksiren
harga ganti rugi tanah, yang keputusannya acalah sebagai berikit:
(Bukti P-12)

i. Bahwa besarnya ganti rugi atas tanah milik yang ditempaiti
oleh Akademi Usaha Perikanan sebesar Rp50 - (Lima pulth
Rupiah) per meter persegi.

ii. Bahwa tuntutan sewa dari pemilik tanah kepada -Akader
Usaha Perikanan selama tanah dimakeud dipergunakannya
tidek dapat dibenarkan.

iii. Pembayaran ganti rugi ini dilaksanakan 3 (tiga) bulan
setelah keputusan ini, dihadapan Lurah dan Camat
setempat.

v, Honorarium panitia sebesar % % (seperempat ratus) dari
harga tanah sewuruhnya dar dibehankan kepade Akademi
Usaha Perikanan. '

g. Surat Persaksian Pengukuran tanah, tanggal 28 Febuari 1973 Nbo.
316, pada pokoknya menerangkan hahwa H. Moertadi adaleah
pemilik Tanah atau Obyek Sengketa Bukti P-13).

k. Surat penggantian tanah tanggal 2 Agustus 1973 No. 1207/ Hort/10,
pada pokoknya menerangkan “l.embaga Penelitian Hortikultu-a

setuju untuk menggantinya” (Bukti P-14).

Halaman 7 dari 191 haleman Putusan Nomor 244/Pdt. G/2018/PI\ Jkt Sel




i Sura: Penggantian Tanah, tanggal 12 Mei 1979 No. 469/tHort. 10,

pada pokoknya menerangkan Lembaga 2enelitian Holtikultura

P

P T L ; : :

._. }Eﬁ‘—-\qgﬁPerﬂahukan kepada kepala Biro Hucum Departemen pertanian

.!.-' ﬁ; ?' ! \nendapatkan penyelesaian lebin lanjut (Bukti P=18).

DA hay ':'

¥ :',.K-‘ vy e ;

LA - dari BPN Rl tanggal 18 Maret 2008, No. 843-610.3, perhal
(‘11??&;? .salahan tanah Sekolah Tingg! Perikanan (d/h Akademi Usaha

PeZlkanan) yang pada pokoknya menegaskan 10 Oktober 1€73,
telah terbit Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 48 atas namd H
Moertadi Bin Naib (Bukti P-16).

Bahwa sejak Tahun 1939 sampai deagan gugatan- ini diajukan,
kedudukan H. Moertadi bin Naib sebagai pemilik dari Tanah atau Otyek
Sengketa belum pernah berubah kepemilikannya dan haknya sebagal

pemilik yang sah yang harus dihormati serta dilindungi oleh hukum.

Bahwa berdasarkan uraian fakta yang didukung dergan bukt - bukti
yang secara jelas menerangkan jika Aim. H. Moertadi bin Naib adalah
pemilik yang sah atas Tanah atau Obyek Sengketa. Di samping itu,
dokumen tersebut menegackan jika Tanan atau Obyek Sengketa juga
tidak pernah dyual atau dialihkan kepada pirak lain atau belum pernah
menerima penggantian tanal atau dalam bentuk ganti rugi berupa uang,
sehingga Penggugat besera ahli waris lainnya dari Alm. H. Moertaci bin
Naib memiliki dasar hukum untuk menun.ut hak atas kepemilikan Tanah

"atau Obyek Sengketa;

D. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG UILAKUKAN FARA

19.

TERGUGAT

Bahwa sekitar awal tahun 1980 an, da-i keseluruhan luas Tanah & quo,
yaitu + 64.815 m? (+ 6,4 Ha), yang seluas % 45000 m? (+ 4:5 Ha)
("perdasarkan kondisi saat ini yang pernah dikuasai olsh Tergugiat N
dengan batas-batas ,

Timur : Perumahan JI. Tawes Dalam

Barai - JI. AUP Barat |
Utara - JI. AUF
Selatan - Pemukiman Penduduk
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hingga saat ini d’kuasasi secara fisik oleh Tergugat |, penguasaan mana

diawali oleh tindakan Tergugat | yang secara tanpa hak atau tanpa

< Mghalyi fjin atau persetujuan dari H. Moertadi bin Naib, Tergugat | (yang
b ﬂ—\\\ ah

I--"p§|ga\ waktu itu bernama (3/n) Kementrian Fertanian dan Agraria)

P me'ngu.asai Tanah atau Obyek Sengketa, untuk dipergunakan sebajai
'Kéimpti{‘s;,"pﬂ\kademi Usaha Perikanan yarg sekarang sudah berubah
; rram%ﬁgg/{ menjadi Sekolah Tinggi Perikanar (T2rgugat l1);

270

Bahwa penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat | atas Tanah atau
Obyek Sengketa untuk dipergunakan mendirikan gedung guna
keoentingan Tergugat lll, dan selanjutnya Tergugat Il juga turut seta
menguasal Tanah atau Obyek Sengketa, tanpa disertai pernbayaran
ganti kerugian atau setidak-tidaknya membayer kompensasi atas
penggunaan Obyek Serigketa kepada Alm.H. Moertadhi bin Naib atau
kepada para ahli warisnya, padahal Tergugat | sebagai instansi yang
membawahi T=2rgugat Il pada waktu itu, telah mencakui bahwa Tanah
atau Obyek Sengketa merupakan hak milik dari Alm. H. Moertadi tin
Naib, sehingga tidak ada aiasan bagi Tergugat | untuk tidak membayar
ganti kerugian atau setidak-tidaknya membayar uang sewa atas fal

tersebut;

Bahwa sepeninggalnya Alm. H. Moertadi bin Naib, Tergugat | yang
kemudian penguasaannya dllanjut}zén oleh Tergugat |l sebagai instarisi
yang mernbawahi dan menyelenggarakan Tergugat lll, atau in casu
Tergugat il bersama-sama dengan Tergugat Ill tetap menguasai Tanah
atau Obyek Sengketa, penguasaan tersebut juga tanpa m~minta
persetujuan dan tanpa ijin kepada Penggugat atau ahli vsaris A'vy. A
Woertgdhi bin Naib;

Bahwa penguasaan atas Tanah atau Obyek Sengketa, dilanjutkan oleh
Tergugat |l atau >ersama-sama dengan Tergugat 1l karena sekitar tahun
2004 Tergugat IIl sebagai sckolah atau perguruan tinggi kedinasan
diletakkan berada di bawah lingkungan dan diselenggarakan oleh
Departemen yany dipimpin Tergugat |l serta bertanggung jav/ab kepada
Menteri Kelautan dan Perikanan, sebagaimana disebutkan delam pasal
11 ayat 1 Peraturanr Menteri Kelautan dan Perikanan  No.
Per.20/MEN/2006 tentang Statuta Sekolah Tinggi Perikanan Menteri

Kelautan dan Perikanan, yang berbunyi:
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: Niakah
-"o%\h ﬁafhil waris H. Moertadi bin Naib atas Tanah atau Obyek

24,

25

26

“STP adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di lingkungan
Departemen Kelautan dan Perikanan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”

/ \»?I r-"
}}ﬁﬁwa walaupun sejalk tahun 2004, insiansi yang membawahi clan

4
i peralihan terseout tidak juga menyelesaikan turtutan hak

g menyelégjarakan Tergugat Ill, beralih dari Tergugat | kepada Tergugat

ermasuk upaya H.M D. Hasbullah semesa
rnasm hidup, untuk meminta agar Tanah ateu Obyek Sengketa
dikembalikan atau setidak-tijaknysz diberikan ganti kerugian hingga
menemui jalan buntu, karena tidak pernali diakomodir cleh Tergugat Il
dan/atau Tergugat Il

Bahwa tentang adanya Kkepemilikan atas Obyek Senghketa olzh
Alm. H. Moertadi bin Naib ditegaskan pula di dalam surat dari Bapak
Joyo Winoto selaku Kepala Badan Pcrtanahan Nasional tertanggal 18
Maret 2008 No. 843-610.3 yang mana dalam surat yang diiujukan
kepada Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, Kepala éadan
Pertanahar Nasional meminta agar Tergugat || mengupayakan
penanganan penyelesaian masalah penguasaan dimaksud, akan tetepi

tidak ada penyzlesaian dari T=rgugat II

Bahwa Penggugat sebelurn mengajukan Gugatan ini juga telah
mengirimkan surat Ref. No : 56/MIP/1INV/2017 mengenai Permohonan
Tindak Lanjut atas Penyelesaian Permasalahan Tanah yang digunaran
oleh Sekolah Tinggi Perikanan {dahulu Akademi Usaha Perikanan)
kepada Tergugal Il dan ditembuskan kepada Tergugat Ill, serta telah
diterima oleh Tergugat Il berdasarkan tanda terima tanggal 30 Mei 2017
yang ditandatangari oleh Penerima bernama ARISWAN, dan juga
tembusannya telah diterima Tergugat Ill berdasarkan tanda terima
tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Penerima bernama
TOPAN, namun tetap tidak ada itikad baik dari Tergugat Il dan/atau
Tergugat Il untuk meryelesaikan permasalehar: ini;

Bahwa penguasaan Tanah atau Obyek Sengketa vang dilakukan Para
Tergugat adalah penguasaan tanpa hak karena diakukan tanpa seizin
atau tanpa persetujuan Alm. H. Moertadi bin Naib maupun ahli warisnya
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sebagaimana tersebut di atas, sehingga pesrbuatan Para Tergugat
dimaksud merupakan Perbuatan Melanggar Hukum;,
%\. T b P \\
wa:,éeba-galmana tersebut di atas, jelas perbuatan Para Tergucat
%upab;;‘r\ :Rerbuatan Melanggar Hukum yang sangat Inerugikan
F?enggﬁ at\d?n oleh karenanya Para Tergugat patut dan layak unt.k
ﬁg@nggﬁt}(ﬁ erugian yang telah timbul akibat perbuatan tersebut,
na diatur dalarr. Pasal 1365 KUHPerdata, “tiap peroualan
me!anggar hukum, yang membawa kerugian  pada orang lein
mewajibkan orang orang yang kaiena salahnya menerbitkan kerugian /tu
mengganti kerugian tersebut;

Bahwa sejak tarun 1958-1¢60-an Tanah atau Obyek Sengketa dikuasai
secara melanagar hukum eskipun telah berulang kali diupayakan
penyelesaian secara musyawarah tetapi tidak berhasil, maka Para
Tergugat harus dihukum sebzgai berikut:

a., Tergugat | harus dihukum membayar uang ganti kerugian atau
kompensasi selama menggunakan Tanah atau Otyek Sengketa
tanpa hak, sejak Tahun 1960 sampai dengan Tahun 20C4, seb=sar
Rp52.650.000.000,- (Lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh

juta Rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

- Harga emas tahun 1960 senilai Rn328,57/gram x 45.000 m? (luas
tanah yang dixuasai) x 12 bulan = Rp177.427 800,-. Jika uang
yang sejumlah tersebut dinilai dengan emas pada waktu i‘u, maka
akan diperoleh emas sejumlah Rp177.427.800 : Rp328 57 - =
540.000 Gram.

— Oleh karene sejak tahun 1960 hingga 2004, Tergugat | tidak
membayar uang ganti kerugian atau kompensasi selama
merggunakan Tarah atau Obyek Sengketa secara tanpa hak,
maka Tergugat | harus membayarnya dengan penghitungan harga
emas tanun 2004 dikali jumlah emas pada tahun 1980 yang
seharusnya telah diperoleh H. Moertadi bin Naib atau ahli
warisnya, yaitu: 540.060 gram x Rp 47.500,- (Harga emas senilai
per gram pada tahun 2004)= Rp52.650.000.000,- (Lima nuluh dua

miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar
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dalam jangka waktu 7 (tuuh) hari kerja sejak Putusan memiliki

kekuatan hukum tetap.

/ t Il harus dihukem membayar uang ganti kerugian &las
%r Kée :;;1‘%3.1 Tanah atau Obyek Sengketa tanpa hak, sejak Tahun
15 e G .
\,?0?* @r{apal dengan Tahun 2011, sebzsar Rp248.400.000.000,-
e 5 a |t tia
R{:{DB& ﬁ_ﬂs empat puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah)
"""'\--.\;:fie;,g‘g/n&rinciav perhitungan sebagai berikut:

S %007 500 (harga emas per gram pada tahur 2004) x 45.000 m?
(luas tanah yang dikuasai) x 12 bulan= Rp52.650.000.000,-. Jika
uang yang sejumlah tersebut dinilai dengan harga emas nada
wakiu itu, maka akan diperoleh emas sejumlah Rp52.650.000.000.
'Rp97.500 = 540.000 gram.

_ Oleh karena sejak tahun 2004 hingge 2017, Tergugat || tidak
membayar udng ganti kerugian atau kompensasi selama
menggunakan Tanah atau Obvek Sengketa secara tanpa hak,
maka Tergugat |l harus membayarnya dengan perhitungan harga
emas tahun 2017 dikali jumlah emas pacda tahun 2004 vang
seharusnya teah dipe:oleh H. Murtadi atau ahl. warisnya, dengan
perhitungan 540.000 gram X Rp460.000 (harga emas per gram
pada tahun 2011) = Rp248.400.000.000.- (Dua ratus empat puluh
delapan miliar empat ratus juta Rupiah)yang harus dibayar dalam
jangka waktu 7 (tujuh) rari kerja sejak Putusan memiliki kekuatan

hukum tetap.

c. Bahwa berkenaan dengan apa yang kami sampaikan pada klausul a
dan b di atas tentang nilui pembayéran uang ganti kerugian atas
penggunaan Tanah atail Otyek Sengketa tanpa hak dengan
mendasarkan pada penghitungan menggunakan standard yang
mengikuti harga emas, yaitu merujuk pada Yurisprudensi
Mahkamah Agung No. 2595 K/Pdy2002 yang pada pokokny?a
mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Kecelakaan olen Sampe Tengah
Eks Karyawan Pertamina Unit IV ternadap Menteri pertambang~n dan
Energi cg. Dirut Pertamina, cq. Pimpinan Umum Pertamina Caerah
Katimantan dan Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotariadya

Ba'ikpapan. Dan terkait dengan metode ganti kerugian, majelis hakim
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o7

men jgunakan harga emas sebagai dasar untuk proses ganti kerugian

_--vang dijatuhkan kepada tergugat.
; ?,’!‘11&?93 ! 3 9u8

7 3 "‘_“'\‘?"“ ‘\

re *';cg;xBa'hG{!ﬁi‘\\di samping itu, terhadap Tergugat Il dibebankan juga un:uk

-

&)

Fmy ar ganti kerugian dari tahun 2012 hingga 2017 dengan
mgn_ nakan asumsi Tanah atau Obyek Sengketa disewa. sesuai
d erujuk pada standar Peraturan Menteri Keuangan Mo

W TPy
'*“:%%MK.OGQOQ tenggal 23 Februar 2012 mer.genai Faktor Variabel

W

sewa tanah permeter persegi sebagai dasar penghitungan, dengan

rincian:

45.000 m* x 3,33% x nilai pasar tanah (Rp.12.000.000/m?) adalah
Rp17.962.000.000,- (Tujuh belas miliar sembilan ratus delapan
puluh duva juta Rupiah)

¢ Rp17.982.000.000 x 5 tahun (2012 sid  2077)=
Rp89.910.000.000,- (Delapan puiuh sembilan miliar sembilan

ratus sepuluh juta Rupiah)

Sehingga total keselurutan yang harus dibayar oleh Tergugat i
dzlam jangka waktu 7 hari kerja setelah putusan mempunyai
kekuatan  hukum  tetap  adalah  RpZ48.400.000.000 +
Rp89.910.000.006 = Rp338.310.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh

delapan miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah).

Bahwa kepada Tergugat Il diberikan kesempatan untuk niembeli
Tanah atau Obyek Sengketa dengan narga pasar yaitu senilai
Rp15.000.000, (Lima belas juta Rupiah)- per m? apabila Tergugat ||
masih berkehendak untuk renggunakan Tanah atau Cbyek Sengketa
untuk kepentingan Tergugat lil, sepanjang ganti kerugian material
sebesar Rp338.310.000.000.- (Tiga ratus tiga puluh delapan milizr
tiga ratus sepuluh juta Rupiah) sudah atau telah dibayar.

Bahwa di samiping agar dihukum untuk membayar uang sewa dan
ganti kerugian material tersebut di atas, Tergugat | dan Tergugat Il
juga harus dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial secara
tanggung renteng sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua triliun Rupiah)
yang harus dibaya: dalam jangka wsaktu 7 (tujuh) hari kerja sejak
Putusan memiiiki kekuatan hukum tetap. Ganti kerugian imrnaterial ini
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merupakan komperisasi atas penderitazn luar biasa yang dialami oleh
Penggugat dan para ahli waris Alm. H. Murtadi bin Naib lainnva,
s "'{ﬁ'd'mana selama setengah abad lebih tidak bisa memanfaatkan haknya

_g ‘, Jatas Tanah atau Obyek Sengketa.
r Ter‘g "g;at | dan Il juga harus dihukum untuk membayar uaag
@ﬁsé! \wangsom yang rnasing-masing sebesar Rp1.000.000,-/ heri,
*«a@‘

mempunyai kekuatan hukum tetap.

lalai melaksanakan isi putusan per<ara ini yang telah

g
({a)

Bahwa apabila Tergugat Il tidak membayar ganti rugi atau kompensasi
karena menguasai Tanah atau Obyek Sengketa secara tanpa hak dan
melanggar hukum sesuai jumlah tersebut di atas kepada Pengguget,
maka Tergugat |l atau Tergugzat Il atau pihak manapun yang diberi kuasa
oleh Tergugat Il atau Terguyat Ill, harus mengosongkan Tanah atau
Obyek Sengketa;

30 Bahwa alasan kami menarik pihak Turut Tergugat dalam perkara ini,
yaitu untuk mengantisipasi terbitnya certifikat ganda atas Tanah atau
Obyek Sengkeia. Oleh sebab itu kami meninia kepzda pihak
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/3adan Pertanahan Nasional Adr
Kota Jakarta Selatan untuk tidak menerima dan/atau mene;'.-itkaw
permohonan (‘Penerbitan Hak diantaranya: Hak Milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Hak Menbuka
Tanah dan/atau Hak Memungut Hasil) yang dimohonkan oleh pihak

manapun atau p.hak yang rnenguasai Tanah atau Obyek Sengketa;

31,  Bahwa guia menghindari 3ugatan ini tidak sia-sia, maka mohon
diletakan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas Tanah atau
Obyek Sengketa a quo;

32,  Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada alas hak yang sah,
maka mohon agar putusar perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun peninjauan

kembali oleh Para Tergugat (witvoerbaar bjj voorraad).
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E. PERJUANGAN YANG DITEMPUH OLEH ALMARHUM H. MOERTAD! BIN

NAIB DAN D. HASBULLAH ATAU PENGGUGAT DALAM MENUNTUT
HAKNYA

"\_J'\"-"' e

338;3-'.”‘{}‘%’?9??]‘4 diketahui Alm. K. Moertadi dan H.M.D. Hasbullah sebelum

.' I:ﬁimnggd(g telah melakukan perjuangan vyang panjang untuk
‘2 m@cfrfg?”L kembali hak-hak tersebut, diantaranya:

L ,

e Dty upaya yang dilakukan oleh Penggugat, merupakan parjuiar.gan

lanjutan dari kakenda Alm. H. Moertadi bin Naib. karena Para
Terguyat secara tanpa hak menye:obot Tanah atau Obyek Sengketa
a quo untuk didirikan bangunan (pada saat ini dijadikan Depetemen

Kelautan dan Perikanan untuk kampus AUP).

. Bahwa melihat perjuangan Alm. H. Moertadi bin Naib, pihak
Departemen Pertanian segera mengonfirmasi klaim Aim. H. Moertadi
bin Naib kepada Dirjen Agraria dan Transmigrasi. Sebagaimzna
dalam curat No. 132/SDDP/66. tanggal 13 Oktooer 1966 yang pada
pokoknya rnenerangkan, “jika menurut pendapal saudara tanah
tersebut terbukti adalah tanah milik sdr Hasbullah, maka kamu tidak
berkeberatan untuk mengembalikan tanah yang di iempati dan
dikuasai oleh Hortikultura Departemen Pertanian kepada pemiliknya

, yang sah yaitu 4. Moertadi.” (Bukti P-17). .

i Bahwa surat WNo. 132/SDDP/66, tanggal 13 Oktober 1¢66
sebagaimana tersetut di atas dijawab dengar S.K. Dirjend Agraria
dan Transmigrasi No. 1926/H.M./66, tanggal 9 Nopember 1026
tentang tanah milik k. Moertadi.

v Bahwa meskipun {anah tersebut telah diakui secara sah oleh Dirjend
Agraria dan Transmigrasi melalui surat xeputusan No. 229/SDDP/36,
tanggal 24 Nopember 1966 yang pada pokoknya memerintahkan
kepada Lembaga Hortikultura untuk mengembalikan Tanah a c¢uo
kepada pemilik vang sah yaitu H. Moertadi, namun senyatanya Tarah

atau Obyek Sengketa tidak dikembalikan kepada pemiliknya yang sah
(Bukti P-18).

Y Bahwa perjuangan yang dilakukan olen Alm. H.M.D. Hasbullah uniuk

memperjuangkan hak-halnya dilakukan juga dengan cara mengedu
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kepada anggota DPR - RI sebagaimanra surat  No

‘O‘l 05/KD/4225/DPR-RI/1980, tanggal 31 Deseniber 1980 yang
P d:k{rlﬁikan oleh Anggota DPR RI kepada Menteri Pertaniar . yang

' pada pokoknya menginstruksi Menteri Pertanian untuk menyelesaikan
o

\— pe?m Salahan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Bukti P-19).

i/ . ; ; ;
oleh karena tidak ada tindak lanjut dari sura® setagaimana

\jiaé‘butkan 4i atas, maka H.M.D. Hasbullah mengirimkan surat

Vil

kepada Pres.den Soeharto No. 43/MDH/404, tanggal 2 Februari 1984,
perihal mohon bantuan serta pelunjuk Bapak Presiden mengenai
tanah miiik kami yanq dipakai secara tanpa konsultasi cleh
Departemen Pertanian di Pasar Minggu (Bukti P--20).

Bahwa oleh karena tidak terselesaikannya kasus tersebut, DPR RI
pernah mengundang H.M.D. Hasbullah sebagaimana surat No.
PW.C01/ 4711/ DPR RI! 2003, tanggal 9 September 2003 Perihal
RDP/RDPU (Bukti P-21).

Bahwa tak sampai di situ, perjuangan h.M.D Hasbullah untuk
mendapatkan hak  atas tanah ters=but tetap bergulir dengan
mzlakukan koordinesi dengan Tergugat ', sehingga pada 15 Januari
2007. Departemen Kelautan dan Per’kanan mengundang dengan
surat No. 285/SJ.2/ TU.330//2007 guna membahas psnyelesaian
permasalahan status tanah tersebut, untuk itu hasil dari rapat tersebut
Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Deparemen Kelautan dan
Perikanan, Dr. Ir. Aji Sularso MM menjanjikan kepada H.M.D
Hasbullah tentang pembayaran piutang yang akan diselesaikan pada
bulan Nopember Tahun 2007, alhasil sampa hari ini apa yang

dijanjikan tersebut tidak ada realisasinya.

Bahwa di samping itu, pengaduan dan perjuangan tidak kenal lelah
dilakukan oleh H.M.D Hasbullah, dengan cara menyurati Presiden
Susilo Bambang Yudhoyoano, sebagaimana surat tertanggal 09
December 2008, yang ditanrdatangani/ diterima tanggal 17 Desember

2008, perihal piutang kampus AUP/ STP Deptan/ DKP yang sudah

sampai setengah abad nihil tanpa ada hak, tanpa ada sewa kontrek

terkatung-katung tanpa penyelesaain apa-apa (Bukti P-22).
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¢ 34 Bahwa perjuangan yang diakukan oleh Fenggugat saat ini acalah
perjuangan lanjutan yanq dilakukan H.M.D Hasbullah, yakni sebagai
berikut:

/;_fi{, 1_Bahwa awal peijuangan Penggugat dimulai sejak pada tanggal 20
f MA;{; us 2015, dengan mengirimkan surat kepada lbu Susi Pudjiastuti
sselgkll Menteri Kelautan dan Perikanan (Tergugat I), perinal “Mchon

rg Lanjut Tanah Kami yang Digunakan Sekolah Tinggi

| Bahwa selanjutnya perjuangan yang dilakukan oleh Penggugat
melalui kuasanya yaitu mendatangi kelurahan Jati Padang dar Pasar
Minggu pada 8 Juni 2017, untuk meminta konfirmasi status Tananh
atau Obyek Sengketa serta mempertanyakan keberadaan Cert fikat
Hak Milik No. 43/Pasar Minggu, namun kami tidak mendapztkan
jawaban yang memuaskan, akan tetapi pihak ka'urahan Jati Padang
dan Pasar Minggu merekomendasikan kami untuk beikoordinasi

dengan kantor Pertanahan adm Jakara Selatan

i, Bahwa menindaklanjuti rekomendasi dari kelurahan Jati Padang dan
Pasar Minggu, maka kami pada targjal 7 Juli 2017, melakukan
koordinasi dengan Bapak Rizal Selaku Kasubdit Pendaftaran Tanah
pada Kantor Pertanahan Kota Adm Jakarta Sefatan untdk
mempertanyakan status tanah dan keberadaan Sertifikat Hak Milk No
49,Pasar Minggu, adapun jawaban Bapak Rizal yang disampaikan

secara lisan, yaitu:

Bahwa sejauh lni-, belum ada pil.ak yang pernah menyengkeiakan
Tanah a-quo.

Kemudian sehubungan dengan Sertifikat Hax Milik No. 4¢-Pasai
Minggu, tidak ditemukan data tanah dengan SHM Nu 48,
sehingga beliau menyarankan bahwa untuk Tanah atau Obyek
Sengketa baiknya diajukan permohonan pengukuran Jlang
sehingga dapat mengajukan penerbitan sertifikat aias Tanah atau
Obyek Sengketa.

v Bahwa iindak lanjut dari hasil koordinasi dengan Bapak Rizal selaku
Kasubdit Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertznahan Adm Jakaria
Selatan, yang kemudian kami sampaihan kepada Penggugat,
sehingga Penggugat teiah mengajukan permohonan Pendaftaran
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Tarah, sebagaimana surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas
Permohonan 40191/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 (Bukti P-23).

35 Bahw fg}ghhat rangkaian perjuangan yang dilakukan oleh ahli waris,
béﬁuman untuk mendapatkan kembali hak alas tanah tersebut,

Berdasarkan uraian hukum di atas, dengan ini kami mohon kepada Ketua

Pengadilan Negen Jakarta Seiatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

(1anerirna dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(g%

Menyatakan sah dan terharga sita revindikasi (revindicatoir beslag) atas
Obyek Sengketa berupa tanah seluas + 45000 m? (+ 4.5 Ha) yang
dikuasai oleh Tergugat Il dan/ atau Tergugat Il (‘berdasarkan kondisi saat
ini yang pernah dikuasai oleh Tergugat ") dengan batas-bztas: '

Timur : Perumahan JI. Tawes Dalam

Barat +JI. AUP Barat |
‘Utara ~JI AUP .
Selatan - Pamukiman Penduduk

3 Menyatakan secara hukum Almi. H. Moertadi Bin Naib adalzh pemilik yang
sah atas Tanah atat Obyek Sengketa;

4 Menyatakan menurat hukum H. Moertadi bin Naib telah meninggal dunia
pada pada Tahun 1968,

5  Menyatakan secara hukum, Penggugat berserta ahli waris lainnya adalah
ahli waris dari H. Moertadi Bin Naib sesuai Kutipan ke-ll Surat Ketetapan/
Fatwa Ahli Waris Almarhum H. Moertadi B. Naib dengan Nomor

304/C/1972 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan
pada tanggal 26 Oktober 1972 jo. Peretapan Pzngadilan Agama Jakarta
Selatan No 0515/Pdt.P/2016/PA.JS, tanggal 20 April 2017;
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6 Menyatakan Tergugat |, Tergugat Il dan Tergugat Ill telah melakukan
Perbuatan Melanggar Hukum;

r?'»_"é;\‘i/}-"ﬁﬂé@atakan sah menurui hukum Surat Keterangan dari Kanto

,r_.-"_g-'_;"--"Pe’ndaftaran gan Pengawasar Pendattaran Tanah di Jakarta dengan

| HE NOmOFP?ﬁar Penghasilan 326/1966, tanggal 18 Januari 1966;
Gl 409
g ‘j'-;-ff_eagy'é}tﬁkan sah menurut hukum Surat Keterangan Verponding, tanggal 18
' "-‘JJR‘(QGS. Nomor 47/66;

¢ Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Direktu- Jenderal
Agraria dan Transmigrasi No. 1926/HM/* 966, tanggal 9 Nopember 19€6;

10 Menyatakan sah menurut hukum surat Persaksian Penguk.uran Tanah No.
316, tanggal 28 Februari 1973,

11 Menyatakan sah menurut hukum Surat Serah Terima Mutlak etas tanah
scluas lebih kurang 45.000 m? (Tanah atau Obyek Sengketa) dari H
Moertadi Bin Naib kepada D. Hasbullah, tanggal 27 April 1864 yan3
‘erdaftar di Notaris Atmadireja dengan Nomor: 23718/1937, tertanggal 12
Nopember 1873,

12, Menyatakan sah secara hukum Surat Serah Terima Mutlak atas Tanah
atau Obyek Sengketa dari D. Hasbullah kepada Penggugai, yang dibuet
dihadapan Notaris Kus.i Dewi Murdianingsih, S.H. dengan Legalisasi Nc.
119/LEG/2011, tanggal 26 April 2011 di Jakarta;

13, Menyatakan sah menurut hukum surat Kepala Badan Pertanahan Nasionz|
No. 543-610.3, tertanggal 18 Maret 2008, perihal: permasalahan tanah
sekolah tinggi perikanar (d/h Akademi usaha perikanan;

14 Menghukum Tergugat | untuk membayar uang ganti kerugian atas
penggunaan Tanah atau Obyek Sengketa tanpa hak sejak Tahun 1960
sampai dengan Tahun 2004 sebesar Rp52.650.000.000,- (Lima puluh dua

miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah) yang harus dibayar dalam jangka

waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;

15 Menghukum Tergugat Il uniuk membayar uang ganti kerugian atas
penggunaan Tanah atau Obyek Sengketa tanpa hax sejak Tahun 2004
sampai dengan Tahun 2011 sebesar Rp243.400.000.000,- (Dua ratus
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13

20.

21,

S o i

empat puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah) yang harus dibavar

_Qalam rangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejax Putusan berkekuatan hukum

\i‘ i foe
RCTRRAR

fl\‘ianghgk&;ﬁ\ Tergugat Il untuk membayar ganti kerugian dari tahun 2012
-'m&ag 2017 dengan merujuk pada standar Peraturan Menteri
__:K% C.

33/PMK.06/2012, tanggal 23 Februari 2012, yakni scjumlah
’ﬁﬂ 000.000,- (Tiga ratts tiga puluh delapan iniliar tiga ra.us
sepuluh ,uta Rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja sejak Putusan berkekuatan hukum tetap,

IM2nghukum Tergugat |l atau Tergugat Il atau pihak manapun yang diberi
wuasa oleh Tergugat Il atau Tergugat |ll untuk mengosongkan (tujuhy),
apabila tidek membayar ganti kerugian atau kompensasi sejumlah
Rp338.310.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus
sepuluh juta Rupial),

Menghukum Tergugat ! untuk membeli Obyek Sengketa sesuai dengan
harga pasar yaitu senilai Rp15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah)- pe m#
apabila Tergugat |l masih’ berkehendak untuk menggunakan Obyek
Sengketa untuk kepentingan Tergugat |ll sepanjang ganti kerugian material
sebesar Rp338.310.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga
ratus sepuluh juta Rupiah, sudah/telah dibayer olzh Tergugat I;

Menghukum Tergugat |l atau Tergugat Il atau pihak manapun juga yang
menguasai Obyek Sengketa untuk mengosongkan Obyek Sengketa
apabila Tergugat Il tidak terkehendak atau tidak bercedia mernbeli Obyek
Sengketa,;

Menghukum Tergugat | dan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian
immaterial secara tanggung renteng sebesar Rp2.000.000.000.000,- (Dua
triliun Rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja

sejak Putusan berkekuatan huuni tetap:

Memerintahkan Turut Tergugat untuk tidak mmenerima Permohonan yanj
dimohonkan oleh pihak manapun atau yany raenguasai tanah atau Obyex
Sengketa, terkait dengan permuhonan Penerbitan Hak diantaranya: "Hax
Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Guna Usaha, Hak Sewa, Ha<

Membuka Tanah dan/atau Hak Memungut Hasil").
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22, Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerbitkan kembali
- sefitfikat Hak Milik No 49/Pasar Minggu, sejak adanya putusan yeng

TR ﬁl__i... .
/’r-}”oeﬂekuatar hut.um tetap:

i N‘1§£i§h*;{_kgm Tergugat | dan Tergugat |l untuk membayar uang paksa

_'i{{@”.-ﬁg(jm)' yanyg masing-masing sebesar Rp1.000.000,-/hari, apabila

R _n.lglai“, laksanakan isi putusan perkara a quo yang telah berkekuatan
“RUKTm tetap;

24 Menyatakan secara hukum agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu, meskipun ada upaya bandirg, kasasi maupun peninjauan
kembali oleh Para Tergugat (uitvoerbaar bif voorraad),

he)
&

lMenghukum Para Tergugat untuk membayar biava perkara ini seca-a
tanggung renteng.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (e
acquo ct bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang .elah ditentukan, paia
pihak masing-masing telah datang menghadap Kuasanya,

Menimbang, tahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di
antara para pihak melalui mediasi sebagaimana ciatur dalam Perma Nomor 1
Tanun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk
Indirawati, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai
Mediztor,

Men'mbang, bahwa berdasari:an laporar Mediator tanggal 4 Juni 2018,
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang. bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinye tetap dipertahankan oleh
Penggugat; .

Menimbeng. bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para
Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I:

DALAM EKSEPSI

1 Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

a. Balwa gugatan kabur karena dalam petitum Penggugat pada halaman 28
angka 4 yang memohon "Menyatakan menurut Hukuin H. Moertadi bin Nait
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telah meninggal dunia nada Tahun 1968" dan angka 5 yang memohon

"Menyatakan secara hukum" Penggugat beserta ahli waris lairnya adalah

- -ahli, waris dan H. moertadi bin Naib sesuai Kutipan ke-ll Surat

'K'e{?'i}}paanatwa Ahli Waris Almarhum H. Moertadi Bin Naib dengar Namor

304@!1??2 yang dikeluarkan oleh Pengadilaii Agama Jakarta Selatan peda

... tangdal G Oktober 1972 jo. Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

05 {éﬁit.PQmB!PA.JS. tanggal 20 April 2017".

Ba‘lyé haruslah dibedakan antara-gugatan voluntair der{gan gugatan

Kontantiosa. Ciri khas permohonan atau voluntair:

1) IMasalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the
benefit of one party only),

2) Permasalahan yang dimchon penyesuaian kepada PN, paca prinsipnya
tanpa sengketa dengan pihax lain (without disputes or differences with
anocther party);

3, Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yar.g ditarik sebagai lawan, tetari
bersifat ex-parte.

Permohonan yang diajuxan oleh Penggugat dalam petitum gugatan a gqJo

merupakan suatu permohonan penetapan yang bersifat Deklaratcir

Sehingga permohonan penctapan tersebut haius diajukan secara tersend ri

tidak boleh digabung dengan suatl gugaten Kontentiosa.

Bahwa terhadap petitura Pengqugat pada halaman 22 angka .5 adalah

kabur, jka memang Penggugat memohon kepada Mujelis Hakim agar

dinyatakan sebagai Anhli Waris H. Moertadi bin Naib haruslah diajukan
terlebih dahulu di Pengadilan Agama melalui Permohonan F>enetapéﬁ Anli

\aris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan

penjelasannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Ates Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1389 tentang Peradilan Agama,

karena dalam Penetapan Pergadilan Agama Jakarta Selatan Nomor

0515/Pdt.P/2C16/PA.JS, tanggal 20 April 2017 lidak ada satupun yang

menyatakan tahwa Penggugat .n casu Haris Jauhari adalah ahli waris H.

Mo 2rtadi bin Naib.

Banwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Penggugat mendalilken

dalam gugatannya sebagai ahli waris alm. H. Moertadi Lin Naiv yang

mengklaim sebagai p2mililk tanah seluas + 64.815 m2 {+ 6,4 Ha) terletak di

Jalan AUP, RT 1/RW 8, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar MinyggJ.

Jakarta Selatan. Disisi lain Penggugat tidak konsisten dengan mengklaim

tanahnya seluas + 45.000 m2 (¢ 4,5 Ha) terdiri dari tanah dan bangunen
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yang dikuasai fisik oleh Kementerian Kelautan dar Perkanan (Tergugaf 1)
dan Seknlah Tingoi Perikanan (Tergugat llf). Penggugal dalem gugatannya
pada halaman 5 angka 4 menyatakan “Bahwa Tanah atau Objek Sengketa

an‘giuas keseluruhannya + 64 815 m2 (= 6.4 Ha),...", hal ini menjadikan
ob}ek*gqgahgn yang didalilkan oleh Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas
¢ obfaf(: s%hgjoﬁta yany dipermasalahkan Fenggugat dan menunjukkan
r{g\%@at;ﬁ; ak mengetahui secara pasti lokasi den status tanah yang
_ mpérkkarﬁka ya.

i letak tanah dan batas-batas yang disengketakan tidak jelas.

Pengguqat dalam gugatan pada halaman 3 3 iendalilkan batas-batas tanah
yang diklaim sebagai tanah warisan celuas + 64.815 m2 (¢ 64 Ha),
sedangkan objek yang cisengketakan calam gugatan 3 quc yaitu tanah
seluas + 45.000 m2 (+ 4.5 Ha) Gugata Penggugat «kabur dan tidak jelas,
berapa luasan yang sebenarnya?. Selain itu batas-batas tanah yang dicujat
tidak jeas dan tidak sesual dengan kondisinya haruslat, ditolak. “al ini
sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1148 K/Sip/1975
tanggal 17 April 1978.
Bzhwa gugatan Penggugat kadur dan tidak jelas, dengan memperhatikan
dalil gugatan Penggugat halaman. 2 alinea 1 menyebutkan bahwa
“H Moertadi bin Naib menikah dengan Jaonah mempunyai 6 orang anak
salah satunya H. Djahwan", sedangkan dalil Penggugat halaman 6 angka
10 menyebutkan "H.Moertadi mempunyai ahli varis berjumiar 10 orang”
Dalil Penggugat tersebut bertentangan antara satu dengan yang lain, tidak
jelas berapa orang vang sebenarnya ahli waris H. Moertadi bin Naib.
Gugatan Error in Persona
Pinak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis
Consortitm)
1) Kementerian Keuangan harus ditarik sebagai Tergugat
Bahwa gugatan Pengyugat cacat hukum karena kurang pihak (Plurium
Lits Consortium). Bahwa guga.an Penggugat pada intinya
mempprmasalahkan penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di
Jalan AUP, RT 1/RW 9, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakarta Seiatan, oleh Sekolah Tinggl Perikanan. Bahwa
penguasaan tanah tersebut, merupakan kewajiban Sekolah Tinggi
Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang untux mengelola can

menatausahakan tanah negara yang berada dalain penguasaannyad
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/

bercdasarkan Pasal 44 Uncang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

ﬂahwa“teman dengan penetapan kebijakan dan pedoman pelaksanaan
/{nggaran negara maupun pengelolaan dan penghapusan tarang milik
Eegara \merupakan kewenangan Kementerian Keuangan  sclaku

Bsn‘da a };Umum Negzra dan/atau Pengzlola Barang Milik P=gaa

Menteri/pimpinan lemtaga selaku pimpinan kementerian

\n?egft fembaga (Kementerian Pertanian/Kementerian Kelautan dan
Perikanan) adalah pengguia barang riliv. negara berdasarkan Pasal 7

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Selain  itu

berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuargan

Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pangawasan

dan Pengendalian Barang Milik Negara, “Menteri/pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Barang berwenang dan bertanggung jawab atas
pengavr/asan dan pengendalian BMN pada Kementerian/Lembaga yang
dipinipianya". Dalam hal permasalahan Barang Milik Negara berupa
tanah, kedudukan kamenterian dan lembaga selaku Fengguna Bararg
dalam hal ini Kemenierian Kelautan dan Perikanan dan Kementerizn
Pertanian, sedangkan Kementerian Keuargar selaku Pengelola Bararg

Milik Negara.

Oleh karena objek yang dipermasalahkan adalah Barang Milik Negata

berupa tanah yang sudah tercatat dalam Sistem _informasi Manzjemen

Akuntansi Barang Miik Negara (SIMAK BMN) dan setiap tahunnya
dilaporkan kepaca Kementerian Keuangan, maka secara hukum

IKementerian Keuangan juga ikut dilibatkan sebaga: pihak Tergugat.
Pihak lain sekitar Objek Perkara harus ditarik sebagai Tergugat

Bahwa dalam gugatan Penggugat menghlaim tanah seluas £ 04.815 m2

(+ 6.4 Ha), uedangkan Penggugat hanya mempeaimasalahkan tanah

Tergugat Ill (Sekoleh Tinggi Ferikanan) seluas + 45.000 m2 x 4.5 Ha).

Sehingga ada pihak lain yang menguasai tanan seluas 19.815 m2

disekitar objek perkaia.

Secara hukum jika Penggugat mendalilkan tanahnya seluas + 64.815

m2 seharusnya Penggugat juga menggugat sisa tanah seluas 19.815

m?2 disekitar objek sengketa yang cikuasai oleh pihak lain sebagei

Tergugat.
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: -:Bah a,
f\eg;dw

'pmma(usahaan objek sengketa secara hukurn merupakan tanggung jawab

Gugatan Salah Pinak

Eahwa Tergugat | salah ditar’k sebagai pihak dalam berperkara (Geris
fanhoeda Nigheid). Sebagaimana diketahui objek yang disengketakan

'_Penggugat adalah penguasaan atas sebidang Tanah seluas + 45.000 m2 (¢
£ Ha oleh Sekolah Tinggi Perikanan yang terietak di Jalan AUP, RT 1 MN
/.9 Ke!urahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan (d/h

met;al 3 pagai Akacem’ Usaha Perikanan).

kolah Tingg' Perikanan merupakan unit pelaksana teknis Jari

‘ian  Kelautan dan Perikanan, sehingga pengelolaan dan

Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Sekolah Tinggi Perikanan selaku
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Baiang berdasarkan Pasal 44
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Tugas dan tanggung jawab Kementerian Pertanian (Tergugat |) yang
sebelumnya menguasai objek perkara tersebut telah beralih secara penuh
me'alui Serah Terima Barang kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan
(Tergugat I1) c.q. Sekolah Tinggi Perikanan (Tergucat I1) selaku Pengguna
Barang atas pengelolaan dan penatausahaan objek senggeta.

Dengan beralihnya pengeloiaan dan penatausahaan objek sengketa secara
penuh kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan c.q. Sekolah Ting3i
Perikanan selaku Pengguna Rarang dan/atau Kuasa Pengguna. Barany,
maka Kementerian Pertanian tdak relevan ditarik sebagai Tergugat 1
ataupun pihak vang utama dalan parkara a quo. hal in' karena Kementerian
Pertanian tidak memiliki kewenangan riutlak atas objek sengketa. Secara
hukum seharusnya Kementeriar, Kelautan dan Perikanan yang menguasii
secara fisik dan bertanggung jawab atas Barang Milik Negara dijadikan
sebagai Tergugat |, sedangkan Kementerian Pertanian sebagai Turut
Tergugat yang menyertal.

Gugatan Lewat Waktu Atau Daluarsa

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan olen Penggugat adilan
tanah Negara yang dipergunakan oleh Kementerian Kelautar.., dan
Perikanan sebagai Sekolah Tinggi Pzrikanan, merupakan tanah eks.
Lembaga Penelitian Pertanian (Proofstation Voor de Landbouw) yang
dikuasai olen Pemerintah Hindia Belanda sejak zaman sebelum
kemerdekaan Republik Indonésia. Penguasaan terhadap tanah tersebut
telah dilakukan oleh Negara lebih dari 73 tahun yang dalam prosesnya

dipergunakan untuk penelitian, sekolah dan pendidikan. Hal ini sesuai
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. peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung,
. sebagai berikut:

‘/a‘ @fﬁa%a{kan ketentuan Pasal 1963 KUH P=rdata. dijelaskan bahwa:
Ix'v/”Seceorang yang dengan itikad balk memperoleh suatu barang tak
o . mérgefakhsuatu bunya, atau suatu piutang lain yang tidak hapus dibaya-
I' ) %fis t;.m; der.gan suetu besit selama dua puluh tahun memperoleh hak

: ﬁIHR q,;é?nya dengan jalan lewat waktu.

Sesed’?éng yang dengar itikad balk menguasai sesuatu selama tiga pulutr
tahun mempero'eh hak milik tanpa dapat d’paksa untuk menunjukkan
alas haknya "

b Berdasarkan ketentuan Pasa' 1967 KUH Perdata menyatakan "Semua
tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat
perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga pulun
tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya |awat waktu itu, tidak
usah menunjukkan suatu alas hak, Jan terhadapnya tak dapat diajukan
suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk"

¢ Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 26 K/Sip/1972
tanggal 19 April 1972 dinyatakan bahwa suatu gugatan menjadi

kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun.
Dengan demikian iuntutan hukum atau yugatan yang d.ajukan enggugat
secara hukum telah lewat waktu atau daluarsa berdasarkan ketentuar vang
bersifat keperdataan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis .'.!akim
Pengadilan Negeri Jakarta Ssiatan yang memeriksa dan memutus Parkara
@ Qquo menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau selidak-tidaknya
diryatakan tidak diterima karena telah lewal waktu atau daluarsa.
4 Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing
a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Legal Standing, hal ini berdasarkan
Kutipan ke Il Surat Ketetapan Fatwa Ahli Waris Nomor 304/C/1972
wanggal 26 Oktoher 1972 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agema
Jakarta Selatan (vioe bukti P-4), yang menyatakan pemberian <uasa oleh
Para Ahli Waris Alm. H. Moertadi bin Naib kepada HMD Hasbullah untuk
menyelesaikan permohonan hak atas tanah, mengurus sertifikat,
menjual, rnelepaskan. mengibahkan, menjaminkan dengan cara apapun
atas tanah atau objek sengketa.
. Selanjutnya HMD Hasbullah memberikan mandat kepada Haris Jauhari
melalui Surat Serah Terima Mutlak yarg diluat cihadapan Notaris Kusri
Dewi Murdianingsih, SH dengan Legalisasi Mo. 119/LEG/2011 d\ Jakarta
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b. Bahwa berdacarkan penjclasan tersebut diatas, Penggugat mengajukan
gugatan a quo berdasarkan mandat yang diberikan (HMD Hasktullah) dan
bukan kuasa yang diberikan oleh Ahli ‘Waris Alm. H. Moertadi bin Naib
‘sehagatmana Kutipari ke |l Surat Ketetapan Fatwa Ahli Waris Nomor

?;Eﬁf !]%?2 tanggal 2€ Oktober 1972 yang dikelvarkan oleh Pengadilan
Aggm :Q?kana Selatan (vide bukti P-4).

Sw,bi] dalam hal ini, Penggugat tidak remiliki kewenangan bertinaak
s@s;@“ wakil dari para Ahli Waris Alm. H. Moertadi bin Naib, karena jika

_,_...-/
memperhatikan gugatan posisi Penygugat adaleh cicit dari alm. H.

Moertadi. Secara hukum pemberian kuasa untuk nelakukan sesua:u
perbuatan hukum tidak dapat dikuesakan kembali, kecuali dilakuken
melalui substitusi. Pemberian kuasa kepada Sdr. Haris Jauhari untuk
mengurus tanah hanya bersifat umum tidak mewakili kepentingcn arili
waris H Moertadi bin Naib secara keseluruhan, Dapat dipastikar, surat
tersebut tentunya tidak meliputi penyelesaian perkara atau mengajukan
gugatan di Fengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya Surat Kuasa
harus dibuat secara khusus sehingga memenuhi ketentuan Pasal 123
ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg, yaitu:
a. Menyeoutkan kompetens relatif, ¢i Pengadilan Negeri mana kuasa
itu dipergunak:an mewakili kepentingan Pemberi Kuase;
b. Menyebutkan identitas dan kedudukan hukum para pihak (sebagei
Penggugat atau Tergugat);
c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan cbjek sengketa
yang diperkarakan antara pihak yang berperkara.
Dengan demikian secara persona standi judizio Penggugat tidak
mempunyai hak mewakili sebagai pihak di persidangan, karena semua
tindakan yang dilakukan Penggugat in cesu Sdr. Haris Jauhari yang
mengklaim selaku kuasa ahli waris lainnya melalui Su-at Serah Terimaz
Mutlak {SSTM) dari HMD Hasbullah di hadapan Notaris Kusri Dew
Murdianingsih, SH dengan Legaiisasi No.118/LEG/2011 tanggal 26 April
2011 adalah ticak sah untuk dijadikan dasar mengajukan gugatan di
Pengadilan Negeri Jekarta Selatan. Hal ini sesuai Yurieprudensi
Mahkamah Agung No. 1912 K/Pdt/1984.. Oleh karena itu pemberian
Surat Kuasa Sdr Haris Jauhari kepada Magdir Ismall & Partners Law
Firm juga cacat hukum.
Berdasarkan Eksepsi tersebut di atas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selaten yang memeriksa dar mernutus dalam
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Perkara a quo agar berkenan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan
gugatan Penggugat tidak diterima (N.0./Niet Ontvankelijke Verklaard).
DALAM POKOK PERKARA

(a2

A a

"___rT.:f_g_Jgon diperiksa kembali dan menjadi bagian tidak terpisahkan dar. pokok

Baitj_wa hal yang telah Tergugat | sampaikan pada eksepsi tarsebu’ ‘i atas

N '-ll
2erkgrd tiajam Jawaban.
.’ija e gugat | menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan 2enggugat
. pada Haf

man 1 s.d halaman 28.

- 3akwWa berdasarkan historis tanah Akademi Usaha Perikanan (sekarang

Sekolah Tinggr Perikanan) sejak Zaman Hindia Belanda dikelola oleh
Lembaga Penelitan Pembititan Pertanian, yang selanjutnya diubah
menjadi Lembagz Penelitian Hortikultura, Tanah Kebun Percobazn
Lembaga Penelitian Horikultura yang disebut dengan tanah Algemen
Proofstation Voor de Landbouw bekas Eigendom ‘/erponding €109 den
Eigedom verponding 8280.
Pada zaman Hindia Belanda, Lembaga Penelitian Hortikultura Cepartemen
Pertanian mempunyai hak memnkai atau rnempergunaikan tanah bekas
Eigedom Verponding Hir.dia Belanda seluas 198 Ha, yang terdiri dari:
a Partikulier Land Tanjung West (Tanah ~ar.kelir Tanjung Barat) Eiy.

Verp. 8280 terletak di:

- Tanjung Barat \Rawa Minyak Pasar Minggu) : £+ 57 Ha .

- Kampung Kandang Jagakarsa £ 54 Ha

Jumlah + 111 Ha

b. Gouverment van Nederlance Indie (Tanah Pemerintah Hindia Belanda)

Eig. Verp. 6109, terletak di:

- Ragunar . =51 Ha
- Jatipadang . £ 36 Ha
Jumlah +87Ha

Total Luas Tanah - 193 Ha
Bahwa dari Zaman Kolonial rlindia Belanda, Jevoang, hingga zamar
Kemerdekaan R.I. (sesuai dengan hasil Inventarisasi Kantor Pendaftaran
Tanah DKI Jaya) masih dikelcla dan dikuasai oleh Lembaga Penelitian
Hortikultura untuk Kebun Percobaan. Tetapi dalam perkembangannya,
Departemen Pertanian khususnya dan tota Metropolitan setelah Daerah
Pasar Minggu dijadikan daerah pemukiman dan Kebun Biﬂaténg. Tanah
seluas 198 Ha yang semula digunakan Kebun Percobuaan ternyata tidak
capat dipergunakan lagi sebagai fungsiaya, sehingga pada tahun 1974
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tinggal 63,35 Ha dan sebagian sudan digarap masyarakat secara liar.
Untuk dapat diselamatkan, dibebaskan dan diamankan hingga yang
dikelola dan dikuasai fisil. oleh Lembaga Penelitian Hortikultura hanya

63'.‘35 Ha. Selebinnya yang seiuas 0,65 Ha tanah milik masyarakat dan
' grq @ seluas 134 Ha sidah digunakan dan ditempet oleh instansi-instansi
'-..,.,Eilgaaﬂemen Pertanian.

grintah, badan swasta, dan pendudu< luar instansi-instansi

<8 (iva setelah Kemerdekaan Republik Indonesia penguasaan Tarah

Proofstation Voor de Landbouw" (Lemoaga Penelitian Hornikultura
Pertanian) seluas + 198 Ha (eks. Eigendom Verponding Nomor 6109 can
Nomo- 8280) dilanjutkan Pemerintah Republik Indonesia sebagai suksesor
Pemerintah Hindia Belanda untuk digunakan sebagai Lembaga Penelitan
Hortikultura oleh Departemen Pertanian dan Agraria (Kebun Percobaar,
Kantor, dan Rumah Dinas) berdasarkan:
2 Undang-Undang Nomror 1 Tahun 1938 tentang Penghapusan Tanah-
Tanah Partikelir;
b. Undang-Unuang Nomor 86 Tahun 1958 tentany MNasionalisasi
PerusahaanPerusahaan Milk Belanda:
¢ -Undang-Undang Nomor G Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria;
dan
4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pgndaftaran
Tanah.
Bahwa data-data fisik tanah yang ada dapat diperinci sebagai berikut:
a. Tetap dalam pengelolaan, penggunaan dan penguasaan fisik
Departemen Pertanian:
1) Ragunan untuk komplek pusat Perkantoran Departemen : 18 Ha
Pertanian
2) Jatipadang untuk perkantoran dan komplek Dinas @ 74 Ha
Departemen Pertanian
3) Rawaminyak Pasar Minggu untuk perkantorar. dan Komplzk
Perumahan Dinas Pertanian : 16,35 Ha
4) Rawarnvnyak Pasar Minggu untuk Komplek Pendidikan @ 5 Ha
Akademi Jsaha Perikanar (bekas Eigendom Verponding Nomor

8280).

Jumlah : 63,35 Ha
b. Tanah milik masyarakat dan Bengkok : + 0,65 Ha
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c. Digunakan Instansi-instansi Pemerintat,, Badan-badan dan penduduk
. d. wuar Departemen Pertanian:

-

E“IJJ P‘amda DK| .lakarta untuk Kebun Binatang, Dinas : + 80 Ha

\

\

-

f \

r/’ -

-« Peternakan, Pertanian Apiari atau Perkemaran Framuka

Ry
W

5

\2) ;D adskbud sekolah-sekolah, masjid-masjid, gereja-gereja, Kantor

55

§+4¢’ra3arana Jalan unium dan kompleh +23Ha
Jumlah - £134 Ha

: 'at dan Lurah -+ 20 Ha

mpati/digunak:an penduduk + 11 Ha

Total l.uas tanah : 63, 35 Ha + 0,65 Ha + 124 Ha = 198 Ha
Akademi Usaha Perikanan dzhuiu dibawah Departemen Pertanian Jar
Agraria
Bahwe pada awal tahun enarn puluhan, wajah Perikanan di Indonesia
masih sangat menyedihkan. Sebajai negara maritim yang mempunyai
potensi besar akan hasil laut, dapat dikatakan sangat langka usaha-usaha
pemanfaatannya. Perikanan di laut hanya dikelola oleh nelayan-relavan
tradisional yang menggunakan alat oenangkapan, pengolahan sera
pemasarar. dengan cara yang masih sangat sederhana dan jauh
terbelakang dibandingkan dengan negara-negara lain. Ahli-ahli pevkanar
masih dapat dihitung dengan jari. hanya beberapa yang memperoleh
pendidikan dari Jepang dan sebagian lagi dari Jerman. .
Situasi Pendidikan di Indonesia pada umumnya masih melanjuthan sistzm
pendidikan Belanda, yakni tidak diarahkan umuk mencetak tenaga
pelaksana yang terampil di bidang usaha, demkian juga di dunia
Ferikanan. Dr. Aziz Saleh, seiaku Menteri Pertanian dan Agraria pada saat

tu, prinatin melinat kondisi perikanan di Indonesia, di mana nelayan masih
terbelakang dalam bidang tehn'k, sosial dan ekonomi.

Satu-satunya usaha perikar.an yang berarti hanyalah Perusahaan milik
Pemerintah : "BADAN PIMPINAN UMUM PERIKANAN", atau disingket :
BPY PERIKANI dengan Presiden Direktur Imam Su‘opo. Ferusahaan ini
mempunyii kegiatan di Jakarta, Semarang, Surabaya, Belawan, Aer
Tembaga (Manado) dan Ambon. BPU PERIKANI ingin mengadakan
langkah-langkah modernisasi, tetapi salah satu hambatan penting adalah
tidak adanya tenaga-tenaga nelayan berpendidikan sebaga’ peleksana
modernisasi di darat maupun di laut. Melihar hel tersebut Dr Aziz Salzh
memberi tugas kepada Ir. Soesilo Hardjoprakoso selaku Staff Menteri,
untuk menjajagi pembentukan Pendidikan khusus kenelayanan, guna
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mencetak tenaga-tenaga yarg dapat diharapkan dalam pengembangan
Perikanan di Indonesia, terutema dalam b'dang usaha. Diingatkan agar
/pzmbentukar nya jangan sampai mengulangi sebagaimana "SEKCLAH
US’AHAT&NI yang tidak mencapai sasaran.
S kolai’lr B{saha Tani dimaksudkar untuk mendidik anak petani lulusan
Se@lab Fga}yat (sekarang sekolah dasar), agar nan‘inya dapat kembali ke
Vebsa rsébﬁgal petani terdidik. MNamun hasilnya tidak sepert’ sang
dlharapkan setelah menjalani pendidikan selama satu tahun dengan
pembiayaan pemerintah, mereka tidek kembali ke desa tetapi masuk
m=njadi Pegawai Negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pr.tanian
Nomor 8924/SK/SD, tanggal 8 September 1360 dibentuk suatu r’antia
Pendidikan Perikanan Laut diketuai oleh Imam Sutopo dengan anggota-
‘.nggotanya: R.Pranyoto, A FKartono, Suparso Malangyudo, It Hadi
Atmowarsono, yang mempunyai tugas antara [ain:
1 Memberikan saran kepaca Menteri Petanian tentang bentuk, susunan
Badan Pendidikan Perikanan Laut yang akan menyelenggarakan
pendidikan keiuruan tersebut.

21 Menentukan kurikulum.

(&%}

Merencanakan tempat pendidkan, anggaran, perlengkapan seta

tenagatenaga oengaja-.

Pada mulanya tempet pendidikan direncanakan di daerah Angol, suatu

tempat yeng memany ideal untuk lembaga pendidikan perikanan kareta

berdekatan dengan laut, tetapi rencana tersebut tertunda-turida. Detlat

cengan saat berdirinya lembaga pendidikan perikanan tersebut, untuk

sementara Departemen Pertanian dan Agraria memberi tanah keb.un

buah-buahan milik Departemen Pertanian can Agraria, di daerah Pasar

Minggu yang ternyata sampai saat ini telah menjadi kampus permanen.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/PA/1952

tanggal 9 Juni 1962, didentuk suatu Badan Pendidikan aengan nama

LEMBAGA PENDIDIKAN USAHA PERIKANAN (LPUP) berkedudukan di

Jakarta yang bertugas:

1. Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah Usaha Perikanan
dari tingkat m.enengah sampai tingkat akedemi

2. Mengadakan kursus-kursus tambahan kepada nelayan dan para
pegawai Departemen Pertanian dan Agraria

3. Mengadakan usaha-usaha pendidikan massal kepada masyarakat

yang menaruh minat pada usaha perikanan.
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Berdasarkan Surat Keputusan Mef_wteri Pertanian Momor 95/F-3/1962
tanggal 7 September 1962, ditetapkan pendidikan perikanan dalam
- lingkungan LPUP yaitu "AKADEMI USAHA PERIKANAN" yang
é-‘\/:’.]{éﬁwberm!an pendidikan dan pengajaran tinggi ditujukan khusus hepada
!".J' : -'-'keah!ian_‘d;l‘ hidang usaha perikanan, dengan direktur pertama Lr. Rustam
Sn,ggh;\‘ i
" Padd Siyrat Keputusan tersehut Akademi Usaha Perikanan mempunyai
t|g§j‘ffﬂrﬂ'saﬂ yaitu
1 TEKNIK PENANGKAPAN, termasuk tehnik perkapalan dan peralaten
perikanan,
2 TEKNOLOGI PERIKANAN,
EKONOMI PERIKANAN, pemasaran dan ke.atalaksanaan usaha

{(manajemen).

(]

Berdasarkan Keputuszn Presiden R.I. Nomor 44 dan Nomor 45 tahun
©974, oleh Menteri Pertanian dengan Surat Keputusan Nomor
136/Kpts/Org/4/75 tanggal 5 April 1975, Akademi Usaha Peiikanan
dialinkan tanggungjawabnya dari Direktorat Jend=zral Perikanan kepada
Badan Pendidikan, Latinan dan Penyuluhan Pertanian, sehingga sejak
tanggal tersebut Direktur Akademi Usaha FPerikanan bertanggung jawas
langsung kepada Kepala Badan. Karena masih kurangrya fasilitas
pendidikan serta tenaga vengajar, maka jurusan yang ada pada angkatan
pertama barulah Jurusan Tehnik f'enangkapan, Jurusar Pengolahan Hasil
Laut (Tehnologi Perikanan) dibentuk pada angkatan kedua (1866), dan
Jurusan Mesin dibentuk pada angkatan kesebelas (1875).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl
Nomor 0128/\//1983 tanggal 6 Mei 1983, Diklat AUP {elah disahkan
sebagai Program Diploma 3 (D3) bidang Pericanan dalam lingkungan
Departemen Fertanian. Selaras dengan lajunya pembangunan, Diklat AUP
statusnya ditingkatkan menjadi  Sckoleh  Tinggi  Perikanan  (STR)
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tanggal 18 Maret
1093 yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program
pendidikan keahlian di bidang perikanar (D4) dengan tiga jurusan yaitu .
Teknologi Fenangkapan lkan, Tekneclogi Pengolahan Hasil Perikanan dan
Teknolcgi Fengelolaan Sumberdaya Perairan.

8  Perubahan Organisasi )

Prasiden Abdurrahman Wanid dengan Kepu.usan Presiden No .55/M
Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Periode 1398-2004
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ket bpop

'-orbgqis | fan tugas ‘ungsi instansi Pemerintan. Sekolah Tinggi Perikanan
N o

mengangkat Ir. Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Leut.

Selanjutnya pergangkaan tersebut dilkuti dengan pembentukan

A
',-D_é}b;érte\m_en Exsplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsir ya
meldlurKeputusan Pres.den Nomor 136 Tahun 1336 tanggal 10 November

19’99 tentap -::'_LKedudukan, Tugas, Fungsi, Susuran Organisasi, dan Tata

men. Batwa pada tahun 1999 dengan adanya perubahan

diserafkan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan selaku Instansi
yang mempunyai tugas dan fungsi pengembangan usaha perikanan.
Bahwa dengan adanya perubahan tugas dan fungsi tersebut, seluruh
tanggung jawab atas penguasazn tanah sengleta beralih kepadad
Departemen Kelautan dan Perikanan. Untuk menindaklanjuli ha' terseb .t
ielah dibuat Berita Acara serah terima Aset Tanah Sekolah Tinggi
Farikanan dari Kementerian Pertanian kepade Kementerian Kelautan dan
Perikanan,

Bahwa tanah Sckolah Tinggi ~erikanan (d/h Akademi Usaha Perikanan)
adalah aset negara yang saet ini dikuasai dan dipargunakan secara fisik
oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penjuasaan terhadap tanah
lersebut telal dimulai sejak zaman Hindia Belanda melalui Lembaga
Penelitan Hortikultura Pertenian  (Algemen Proofstation Voor de
Landbouw) sampai dengan srckarang. Jika dihitung letih dari 0 tahun
yang aalam prosesnya dipergunakan urituk penszlitian, sekolah dan
pendidikan.

Setélah kemerdekaan Repubiik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945,
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan
Tanah Tanah Partikelir, dan Undang-Undang Nomor 86 Tahur. 19%8
tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda dikuasdi oleh
Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian Pedtaniar (d'h
[ epartemen Pertanian dan Agraria) secara itikad baik dan tanpa melawar
hukum untuk dipergunakan sebagai penelitian, sekolah dan pendidikan.
Sesuai dengan ketentuan yang operlaku pihak yang menguasai tanah
secara fisik dengan itikad baik dan tidak melawan hukum merupakan pihek
yang wajib dilindungi olek uidang-undang, sehingga berdasarkan
ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 26 K/Sip/1972 tanggal 19 April 1972 dinyatakan bahwa suatu
gugatan menjadi kadaluwarsa dalam waktu 30 tahun.
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Bahwa pada tahun 1933, dengan adanya perubahar tata kota DKI Jakarta,
penguasaan lahan Lerabaga Penelitian Hortixultura oleh Tergugat |

barubah menjadi seluas + 64 Ha Hal ini dikarenaken berdasarkan tata

i _.-'Kéiré.D_i{d\Jakarta sisa lahan Lembaga Penelitian Hortiliultura seluas + 134

-~ y
He\r"akan digunakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan Departeman

Ialn Hal i di diperkuat melalui Penetapan Pengadilan Neger Jakaita
Seja:aq N»omor 20/Pdt/P/1987/PN.Jak Sel tanggal 8 Maret 1987 bahwa

__'_"fak,; pghguasaan dan penggunaan atas tanah negara bekas tanan

E|gedom Verpending 6109 darn Eigedom Verponding 8280 oleh Lembaga
Penelitian hcrtikultura Depaitemen Pertanian erletak di Kelurahan
Ragunan, Kelurahan Jatipadang, dan Kelurahan Pasar Minggu,
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan secara hukum sah dan tanpa
melawan hukum.

Bahwa penguasaan tanah seluas 5 Ha (merupakan bagian dari tane

seluas B4 Ha berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakaria Selaten
Nomar 20/Pdt/P/1987/PN . Jal.Sel tangyal 6 Maret 1987) yang terletek di
Jalan AUP, RT 1 RW 9, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar [:.inggu,
Jakarta Selatan (d/h dikenal sebagai Akademi Usaha Ferikanan, oleh
Tergugat | pada tahun 1945 s.d tahun 1999 merupakan tugas dan
tanggung jawab Tergugat | dalam rangka pengamanan aset negara dalam
upaya penelitian pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan.

Scsual peta tanah eks. Eigendorn Verporiding Nomor 8280 seluas $ Ha
yang digunakan Kampus Sekolah Tinggl Perikanan (dahulu Akademi
Jsaha Perikanan) terletak ¢i Jalan AJP Barat RT.1 RW.9 Keluraha~
Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tanah Sekolah Tinggi
Perikanan telah dicatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milk Negara (SIMAK BMN) yang setiap tahunnya dilaporkan
kepada Kementerian Ketangan.

Bahwa perlu dipertanyakan silsilah keluarga H. Djahwan sesuai dokumer
surat pernyataan yang ditandatangani oleh AMD Hasbullah dengar
Djahwan tanggal 27 September 1980 dan perlu dipertanyakan silsilaf
keluarga H. Moertadi.

Memperhatikan Surat Kuasa Tunggal tanggal 16 Oktober 1980 dan Surat
M.0). Hasbullah yarg ditujukan kepada Dirjen Agraria Departemen Dalam
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Negeri Nomor 43/mdh/XII/80 tanggal 3 November 1980 perihal Maohor:
Perlindungan dan penyelesaan hak milik tanah Dcng.dkk dinyatakan

pahwa H. Djahwan dan M.D. Hasbullah merupakan saah satu ahli waris

: Dﬁng blLkan Ahli waris H. Moertadi bin Naib.

16

"B ;bw.a menanggapi dalil gugatan Penggugat pada halaman 10 huruf |,

g'}akan telah terbit sertifikat Hak Milik Nomor 49 atas nama H. [Moz2tadi

\ 1073, Jika dicermati gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 9

:_’,.e.“&utkan bahwa

H. Moertadi telah meninggal tahun 1968 berdasarkan Surat Ketetapan
Fatwa Ahli Waris Nomor 3041C/1972 tanggal 26 Oktober 1972 yang
Jdikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan (vide buku F-4)
Penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 49 Tahun 1973 yang didalilkan oieh
Penggugat adalah illegal quadnon bagaimana mungkin setelah alm. H
Moertadi meningyal tahun 1938 dan lima tahun kemudiari terit sertifikat
nak milik tahun 1973 dan selanjutnya dokumen sertifikat tersebut tidak ada
lagi.

Bahwa Penggugat juga saiah mendalilkan dasar kepemilikannya, dimana
Penggugat pada halaman 5 angka 6 meryatakan "..H. Moertadi bin Naib
selaku pemilik tanah bekas Eigendom Verponding No. 4036 yang dibeli..".
Bahwa Eigendom Verpcnding Nomor 4036 tersebui merupakan hak atas
tanah yang terdiri dari 2 (dua) yaitu: Eigendom Ve-ponding Nomor 18687
dan Eigendom Verponding Nomor 19688.

Hal ini sesuai Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2424 Tahun
1974 (salinan Surat Ukur No. 722 Tahun 1938) kepemilikan tanah atas
nama H. Moertadi bin Naib hanya tercatat pada Eigendom Verponding
Nomor 16687 (Eigendem Verponding Nomor 4036 ged.), sedangkan peda
Eigendom Verponding Momor 19688 berdasarkan Surat Ketetancarn
Pendaftaran Tanah Nomar 2425 Tahun 1974 (salinan Surat Ukur No. 721
Tahun 1938) tercatat atas nama H.Mansoer bin M. Amsor. Hal ini
menunjukkan kaburnya dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya.
Sehingga tidak tepat Penggugat mengklaim eigendom verponding Nomor
19688 yang no‘abene lokasinya berada diluar tanah Sekolah Tinggi

Perikanan. _
Bahwa dalii gugatan Penggugat halainan 26 vang menyatakan Para
Tergugat melakukan Perbuatan Melawar Hukum adalah tidak benar,

karena Pemerintah tidak melakuxan Perbuatan Melawan Hukum.
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Seperti diketahui Pasal 1365 KUH Perdsta menyatakan: "tiap perbuatan

melawan hukum yang membawa kerugian kepada crang lain, mewajibkan

‘o@]gg karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian
2R IN
'-.'.~_Ler5‘ebul“

2 Unsur ketertuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut vaitu:

oy L. Adanya. suatu verbuatan;

' Per ?n tersebut melawzn hukum;
3ndglatya kesalat.an dari pihak pelaku;

4y Kdanya kerugian bagi korban;
5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;
Perbuatay Melawan Hukurn yang didalilkan oieh Penggugat tidak
terpenuhi kelima unsur tersebut. Pemerintah dalam hal ini telah melaktkan
aktifitas diatas tanah Sekolah Tinggi Perikanan dengan cara itikad balk.
Tanah tersebut dikuasai negara secara fisik. sejak sebelum kemerdekaan
sampai dengan saat ini dalam rangka kepentingan umum untuk
penyelenggaraan penelitian, sekolah dan penaidikan
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negzra yang menyatakan "pihak manapun
dilarang melakukan penyitaan terhadap barang tidak bergerak dan hak
kebendaan lainnya milik negara/daerah”
Dalam undang-undang teisebut pengertian uang atau barang milik negara
atau yang dikuasai negara/daerah terdiri atas.
a Uang atau suJrat berharga milik negara/daerah beik yang berada pada

instansi pemerintah mauptin pada pihak ketiga,

b Uang yang harus disetor olsh pihak ketigi. kepada negara/daerah;

Cs

Barang bergerak milik negara/daerah balk yang berada pada instansi
pernerintah maupun pada r nak ketiga,

d. Barang tidak bergerak dan hak ksbendaan lainya milil: negara/daerah,

D

Baranj milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaradn tugas pemeriniah.

Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, antara lain:

Bersifat mutlak (Abseclut)

Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita bardasarkan izin Mahkaman
Agunj
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Selain itu menurut M. Yahya Harahap, 3.H. (Hukum Acara Perdata, Sinar
Grafika, Tahun 2004, halaman 322 angka 14), larangan menyita Barang
Milik Negara seoagai berikut:

Zapage prinsipnya barang-barang milik negara tidak dapat dikenakan
Gsﬁt@\}arr:man atau sita eksekusi, atas alasan barang-bzrang milik
ega a.dupakat dan dlperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan.

”5’_

f.

izin dan Mahkameh Aguing setelah mendengar Jaksa Agung.

18 Bahwa dalil Penggugat intinya menyatakan Terguga! | dan Tergugat |I
dinukum urtuk membaya: uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000
(satu juta rupiah)/hari apabile lalai melaksanakan putusan ini agar ditolak
atau dinyatakan tidak diterima karena bertentangan dengan Yurisprudensi
Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari
1973. ) '

16 Rahwa dalil Fenggugat yanqg intinya menyatakan agar putusan dalem

perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voebaar bij voraad) meskipun

ada upaya banding, verzet, kasasi, agar ditolak, karena mengingal
gugatan Penggugat tidak didasarkan alasan dan bukti-bukti autentik serta
tidak memenuhi unsur Pasal 180 HIR/Pasal 191 RBg, Pasal 60€a Rv din

Surat Edaran Mahkamah Agung Ncme: 3 Tahun 2000 tentang Putusan

Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) den Provisionil

20 Bahwa Gugatan Penggugat jika dikabulkan akan merugikan ke.angar
negara bardasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Keuangan Negara. Oleh karena itu mohon agar kiranya Gugatan
F enggugat ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mchon dengan hormat kepada

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Seletan yang memeriksa

dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1 Menerima eksepsi Tergugat |;

2 Menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat seluruhnya (N.O./Niat

Ontvankelijke Verklaard),
DALANM POKOK PERKARA
1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya,

2 Menerima Jawaban Gugatan Tergugat | untuk selururnya;
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3 Ményatakan Tergugat ! tidak melakukan Perbuatan Melawan Hulum,

4. Menyatakan tanah yang uikuasai oleh Tergugat [l dan Tergugat |l terletak di
Jalan AUP, RT 1/RW 9, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu,
JaWa.SeTaLan adalah Barang Miiik Negara.

5 M’ hukur';\ff’enggugat untuk membayar selurah biaya yang timbul dalarn
pe afawd\

.! ,-\( - ﬂ\,

.Jen.w.tbanl Terg’g&afll dan Tergugat IlI:

A. DAUAMEKSEPSI
1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilun

a. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 3C Tehun 2014 teniang
Administrasi Penerintahan merumuskan Tindakan Administrasi
Pamerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perouatan
pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk
melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret” dalani
rangka penyelenggaraan pemerintahan, |

b. sejah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi P2merintahan, tindakan pejabat pemerintzhan
atau penyelenggara negara lainnya berkenaan dengan perbuatan
penguasa yang melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad)
yang dat ulunya merupakan kompetensi absolut Pengagilan Umum
telah berube h menjad: kompetensi Pengadilan Tata Usaha Nzgara;

c. sengketa administrasi pemerintahan dapat timbul dari suatu
tindakan faktual pemerintah yang merugikar, warga masyarakat
dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh
pemeriniah (onrechtmatige overteidsdaad),

d. Pesal 17 ayat (z) huiuf ¢ jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 30 Tzhun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
mengatur bahwa badan dan/atau pejabat pemeriniahan dilarang
bertindak  sewenang-wenang Badan dan/atau  pejabat
pemerintahan nikategorikan bertindak sewenang-wenang apebila

keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar

kewenangan;
e. dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat

telah menguasai Obyek Sengketa secara tanpa hak atau tanpa

melalui izin atau persetujuan dari H. Moertadi bin Naib;
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Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para Tergugat menguasai
Cbyek Sengketa adalah perbuatan melangjar hukum yang

merugikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 1368

_KUHPerdata sudah sepatutnya dan selayaknya Para Tergugat

R

-;'Eﬂ-g\t}gg(anti kerugian Penggugat;

?‘_ap[a Hay Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Para 1r-=rgugat
‘m@gquai Obyek Scngketa adalah secara tanpa hak atal tanpa
12 % Enqj(a berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf ¢ jo. Pasal 18 ayat
_}g)ﬁﬂnﬁang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
%rmlahan tindakan Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa
tersebut  adalah Tindakan yang dilakukan tanpa dasar
kewinarngan;

bahwa tindakan Para Tergugat menguasai Obyek Sengketa dan
menimbulkar  kerugan bagi Penggugat bukar pebuatan
melanggar hukum yang dapat dibawa ke Pengadilan Negeri,
namun meipakan sengketa administrasi pemerintahan, sehingga
nyata-nyata tid4k termasuk wewenang Pengadilan Negeri dalam
hal ini Pengadiian Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa,
memutus, dan menyelesaikan sengketa a guo.

lebih lanjut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan mengatyr bahwa
Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara)
berwenang mererima, memeriksa, dan memutuskan ada atau
tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan
oleh pejabat pemerintahan.

bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan
Nomor 6820/K/Pdt 1999, tanggal 29 Desember 1999, menyatakan
"bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usara Negara
dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi
wewenany pejabat tersebut, maka yang berwenang unluk
mengaaili perkara terseout adalah Pengadilan Tata Usaha Negara
bukan wewenang Pengadilan Negeri’,

berdasa‘kan ketentuan Pasal 136 HIR (Herzien Inlandsch
Reglement), terhadap eksepsi kompetensi absolu* tersebut, Majelis
Hakim diharuskan memutus terlebih dahulu dalain Putusan Sela.

Untuk itu Tergugat |l dan Tergugat Il mohon agar Mejelis Hakim
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Pemeriksa Perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sela

denjan amarnya sebagai berikut

MEMUTUS
,%;jﬁmenerlma eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan
,,_z._"/..---

‘;T_\efgpgat Il dan Tergugat III;

z.ﬁl'menyatakan Pengadilan Negeri Jalerta Selatan tidak

Vbér@e}@ﬁg urituk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara
7oE

;(‘:‘k,-___,__ takan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan

d... membebani«an biaya perkara pada Penggugat.
Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, di bawah ini kemi
sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)
a. Pertentangan Dalil dalam Gugatan

1) dalam gugatannya (him. 5), Penggugat raendalilkan bahwa
salah satu dasar kepemilikan Obyek Gengketa oleh H.
Moertadi bin Naib adalah berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi No. 5K
1962/HM/1966, tertanggal 9 November 1966, hal Sertifikat
Hak Milik No. 49/Pasar Minggu,

2) namun berikutnya, dalam gugatan Penggugat (him.  22)
Perggugat mendalilkan banwa setelah berkoordinasi dengan
Kasubdit Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kcta
Administrasi Jakana Selatan untuk mempertanyakan status
tanah dan keberadaan Sertifikat Hak Miliik No. 49/Pasar
Minggu, disarnpaikan bahwa tidak ditemukan data tanah
dengan Sertifikat Hak Milik No. 49;

3) bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti bahv/a
dasar kepemilikan Penggugat atas Obysk Sengketa udalah
tidak jelas, sehingga gugatan Penggugat menjadi tidak
jelas/kabur (obscuur libel),

4) bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur
(ubscuur libel) maka menurut hukum sudah selayaknya Majelis
Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan tidak
dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
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b. Luasan dan Batasan Obyek Sengketa

1) dalam gugatannya (him. 3), Fenggugat mendzlilkan bawa
; Alm. H. Moertadi bin Naio acalay pemilik tanah seluas =
"/\;':“64.8‘{5 m? '+ 6,4 Ha) yang terletak di Jalan AUP Bar, RT 1 RW

. P

f@.Jatii’adang, Pasar Mingou, Jakarta Selatan;

/

¥

SELITN
N

Spoag T = . .
5| "{elsseldifitnya Penggugat mendalikan dari kessluruhan luas
\'f %nﬁ?}h quo yang seluas £ 45.000 m? saat ini berada ci bawah
..'\.:. \ . - . | |
e uasaan dan aipergunakan oleh Tergugat Il

3) dalam hal ini terdapat perbedaan luasan, namun di dalam
gugatan, Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas
letak dan batas-batas tanah seluas + 45000 m? dari
keseluruhan luasan 164.815 m? yang diklaim penggugat
sebagai Cbvek Senyketa,

4) selisih antara klam awal luasan Obyek Sengketa yang
disebutkan oleh Per ggugat ada'ah sekitar 19.816 m? (£ 2 Ha).
dan tentu ini bukan merupakan luasan yang kecil dan darat
dikesampingkan. Sehingga adalah hal yang tidak dapat
diterima apabila Pergguga!l tidak dapat mcnjelaskan selisin
luasan awzl Obyek Sengketa dari + 64.815 m? (+ 64 Ia)
menjadi £ 45.000 m?(+ 4,5 Ha);

5) bahwa berdasarkan hal ters:zbut di atas, telah terbukti Obyek
Sengketa Penggugat tidak jelas, sehingga gucatan Pen'r{qugat
menjadi tidak jelas/kabur (ohscuur libel),

6) bahwa oleh kalena gqugatan Penggugat tidak jelas/kaour
(obscuur libely) maka menurut hukum sudah selayaknya Majzlis
Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan tidak
capat diterima (niet ontvankelijke verk/aarc).

Eksepsi (Gugatan Penggucat Daluarsa

a. bahwa Te-gugat | menguasai dan memanfaatkan Tanah STF yang
didalilkan Penggugat sebagai Obyek Sengketa dengan haik can
dengan itikad baik sejak tahun 1862, dan kemud.an dilanjutkan
oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill sejak tahun 2000. Dalam kurun
waktu 56 tahun, Para Tergugat menguasai dan memanfaaikan

Otiyek Sengketa untuk kepentingan yang berhubungan dengan

tugas dan kepentingan Negara, dalam hal ini digunakan sebajai

lemhaga pendidikan di bidang kelautan dan perikanan;
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b. keientuan Pasal 1953 KH\JPerdata aan Pasal 1965 KUHPerdata
mengatur bahwa

Pasal 1963 KHUPerdata

“Seseorang vang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak

T

Vi -%_ejrgk, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus
{/—‘E /{ ﬂi@ﬁ r tas tunjuk deagan suatu besit selama dua puluh tahun,
F AL\
[ 4
\
!

h hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu.”

T wFasal 1665 KUHPerdata
“=pAd baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa

mengajukan  tuntutan atas  dasar itikad  buruk,  wajib
membuktikannya.”

¢. panguasaan secara fisik dan pemanfaatan Ubyek Sengketa
secara nyata serta berturut-turut selama lebih dari 20 (dua puluh
tahun) [dalam perkara ini telah dikuasai selama lebih dari 58 (lima
puluh enam tahun)l oleh Para Tergugat seharusnya secara
hukam cudah dapat dibukukan hak atas tanahnya. Hal ini
mer Jpakan upaya pembuktian hak lama atas tanah yang berasal
dari konversi termasuk hak eigendori, berdasarkan ketentuan
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nemor 24 thun 1097
tentang Pendaftaran Tanah. Hal demikian dicertai d2rgan klausula
persyaratar bahwa penguasaan tanah dilakukan dengan itikad
baik, terbuka serta diperkuat oleh saksi-saksi. Selain  itu,
penguasaanrya tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukim
adat, desa/kelurahan ataupun pinak lain;

d. jika dalam hel tersebut di atas ada pihak lain yeng
mempermasalahkan penguasaan tanah a quo oleh Para Tergugat,
maka hal tersebut seharusnya terbantahkan oleh ketentuan Pasal
1963 KUHPerdata, yang pada intinya menegaskan bahwa tareng
siapa yang dengan itikad baik menguasai tanah minimal 20 tahun,
atas dasar alas hak yang sah, memperoleh hak atas tarah
tersebut atas dasar lewatnya waktu/kadaluarsa (acquisitive
verjaring).

4, Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis

Consortium)
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a  Obyek Sengketa yang dicalilkan Penggugat berlokasi di Tanah
S=P saat ini dikuasai oleh Tergugat Il melalui Tergugat il

/_}g Pengelolaan Barangc Milik Negara/Daerah mengatur
5 | f_"".‘.tié@a' nteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
[ s Do '

j @dﬁl}ph gelola BMN;

i akafkan Pasal 1 ayat (3), Pengelola Barang adalah pejabat
yéﬁg'-ﬂemenang dan bertanggung jawab menetapkar. kehi akan
dan pedoman serta relakukan pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah,

d. selanjutnva Pasal 4 ayat (2) mengatur bahwa sebagai Pengelola
BMIN Kementerian Keuangan berwenang can bertangguny jawab
untuk
1) merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman

pengelolaan BMN;

2) menetapkan status penguasaan dan Penggunaan BMI,

3 memberilian keputusan atas usul Pemindahtanganan
Barang IMilik Negara yang berada pada Pengguna Barang
yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
sepanjang dzlam batas kewenangan Menteri Keuahgan;

4) memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Mitk
Negara yany berada pada Pengguna Barang;

5) memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan
Penghapusan Barang Milik Negara

e. sedangkan kedudukan Tergugat Il dan Tergugal Il dalam
penguasaan Obyek Sengketa yang merupakan BMN adalah
sebagai Pengguna BMN dan Kuasa Pengguna BMN;

f  Pasal 5 ayat (2) mengatur bahwa Pengguna BMN berwenang dan
bertanggung jawab antara lain
1) menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam

penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,
2) mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang

berada dalam penguasaannya,
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3) mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara

yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola

Jaran
ARV, g

/5 1e{ncj\a}ukan usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik

b B
ﬁ'"Negqra\vang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola

(Bafang
kﬁ%&ﬁ&aﬁ f (an pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas
unaan Barang Milik Negara vyang berada dalam

penguas:annya

6) melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milk Negaa
yang beraaa dalam penguasaannya, dan

7) menyusun dJan menyampaikar. laporan baranj pengguna
semesteran dan laporan barang penggura tahunan yarng
berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

g. mengingat kedudukan Tergugat |l dan Tergugat lll dalam
penguasaan Otyek Sengketa yang merupakan BEMN adaleh
sebagai Pengguna BMN dan Kuasa Pengguna BMN, sadangkan
yang berwenang dan bertanggung jawab nieretapkan kebijakan
dan pedoman uerta melakukan pengelolaan BMN adalah
Kementerian Keuangan, maka sudah seharusnya Menter
Keuangan sebagai Pengelola BMN menjadi pihak dalam perkara
ini:

h. bahwa oleh karena Gugatan Pengguuaat kurang pihak, maka cukup
beralasan bagi Majelis FHakim Pemeriksa Ferkara a quo untuk
menyatakan gugatan Pengcugat tidax dapat diterima (N.et
Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat |l dan Tergugat Ill membantah dan menalak dengan tegas
hal-hal yang dikemukakan oleh Pengqugat dalam gugatan Perbuatan
Melanggar Hukum tanggal 16 Maret 2018, kecuali yang dengan tegas diakui
kebenarannya oleh Tergugat Il dan Tergugat Ill.

Bahwa, terhadap dasar den alasan diajukannya gugatan Pertuatan
Melanggar Hukum yang disanipaikan oleh Penggugat, Tergugat Il. dan
Terjugat Il memberikan tanggapan sebagai berikut
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1.

Penggugat Tidak Memiliki lLegal Standing Untuk Niengajukan
Gugatan Atas Nama Ahli Waris Lainnva dari Alm. H. Moertadi bin
Naib

\, Ptar}ggugat dalam gugatannya pada huruf B angka 4 sampai dengan

/ ang “15 (him. 5 s.d. 8), pada pokoknya mendalilkan hahwa

: 091 t bertindak

E Per';.}

i aéa “flama pribadi selaku Ahli Waris/cicit berdasarkan salinan
'. \. =

. Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan,

omor 0515/Pdt P/2016/PA.JS, tanggal 20 April 2017 dan
2) selaku Penerima Kuasa dari Para Ahli Waris lainnya dari Alm.

H. Moertadi bin Naib berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
8 September 2016.

b. bahwa Penggugat tidax dapat bertindak mewakill untuk dan atas
nama Ahli Waris Lainnya dari Am. H. Moertadi bin Naib dengan
alasan
1) Surat Kuasa IKhusus yanj dijadikan dasar oleh Penggugat

untuk bertindak mewakili Ahli Waris lainnya ditandatangani pada
@nggal 8 September 2016, arinya ahli waris lainnye yang
memberikan kuasa adalat. Ahli \Waris yany ditetapkan
berdasarkan Surat Keterangan/Fatwa Ahli Wais Alm. H.
Moertadi bin Naib Nomor 304/C/1972 yany d'keluarkan oleh

Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 26 Oktober
1972, vaitu

a) Djahwanb. H. Moertadi:

o

)

) Hamzah b. H. Moertadi:
) Ghozalib. H. M.oertadi:
)
)

o O

Nurhasan b. 4. Moertadi:

M. Yusuf 5. H. Moertadi:

f)  Mansjuri b. H. Moertadi:

g) H.Hamidah bt. H. Moertadi:
h) Hamimah bt. 4. Moertadi:

) Zutaidah bi. H. Moertadi: dan
j)  Rohcmani bt. H. Moertadi.

]

vTang salah satunya merupakan Kakek dari Penggugat yaitu
Djahwan b. H. Moertadi:

2) pada tanggal 20 April 2017, Pengadilan Agama Jakarta Selatan
telah mengeluarkan Akta Penetapan Ahli Waris Nomor
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0515/Fdt.P/2016/PA.JS yang menetapkan Ahli Waris Alm. -,

Moertadi bin Nzio salah satunya adalah Haris Jauhari (zicit Alm.

_Irtad| bin Naib/Penggugat), artinya yang dimaksud
f \/ -Heﬁgan
|\5 i o Moeﬂdﬁ?ban Naib maninggal dunin, sampai dengan yang sejaja-
ngyugat (para cicit Alrn. H. Mcertadi bin Naib), dan

Surat Kuase Khusus tanggal 8 Septernber 2016 yang
d‘jadrkan dasar oleh Penggugat untuk mewekili dan bertindak

\

WAhli Waris lainnya adalah &hli Waris setelah -

atas nama Para Ahli Waris lainnya tidak mungkn
ditandatangani oleh Para Ahli Waris yang ditetapkan pada
tanggal 20 April 2017

¢. bahwa berdasarkan hal tersebu! Penggugat tidak memiliki Lega/
Standing untuk mewakili dan bertindak atas nama Para Anh" Vvaris
lainnya. akibatnya gugatan Penggugat kurang pihak (Pluricia Lit's
Consortium) karena lidak seluruh ahli waris menjadi pihak dalam
gugatan,

d. bahwa ozrdasarkan fakta dan bukti-bukti di atas, telah terbukti
Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan
gugatan atas nama Para Ah'i Waris lainnya dar Alm. H. Moertadi bin
Naib, sehingoa beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat. ;

2. Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Kepemilikan Tanah
a. bahwa Penggugat mendallkan memiliki legalitas kepemilikan tanah

(Obyek Sengketa) berupa

1) Surat Kewiangan Kantor Fendaftaran dan Pengawasan
Pendaftaran Tanah Jakarta, tanggal 18 Januari 1966, Nomcr
Daftar Penghasilan 326/1966;

2) Surat Keterangan Verponding, tanggal 18 Juli 1966, Nomcr

47166,

Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigras,

tanggal 9 November 1966, Nomar 1926/HM/1966;

4) Surat Tanah Pengganti, tanggal 26 April 1967, Nomeor
P.361/031;

5) Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kota Jakarta Selatan,
tanggal 14 September 1967, Nomor 13/I/l/ADS/67;
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6) Notulen rapat tanggal 27 Oktober 1967, Nomor
E7/RP/ADS/1967, yang ditandatangani oleh Drs. Sanny Sendio
selaku Kepala Agraria Daerat Kota Djakarta Selatan;

7). .Surat Persaksian Pengukuran Tanah, tanggal 28 Februa~ 1973

G
}//fv‘,f‘“ﬂ.qmm 316;
' ‘-&%’Q}y‘ﬁgfenggamian Tanah, tanggal 2 Agustus 7973, WNomor
!‘_I‘\__a o
L LONBR10;
'91:33&% ‘Penggantian Tanah, tanggal 12 Mei 1979, Nomor
f@é} ort./10; dan

10) Surat deri BPN R, tanggal 18 Maret 2008, Nomor 843-610.3, hall

Permasalahan Tanah Sekolah Tinggi Perikanan (d/h Akademi
Usaha Perikanan).

LAy

b. bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sedagai buk!i
legalitas kepemilikan atas Obyek Sengketa seluruhnya berupa surat
keterangan, yengy tidak satu pun berupa alas hak yang
merunjukkan bukt: kepemilikar atas tanah;

c. bahwa dalil Penggugat yang menyatakan tanah Obyek Sengketa
adalah hak milik sah Alm. H. Moertadi bin Naib berdasakar
Sertifikat Hak Milik Nomor 48/Pasar Minggu (SHM 49) yanc
diperkuat dengan alat bukti Surat dar BI°PN RI, tanggal 18 Mare!
2008, Nomor 843-510.3, hal Permasalahan Tanah Sekolay Tingg
Perikanan (d/h Akademi Usaha Perikanan), tinak dapat dijadikan
dasar klaim kepemilikan tanah Obyek Sengketa karena
keberadaan dan ketenaran SHM 49 tersebut telah dibantah sendin
oleh Penggugat dalam dalil gugatannya angka 34 (him. 21-22)
gugatan a quo, sesuai hasil konsultansi Penggugat dengan Kantor

Pertanahar. Kota Admnistrasi Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli
2017

[ iii. Bahwa menindaklarjutl rekoemendasi  dari kelurahan Jad
Pudnng dan Pasar Mingiu, maka komi pada tanggal 7 Juli 2007,
melukukan koordinasi deapgan Dapak Rizoe! Selukou Kosubdit
Pendaltaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kown Adm Jokaorwa
S.latan untuk memper anyukan status tanah Jen keberadaan
Sertifkat Huk Milik N3 4U/Piysar hinggue, adepun jawiban
Bapnk Rizal yang disan paikan secarn lisun, yaitu

Bohwn scjaub ind, belum adn pihak yor i3 pernah menyengletakan

Tanah a-gquo.

Kemudian schubungun dengan Sertiflkat Hak Milik No. 49 Pasar
Minggu, tidak ditemukan data tanah dengan SHM No. 49, achingmn
belisu menyarankan bohwn unu k Tenah ntw Obyek Senghketn
beiknya diajulaun permohonan pengukuran ulang nehingga daput i
mengajukan nenerbitan seriifikat rtas Tanah atau Obyek Sengketa.
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d bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di atas, telah terbukli
Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah dan dapat
dipertangguncjawabkan secara hukum atas Obyek Sengkate,

./, sehmgga beialasan hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 3

' / qu_p\qntuk menolak gugatan Penggugat.

'Ifbrgu_qﬁ U\dan Tergugat Il Tidak Pernah Melakukan Perbuatan

Mei ukum dalam Penguasaan dan Pengelolaan Obyek
&en@ gang Diklaim Penggugat Berlokasi di Tanah STP
b

a. bahwa Penggugat dalam gugatannya huruf d argka 19 s.d. angka 26
pada pokoknya mandalilkan
« bahwa Tergugat | beserta Tergugat Ill telah melakukar

Perbuatan [Melanggar Hukum karena secara tanpa hak atau
tanpa melalui izin atau persetujuan dari Alm. H. Moertadi bir
Naib menguasai tanah Obyek Sengketa untuk dipergunakan
sebagai Kampus Akademi Usaha Perikanan yang sekarang
berubah menjadi Sekolah Tinggi Perikanan,

e bahwa Tergugat |l beserta Tergugat Il telah me'akukan
Perbuatan Melangger Hukum karena melanjutkan penguasaan
tanah atau Obyek Sengketa tanpa meminta persetujuan dan
tanpa izin kepada Penggugat atau Ahi Waris Alm. H. Moertadi
oin Naib,

b. bahwa dalil yang disampaikan Penjgugat tidak benar dan tidak
berdasar hukum, karena Tergugat Il dan il dalam Penguasaan dan
Pengelolaan Tanah STP dilakukan dengan itibad baik yang dapat
kami uraikan sebagei berikut
1) Perolehan Tanah STP oleh Tergugat |l dan Tergugat sah

secara hukum

a) bahwa Tanah STP merupakan BMN yang dikuase. dan
dikelola oleh Tergugat | sejak tahun 1962, sebelum diliuasai
dan dikelola oleh Tergugat Il dan Tergugat lll;

b) bahwa Tergugat |l dan Tergugat Ill menguasai Tanah STP
secara sah berdasarkan penyerahan BMN dari Tergugat |
kepada Tergugat Il pada saat terjadi peralihan organisasi

Ditten Perikanan menjadi Departemen Kelavtan dan
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Perikanan sebagaimana Naskah Serah Terima tanggal 22
September Tahun 2000;

¢) bahwa seelah Naskah Serah Terima dari Departemen

/ L2 Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikanan
(T . ditandatangani, Tanah STP tercatat setagai BMMN Tergugat 'l
L ﬁd gen kode barang 2010104001.001 di oawah Satuan Kerja
,,D;ppnemen Kelautan dan Perikanan (sekarang Kementerian
t“/ tée}autan dar Perikanan).

e
| 5

k --H..dqs"bahwa pada saat Tanah STP diserahkan oleh Tergugat l

o

kepada Tergugat I, di atas tanah tersebut telah berdiri

pangunan gedunj kantor, gedung asrama, ruang makan,

aula, dan kelas yang telah dibengun secara sah sejak tafun
a76 oleh Terguge' | berdasarkan Izin lMendirikan Banguran

(IMB) dari Dinas Pengawasen Pembangunan Kota Perrda

DK Jakarta Nomer

1)1828/IV:B/76 tanggal 3 Mei 1 976

2)5644/IMB/76 tanggal 8 November 1970,

3)5976/IMB/76 tanggal 16 November 1976,

4)5097/IMB/77 tanggal 15 Oktober 1977 dan

5y1470/IMB/79 tanggal 16 April 1979,

g) berdasarkan hal tersebut di atas dall Fergguga' yand
menyatakan bahwa penguasaan Para Terguga! e;tas Tanal
STP adalah secaia tanpa hak atau tanpa melalui izin adelah
ha. yang tidak berdasar, sehingga beralasan hukum tagi
Majetis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menolak
gugatan Penggugal.

2)Upaya Sertipikasi Tanah STP

a) bahwa dalam rangka tertib administras: pengelolaan BN,
Tergugat Il dan Tergugat Il telah melakukan ugaya
pengurusan sertipikat Tanah STP kepada Kantor Pertanahan
Kota Adrinistrasi Jakaria Selatar dan meleng<api
persyara:an untuk sertipikasi Tanah STP

b) menindaklanjuti surat tersebut, telah dJilakukan pengukuran
tanah oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta berdasarian pelimpahan oleh Kerntor

Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selaten,
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c) terhadap pengukuran tanah telah dilakukan pembayaran olzh
vementerian  Kelautan ~ dan  Perikanan sebzasar
Rp11.921.500,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh setu

. f\ mu{rcﬁ‘& raws rupiahy),

g pat e 1}
%d delanjiffye pads tanggal O Maret 2008, Kepala Kantor
[ 4

\o. dan Sertanahan Nasional Provinsi DKI Jakaita
\ kﬁgﬂiyxastkan bahwa pengukuran :anah telah dilakukan,

_ terbit Peta Eidang Tanah Nomor 293/8/2007 pada
téTwégaﬂ 19 November 2007, namun Peta Bidang Tanah

S —

dimaksud, belum dapat diserahkan karena terhadap lokasi
bidang tanah dimaksud masih ada permasalahan. antara
Departemen Kelautan dan Perikanan dengan MD. Hasbullah:
e) upaya sertipkasi Tanah STP terus dilakukar oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun upaya le.rsebut

menjadi sia-sia akibat adanya klaim dari Penggugat terhadap

Tanah STP tanpa dapat memberikan alas hak yang dJapat
dipeitanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tentunya
sangat merugikan Tergugat |l dan Tergugat [lI dalam
melakukan pengelolaan dan pemantaatar secara beik

: terhanap Tangh STP dimaksud: dan

fy dengan tidalx adanya alas hak yang dapat ditunjukkan
oleh Fenygugat yang mendukung gJgatannya, sehingga
beralasan hukum bagi Majelis Hak'm Pemeriksa Perkara &
quo untuk menolak yugatan Penggugat

3) Pemanfaatan Tanah STP

a) bahwa di atas Tanah STP felah berdiri Sehkolah Tingg3i
Perikanan dengan segala fasilitas penunjang berlangsungnya
proses pendidikan di STP,

b) bahwa STP merupakan pergurian vokasi bidang perikanen
tertua di Indonesia. Kelahiran STP diawali dengan berdirinya
Ahli Usaha Perikanan (AUP) pada 7 September 19082, yarg
berkedudukan di Jakana,

c) bahwa AUP herubah nama menjadi Diklat AUP pada tanggal

; 6 Mei 1983, sebelum akhirnya dikukuhkan menjadi Sekoleh
, Tinogi Perikanar pada tanggal 6 Maret 1993;
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d)

bahwa sampai saat ini, S1P telah menghasilkan kurang lebih
+0.000 (sepuluh ribu) orang lulusan yang ‘ersebar di ~eluruh

penjuru negeri dari Sabang sampai Merauke;

eI,bgh\R:a sebagal lembarga pendidikan vokasi bidang pe:ikanan

f)

'yemg sudah dikenal luas, kiprah alumni STP telat, turut
) dinaraika pembangunan kelautan perikanan
guna remanfaatkar sumber daya airflaut sepbacai

Tuhan untuk kedaulatan, kebelanjutan, dan

adanya klaim Penggugat terhadap Tanan STP tanpa
didukiing adanya alas hak yang sah secara hukum dapat
mengganggu terlaksananya pendidikan di STP  yang
perdampak pada masa depan peserta didk dan juga
merugikan pembangunan kelautan dan perikanan nasional
dan

dengan tidak adanya alas hak yang dapat ditunjukkan oleh
Penggugat yang mendukung 4Jugatannya, maka beralasan
hukum bagi Majelis Hakim Pemerksa Perkara a quo untuk
menolak gugatan Penggugat.

4)ltikad Baik dalam Menanggapi Kla:m Penggugat

a)

c)

d)

bahwa sebelum melayangkan gugatan, Pengguga! baik
secara langsung maupun melalui Kuasa Hukum telah
melakukan klaim kepada Kemerterian Kelautan dan
Perikanan terhadap Obyek Sengketa vyanyg dinyatakan
Penggugat berlokasi di STP:

sebagai itikad baik, Tergugat Il telah menanggapi klaim-kiaim
tersebut dengan mengundang Pengqugat atau Kuasanya
untuk hadir dan menunjukkan bukt otentik atas klaim
tersebut;

bahwa atas kesempatan den itikad baik yang diberikan
Tergugat Il, Penggugal maupun Kuasa Hukumnya tidak
mampu manunjukkan bukt otentik atas klaim tersetut,

bahwa itikad baik can kesempatan tersebut juga dilakuknn
oleh Tergugat |l sampai dengan saat gugatan diajukan oleh
Penggugat, dimana pada tahap Mediasi, Penggugat masih
diberikan kesempatan untuk menunjukan bukti otentk atas
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klaim tersebut sehingga Tergugat Il dapat merindaklanjutinya
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,

¢) namun demikian, Penggugat maupun Kuasa Hukumnya lagi-

xlagn tidah mampu menunjukkan dokurnen dirnaksud, hal ini

0N
% " enun]LKkeﬂn bahwa yang tidak memi liki itikad baik justiu
HE ¥
;:5( ’/, ah rihak Penggugat, dengan demikian beralasan

1 h bag: Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk
'\

~_41Y$ lak gugatan Penggugat.

T\Dntuja_@éfmohonan peletakan Sita Revindikasi (Revindicatcir

Beslag) yang diajukan oleh Penggugat bertentangan dengén

hukum

a.

51

o]

bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 18 angka 31
menyatakan

‘Bahwa guna menghindari Gugatan ini tidak sie-sia, maka mohon
diletakkan Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslag) atas Tanah atau
Cbyek Sengketa”

permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Revindikesi
(Revindicatoir Beslag) 3tas Tanah dan Bangunan STP yang dikuasai
oleh Tergugat Il adalah hal yang kelira

Pasal 206 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagai
casar pengaturan dari Sita Revindikasi menyebutkan

' Orang yang empunya bareng yanyg tidak tetap, dapat meminta
dengan surat atau dengan lisan kepada Ketua Pengadilan [legeri,
yang di dalam daerah hurumnya tempat tinggal .orang “ang
memegang barang itu, supaya b.arang itu disita”

Tercapat kekhususan dalam Sita Revindikasl, nanwa sita dimaksud
hanya dapat dilaksanakan terbatas pada barang bergerak yang
ada di tangan pihak lain;

Pasal 506 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Ferdata mengatur
dan mengkategorikan Barang tak bergerak adalah tanah
pekarangan dar. apa yang didirikan di atasnya,

selanjutnya kami sampaikan bahwa Tergugat Ill merupakan Unit
Pelaksana Teknis, Badan Riset Sumber Daya Manus'a Kelautan dan
Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya mengguriakan dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- sesuai dengan ketentuan Pasal 5¢ PERPRES Nomor 63 Tahun 2015
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Penggugat Rekonvensi pada saat teradi peralihan organisasi Ditjer:
Perikanan Departemen Peitanian menjadi Departemen Kelautan dan
Perikanan sebagaimana Naskah Seran Terima tanggal 22 September
Tphpn«zﬁoo
4 //@aﬁwa\\se& Penggugat Rekonvensi menerima Tanah STP dari
’m’e,nfeuan Pertanian, telah dilakukan berbagar upaya dalam rangka
futi:‘\_admhlstram pengelolaan BMN, yaitu upaya-upaya unt K
e&c&érﬁgémmkasn Tanah STF Jakarta. yaitu biaya pengukuran
Ta:ﬁ_?ﬁi?/sebesar Rp11.921.500,00 (sebelas juta sembilan re.us dua
puluh satu ribu lima ratus rupiah),

5 Kepala Kantor Wilayah Badan Partanahan Nasional Provirsi DKI
Jakarta melalui surat, Nomor 430/0-9/SP&P/2008, tanggal & Maret
Tahun 2008, menginforinasikan bahwa pengukuran tanah telah
dilakukan, dan telah terbit Peta Bidang Tanah Nomor 293/5/20C7.
tanggal 19 November 2C07, namun Peta Bidang Tanah dimaksid

belum dapat diserahkan karena terhadap lokasi bidang tanah
dimaksud masih ada permasalahan antara Departemen Kelautan dan
Perikanan denjan MD. Hasbullah;
5 bahwa pada tanggal £ Juli Tahun 2013, Penggugat Rekonvensi telah
. mengadakan rapat Tirdak Lanjut Penyelesaian Masalah Tanzh
Sekolah Tinggi Perikanan deagan dihadiri Tergugat Rekonvens;
namun pada pertemuan tersebut Tergugat Rekonvensi juga tidak
dapat menunjukkan hukti kepemilikan ates Tanah STP tersebut;
7 namun semua upaya persertipikatan 1tas Tanah STP yany telah
dilakukan Penggugat Rekonvensi di hkantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan terhambat akibat klaim sepihak dari
Terguyat Rekonvensi;

(oo

bahwa semenjak aaanya Kklaim sepihak Tergugat Rekcnvensi atas
Tanah STP, Penggugat Rekonvensi telan melakukan upaya-upzya
untuk menyelesaikarn permasalahan klaim terscbut, termasuk di
antaranya dengan mengundang Tergugat Rekcnvensi  untuk
mengklarifikasi klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi;

¢ bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, salah satt tanggung jowad Penggugat Rekonvensi
sebagai Fengguna Barang adalah mengamankan dan memelihara

. Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya,
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10 bahwa ¥laim sepihak Tergugel Rekonvensi sebagai pemilik Tanah STP
tanpa diikuti dengan bukti kepemilikan dan tidak dapat
menunjukkan alas hak yang sah secara hukum ctas Tanah STP

a}aﬁ%é}buatan melawan hukum;

11 éj‘:}h’\g?gﬁa‘imf;}geplhak Terqugat Rekonvensi atas Tanah STP te'ah

A

| repsiiah )

tanggng jayve
"bgr"éiuj“’am'ogn‘é
Mg, A

imr?i%teriﬂ"’fagi Penggugat Rekonvensi berupa hilangnya waktu dan

Penggugat Rekonvensi terhambat  melakukan
nya untuk mengamankan Barang Milik Negara yang

penguasaannya dan telah mengakibatkan kerugian

ketidakjelasan status ctas Tanah STP sehingga menjadi temuan BFK
;fang juga sebagan salah satu penyebab Kementerian Kelautan dan
Perikanan mendapatkan status disciaimer dan merusak nama baik
Kementeriar Kelautan dan Perikanan yang apabila dirupiahkan
sebesar Rp2.000.009.000.000,00 (dua triliun rupiah);

12 pahwa akibat tidak selesainya Pproces sertipikasi  Tanah ST?,
Penggugat Rekorivensi telah mengalami xerugian materiil dan
immateriil sebesar Rp2.000.011.921.507,0C (dua triliun sebeias juta
sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

13 bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Pesaturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penge'olaan Barang Milik
Negara/Daerah, setiap Barang Mililk Negara/Daerah berupa tanah
harus  disertipikatkan ~ atas ~ nama Pemerintah .Republik
Indonesia/Pemerintah Daerah. sehingga kiranya Maijelis Hakm
Pemeriksa Perkara a quc menurut hukum memerintahkan Kantor
Pertanahan Administrasi Kota Jakarta Selatan untuk menerbitkan
sertifikat Tanah STP atas nama Penggugat Rekonvensi;

14 bahwa ses.Jai dalil-dalil tersebut di atas, berdasar hukum bagi Majelis
Haxim Pemeriksa Perkara a quo untdk menyatakan perolehan dan
penguasaan Tanah STP olsh Penggugal Rekonvansi yang merupakan
BMN adalah sah secara hukum;

(87

bahwa untuk menjamir: Tergugat Rekonvensi akan melaksanakan
putusan atas Gugatan Rekonvensi ini, untuk itu periu adanya jaminzn
agar Tergugat Rekonvensi tidak mengalihkan harta kekayaannya
kepada pihak lain, maka Penggugat Rekonvensi memohon iranya
Maelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat meletakkan Sita
Jaminar (Conservatoir Beslag) terhadap Tanah dan Bangunan

Ruinah Tergugat Rekonvensi yang perada di Koraplek Persada
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Kemala Blok 23/21, RT/RW 008/013, Keluranan Jaka Sampurra,
Kecamatan Bekas' Barat, Kota Bekas,
/fxahjva Pengguyat Rekonvensi memohon kiranya Majelis Hakm
| /Pemenksa Perkara a quo uapat melaksanakan putusan perkara a qi/0
tpﬂébs d_ ahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun adanya upaya
huRumba ing, miauoun kasas:, dan
17 '\barlzra :Ek menjamin pelaksanaan putusan perkara a quo, ma<a
Wa]m%nggugat Rekonvensi mohon kepadd Majelis Hakim Pemeriksa
Perkara a quo uniuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiain) perhari yang harJs
dipayar Tergugat Rekorvens: apabila lalai dalam meleksanakan
putusan perkara a quo.
Rerdasarkan seluruh uraian dalil -dalil/argumentasi tersebut di atas, dergan
ini Penggugat Rekonvensi moron kepada Majelis Hakim Perneriksa Perkara
a guo berkenan uatuk menjatuhkan putusan sebagai berikut
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
Menerima cksepsi dari Tergugat urtuk seluruhnya, dan

2 Menyatakan Gugatan Fenggugat tidak dapat diterima  (Niet
Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1
\

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, gan

2 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
DALAM REKONVENSI
1 Menerima Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selurunnya;

2 Menyatakan penguasaan Penggugat Rekonvens| a'as Tanah STP

yang merupakan BMN adalah sah secara hukum,

Ay

3 Menyatakan klaim Terguga: Rekonvensi atas Tanah STP adalan ticak
berdasar hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum,

4 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugan

materil  dan  immateri’ Penggugat Rekonvensi  sebesar

Rp2.000.011.921.500‘00 (duz triliun sebelas juta sembilan ratus cua

puluh saw ribu lina ratus rupiah),

o

Memerintahkan Kanter Pertanahan Administrasi Kota Jakarta Sela:an
untuk menertitkan saripikat Tanar STP atas nama Penggujat

Rekonvensi;
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5  Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Besley)
terhadap Tanah dan Bangunan Rumah Tergugat Rekonvensi yang
_berada di Komplek Persaua Kemala Blok 23/2°, RT/RW 008/0"3.

/Kt:‘bra\an Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi,

7 g;menﬁghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa
qalgang@}m sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupieh

k@emb ,Fharmya kepada Penggugal Rekonvensi apabila Tergucqa!

\Bekﬁ nsi tidak menjalarikan putusan Jalarn perkara a quo,

8  Menyatakaan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit
voerbaar bij voorraad), m.eskipun Terqugat Rekcnvensi melakukan
upeya hukum banding. mavpun kasasi; dan

g  Menghukum Tergugat Rekonvens' untuk meinbayar segala biaya
perkara yang timbul aari perkara ini

Atau '
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (=x
Auquo £t Bono).

Menimaang, bahwa atas jawaban dari Tergugat |, Tergugat I can
. Tergugat 1ll, Penggugat mengajukan replik, yang selengkapnya sebagaimana
' termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat I
dan Tergugat Il mengajukan dupiik. yang selengkapnya <ebagaimana termuat
dalum Berita Aca-a Sidang. )

Menimbang, oahwa untuk membuktikan dalil-dalil  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat, vaitu sebagai berikut:

| Foto Copy Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama Jakarta Selatan
Nomor 0515/Pdt. P/2016/PA JS tanggal 20 April 2017, bukti P-1;
2 Foto Copy Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Septemter 2018, dari Para Anli
\Waris ke:pada Haris Jauhari, bukti P-2.
Foto Copy Surat Serah Terma Mutlak tangga' 27 April 1964, yang

Lo

terdaftar di Notaris Atmadiredja dengan Nomor 2318/1937 tanggal 12
November 1973, bukti P-3:
4 Foto Copy Surat Kutipan ke I, Ketetapan/ ~akta Ahli Waris Almarhum H.

Mé:ertadi B. Naib Nomor 304/C/1972 yang direluarkan oleh Pengadilan
Agama Jakarta Selatan pada tanggal 2 Oktober 1972, bukti P-4,
¢ 5 Foto Copy Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 23 Oktober 1980, bukti P-5,

[5}]

Foto Copy Surat S=rah Terima Mutlak dengan Legalisasi MNo.
119/Leg/2011 tanggal 26 April 2011, bukti P-6;
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Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran
Tanah Jakarta No Daftar Pengnasilan 326/1966 tanggal 18 Januari
1966, bukti P-7;

Eate E;EQXNSaIinan No. 35, bukti P-7A,

B e

3 '-r/ﬁg_cap y,Surat Keterangan Verponding No. 47/66 vanggal 18 Jul 1966

RS AN
F ca g b

rat Keputusan Dirjen Agraria dan Transiigrasi denuan No.
i‘QéBIH’:ijﬁ“y@%ﬁ tanggal 9 Movember 1966, bukti P-S;

f—‘cﬂ:o gﬁb?’féurat Departer.en Peitanian serihal © Tanah Pengganti untik
Sdr O, Hasbullah No. P. 361/031 tanggal 26 April 1967, tukti P-10

Foto Copy Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Kota Jakarta Selatan
No. 13/INI/ADS/57 tanggal 14 September 1967 bukti P-11.

Foto Copy Surat Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Djakarta Kantor
Agraria Daerah llota Djakarta Selatan Nomor 10/L/I/ADS/B7 tanggal

1967 bukti P-12;

4 Foto Copy Notulen Rapat N2. 57/RP/IADS/1967 tanggal 27 Oktobe, 19€7,

Buktl P-12A.

Foto Copy Surat Departemen Pertanian Lembaga Penelitian Hortikultura

perihal: Surat Persuksian pengukuran Tanah No. 516/Hort/10 tanggal 26
Februari 1973, bukti #-13;

_Foto Copv Surat Depanemen Pertanian perihal: Pengganian Tanah ho.

1207/Hort/10 tangga: 2 Agustus 1673, bukt. P-14;
Foto Copy Surat Penelitian Hortikultura perinal. Penyelesaian Tanah
Sdr. M.D. Hasbullah No. 469/Hort/10 tanggal 12 Mei 1979, bukti P-15;

_Foto Copy Surat dari BPN'RI No. 843-610.3 tanggal 18 Maret 208, bukti

P-16.

Foto Copy Sutat Konfirmasi Departemen Pertanian kepada Dirien Agraria
dan Transmigrasi No. 132/SDDP/G6 tanggal 13 OKtober 1966, bukti P-
17

Foto Copy Surat Departemen Pertanian No. 229/SDDP/66 tanggal 24
November 19606, bukti P-18;

| Foto Copy Surat No. 10.05/KD/4225/0PR-RI1/1980 tanggal 31 Desember

1980 atas nama Pimpinan DPR-RI, bukti - .G

Fot Copy Surat No. 43/MDH/404 tanggal 2 Februan 1984 perihal: mcron
bantuan serta petunjuk Bapak Presiden 3oeharto mengenai tanah milik
H  Moertadi yang dipakai secara tidak konsultasi oleh Departemen
Pertanian di Pasar Minggu, bukti F-20:
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23 Foto Copy Surat DPR-RI No. PW.0N1/4711/DPR-RI/2003 tanggal 3
September 2003 perihal: RCP/RDPU tanggal 11 Septemebr 2011, bukti
P-21 '

24.Foto Copy Surat HM.D Hasbullah tanggal 8 Desember 2008 kepada

Y i P}resmen Susilc Bambang Yuihoyono, bukti F-22;
25F‘t’a G\opy Surat Perintah  Setor dengan Nomor Permohoran:
-'-:'41}1@'1\42 7 tanggal 29 Agustus 2017, bukti P-23;
2"3-Fc}10 Chpw Surat Depariemen Maritim Nomor Sek.8/78-a/1269/67 perihai.
' T;anen»*AJ:fJP tanggal 15 September 1967, bukti P-24:

2T .F

yang dlpergunakan AUP tanggal 11 Nuvember 1967, bukti P-24A;

28 Foto Copy Surat Departemen Pertanian untuk Ketua Team Penelitian
Kedudukan Hukum Tanah Departemen Pertanian Teromol pods
132/Jakarta Pusat Nomor 655/Hort/10 perihal: Fenggantian Tanah an.
Sdr. M.D. Hasbullah, bukti P-25;

25 Foto copy Printed Out dari Situs, bukti P-26,

20 Foto copy Printed Out dari Situs, bukti P-27,

3urti surat tersebut di atas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sestai

dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-10, P-16, P-17, P-18, P-20, P-21, P-22,

tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi sesuai dengan fotokopinya, “ukti F-26

dan P-27 sesuai hasil print out, aan semuanya telah dibubuni materai cuxup;
Menmbang., bahwa selar bukti surat. Penggugat juga telah

menghadirkan 2 (dua) orang saksi an'i, yaitu:

1 Dr Dian Puji N. Simatupang, 3.H., M.H.. di buwah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai Barang Milik Negara juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah No. 27 maksudnya Baiang Milik Negara adalah barang yang
dibeli dengan beban Anggaran Pendapatan belania Negara atau
perolehan lain yang sah. Barang yang sah bisa dari hibah, perjanjian atau
kontrak berdasarkan Undang-uncany atau berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Barang Milik
\Negara dialokasinya ke dalam APBN atau berdasarkan uari 4
nomenklatur yaitu hibah, sumbangan, perjanjian atau koatrak. peraturan
oerundang-undangan, keputusan Pergadilan yang telah memberikan
nukum kekuatan yang tetap;

Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Ahli bahwa barang tidak bisa
diambil dari not APBN melainkan berdasarkan < nomenklatur yatu
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hibah sumbangan, perjanjian atau kontrak, peraturan perundang-

undangan, keputusan pengadilan yang telah memberikan hukum
kekuatan yang tetap;

Bahwa dengan mengacu kepada Paszl 42 ayat 3 Pemerintah Pemerintah
’ Vi fﬁ%mor 27 Tahun 2014 bahwa pengakuan tanah dengan sertifikat ini juja
J > d}é(ur\\dalam PMK Nomor 181 Tahun 2016 yanc menyatakan bahwa

: o p%\g" \Lan yang paling handal 1dalah sertirikat sehingga dinyatakan milik
. ¥ negard] Jika belum ada sertifikatnya maka dicatat tetapi belum menjzdi

_hir_;daj,! belum menjadi kepeinilikan barang negara;

Eattwa di dalam KMK Nomor 271 Tahun 2011 mauoun di dalam PNIK
Nomor 181 Tahun 201¢ mengakui bahwa beberapa asse!l letap yang
berupa tanah dan bangunan belum ada sertifikatnya, di dalam PNMK
Nomor 781 Tanun 2016 pengakuan yang handal adalah sertifikat maka
untuk yang lain-lain hanya dizatat saja sebagai penguasaan saja, dan
nantinya di dalam informasi dari pencatatan dinyatakan bahwa bararig
verupa tanah adalah asset ‘etap belum ada sertifikatnya. Itu merupaken
nformasi bagi auditor pihak Menteri Keuangan dalarn mengidentifikasi
xenapa belum ada sertifikatnya. Pencatatan hanya sebagai administrasi
yang berfungsi sebagai informasi;

Bahwa mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
menyatakan bahwa pada saat staius penggunaannya ditetapkan rnaka
pada saat itu juga dilaporkan untuk cicatat. Menurut KMK Nomor 277
fahun 2011 pahwa kondisi tersebut memungkinkan karena ada sengketa
terhadag kepemilikan atau dokumen kepemilikan belum didukung aleh
dokumen sertifikat sehingga datanya belum valid meskipun sﬁdah dicatat.
Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintan Nomor 26 Tahun 2006 dicatat
terlebih danulu kemudian baru diberikan informasi bahwa belum ada
sertifikat karena ada sengketa Jika belum selesai pembayarannya maka
dibayarkan derngan beban APBN agar nanti bisa diamankan dari segi
hukumnya dengan adanya sertifkat maupun adanya administras. yanj
dicatat dalam bararg milik Negara;

Bahwa jika status penetapan penggunaan barang dJitetapkan kemudia~
akan dicatat di delam barang milik negara namun, jika durasinya lama
sampai bertahun-tahun ada kemungkinan terjadinya persoalan seperli
adanya sengketa atau ada dokumen yang belum lengkap;

Bahwa kalau APBN masih rencana dan tidak bisa dijadikan bukti telah
terjadinya peralihan untuk menyatakan terjadinya peraiihan tersebut
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dengan adanya bukti rzalisasi anggaran dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 42 Tahun 2013 tentang pelaksanaan APBN bahwa haris
dibuktikan dengan dokumen materil telah sampai kepada pihak yang
menerima hak tersebut seperti alokasi anggaran, bukti transfer pemilik
,.-selbelu?n\nya dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengadaan
' fergebut;

Bah wa daparn PMK Nomor 181 perolenan barang milik negara harus
i : %askp /dan mana diperolehnya, termasiik informas’ mengenai apakan
: %5} keta ataupun apakah suaah ada sertikatnya. Data tersebut akan
ada di aalam laporan barang milik negara,

Bahwa jika tidak ada riwayat peralihan dengan alasan bahwa bara1g
sudah lama dikuasai dan langsung dicatat, menurut Saksi Ahii tidak
mungkin karena sudah ada peraturannya. Harus lengkap administrasi
fisik dan hukumnya agar menjadi dasar bagi auditor untuk menverikasi;
Bahwa jika perolehan tanah yang tidak wajar dicatatkar;, menurut Saksi
Ahli koreksi dapat dilakukan dengan pemutakhiran (kondisi tertentu setiap
5 tahun sekali untuk diidentif kasi). Sedangkan untuk penghapusan ade 2
|enis yaitu per.ghapusan dari barang milik negara atau penghapusan dari
dokumen penca.atan,

Bahwa presadur jika tanah .ersebut hendak dicatatkan sebzgai barang
milik negara, menurut Saksi Ahli, untuk pencatatan harus jelas
prosedurnya dan dokumen materil sudah terpenuhi. Jika sudah terpenunhi
maka akan diberi stiker dan tertuang dalam laporan oarang milik negara;
Bahwa apabila tanah dikuasai oleh negara tetapi huktinya belum ada,
menurut Sasi Ahli, untuk memperoleh keputusan hukum maka diberikan
pembayuaran di da'am alokasi APBN dan dilaporkan kepada Menteri
Keuangan sebagai pengelola barang dan pengzlola fiscal salah satu
upaya untuk membebaikan ke APBN.

Bahwa menurut Saksi Ahli, maksud opini disclaimer yaitu kondisi di mana
pemeriksa tidak bisa untuk memperoleh oata in‘ormasi yang jelas dan
memadai;

Bahwa menurut Saks. Ahli, disclaimer adalah kondisi di mana pemeriksa

tidak bisa untuk memneroleh date informasi yang jelas dan memaciai,
szhingga tida< dapat memberikan opini. Kinerja yang menyang-<ut

reputasi yang buruk;
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Bahwa jika anggaran dalam APBN tidak jadi digunakan, menurut Seksi
Ahli. harus dikemhalikanlke negara dan itu merupakan kinerja yang
puruk;

Bahwa jika ada disclaimer di BPK, menurut Sasi Ahli, dalam Unaang-
undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa hasil dari ‘aporan
', }'euelt&'éngan nanti akan ditindaklanjuti oleh Kementerian Lambaga. Apaui[a
ale | r\c(jik?ﬂ data yang melawan hukum maka akan ditingkatkan
: -"--rqﬁéla;,u penyelidikan di daiam tindak pidana korupsi;

uatan hukumnya jika pemerintah menerima pembayaran FBB

Keépemillken hanya bukti penguasaan saja. untuk bukti <epemilikan
adalah certifikat
Bahwa menurut Saksi Ahli, Jntuk memberikan solusi kepada Pemerirtah
agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi. PMIK Nomor 271 Tahun
2011 sudah mer.qaturnya, salah satunya upaya administrasi dan upaya
hukum;
Bahwa terkait per.gainanan asset, menurut Saksi Ahli, untuk Undang-
undang sejak 2008, tetapi sebelumnya sudah ada,
Bahwa misalnya ada tanah yang diperoieh sebelum Lndang-undang
tarsebut berlaku, menurut Saksi Ahii, dalam Pasal 23 Pemerintah
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa barang milik
negara sebelum Peraturan Pemerintah ini Jitetapkan sudah dikuasai dan
belun: ada sertifikatnya maka harus segera ada bukti sertifikatnya dengan
cara pengurusannya adalah Kementerian Lemoaga konfirmasi dengan
vementerian BPN jika ada heban biaya atas penerbitan lersebut maka
APBN harus mengalokasikannya;
Bahwa yang memiliki otoritas dalam pengelolaan barang milik necara
adalah Menteri Keuangan sebagai pengelola;
Bahwa jika pengelola mergajukan sertifirat dan ada pihak yang
weberaten, maka menurut Saksi Ahli, pencetatan dilakukan ‘api
pencatatan bukan bukti kepemilikan, se tifikat adalah sebagai bukli
kepemilikan,
-Bahwa mengenai letak dan batas-batas objek, menurut Saksi Ahli,
datanya harus lengkap:
- Bahwa renurut Saksi ahli, Barang Milik Negara (BIN) tidak dapat disita;
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AW
i -__}w\

i

. Bahwa terkait status BMN, menurut Saksi Ahli, sertifikat merupakan
alasan yang bisa digunakar dalam pengadilan ini, sudah diatur dalam
PMK Nomor 181 Tahun 2016;

- Bahwa intuk pengakuan yang handal adalah dengan adanya sertifikat;

i _Bjéﬁwa._semua pencatatan terdapat dalam simak BMN:

2N

Masyhud' Ygyhari, SH. MKn, di bawah sumpah telah memberikan

K‘gtér‘%_& b Ibagai berikut.

. éé;ﬁﬁf Sak&i Ahi menjelaskan konversi lanah sebelum Indonesia merdeka,
éeb;’;i‘{erikut, bahwa Indonesia pernah djajah oleh Belanda, Belanda
yang memberiakukan hukum di Indunesia. Hukum Barat irilah yang
memberlakukan hak-hak keperdataan Barat dan itu diperuntukan olzsh
warga Belanda yang menjalani usahanya di Indonesia. Indonesia
memberlakukan hukum adat. Penguasaan tanah ci Indonesia sebelum
Indonesia merdeka telah terjadi penguasaan yaitu Hukum Barat dan Hukum
Adat;

Rahwa konversi tanah setelah Indonesia merdeka, menurut Saksi Ahli tanah
hukum barat dan tanah hukum adat dikonvers! ke dalam Undang-undang
Pokok Agraria, sedangkan tanah barat yang berstatus atas nama orang
carat maka tidak dikonversi menjadi tanah Indonesia dan akan menjadi hak
negara, .
_Bahwa menurut Saksi Ahli, tanah Negara dengan tanah partikelir tidak
dentik. Tanah Fartikelir sudah ticak ada sejek diundangkan dalam Undarig-
undang Nomor 1 tahun 1958. Tanah Negara bisa terjadi karena ketentuan
Undang-undang sedangkan tanah partikelir bisa jaci tunah negara jika
sebelumnya sudah tanah kongsi;
- Bahwa menurut Saksi Ahli, tanah adat yang sudah ada tanda bukti haknya
maka akan langsung dikonversi, sedangkan penegasan tanah adat yang
tidak ada tanda bukti haknya maka harus melalui proses penegasan nak.
Pengakuan adalah proses pendaftaran tanah untuk mendapatkan tanda

bukti hak tanah dimana pemegangnya sama sekali tidak mempunyai bukti,

- Bahwa jika seszorang sudah memiliki tanda bukti hak, maka hak miliknya

sudah ada, tetapi perlu penegasan dari Pemerintah;

Bahwa penguasaan tanah dibagi menjadi 3, yaitu tanah negara, tanah hak,
dan tanah adat. Tenah Negara belum ada regulasinya. Jika Tanah Negara
yang sudah ada penguasaanva di Departemen atau Lambaga, maka

penguasaannya diserahkan kepada Departemen atau Lembaga, tanah
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negara yang belum ada penguasaannya, maka penguasaannya adaleh
Menter: dalam iNegeri. Tanah hak diatur di dalam Undang-undang Pokok
Agraria dan di luar Undang-undang Pokok Agraria, contohnya HPL. Taneh
adat yang belum masuk ke Undang-undang Pokok Agraria masih prose:s

)(Qrwtéps;,\
Bﬁflya L\a'tamah tersebut atas nama orang asing can bertempat tinggal di
!nd&nesué i ‘(3 hakrya menjadi hak negara, sedangkan jika tanah terseb Jt

‘ataf\“hérpa? ang Indonesia dan tidak bertempat tingyai di Indonesia maka
anauer;ekgut adalah hak milik orang tersebut;

- Bahwa menurut Saksi Ahli, sessorang sangat tisa memiliki tenah bekas
Eigendom Verponding, karena tanda bukti pembayaran pajak tanah teleh
dibuktikan, sedangkan Recht Ven Eigendom hak sudah melekat yaitu hak
barat;

- Bahwa Negara bisa mempero'eh tanah denigan berbagai hal, jika di dalam
dokumen ada tim penaksir berarti sudah ada pembicaraan antara pemilik
tanah dengan instansi yang memerlukan tanah tersebut,

Bahwa |ika benar objek dan subjeknya, maka bisa terbentiik tim penaksir;

[

Bahwa jika sudah ada pelepasan hak, tidak mungkin ada akte jual beli.
Pelepasan hak bisa menjadikan tarah tersebut menjadi tanah negara.
sedangkan jika pelepasan hak dengan sJkarela maka hisa ada ganti rugi.

Jika tanah tersebut ada hak pakai publik maka bisa diperjualbelikan;

Bahwa melurut Saksi Ahli, tidak ada batas waktu untuk mengurus hak dan

tidak ada istilah tanah tersebut dihapus atau hilang;

- Bahwa proses pendaftaran ténah akan menghasilkan serifikat. Jika ada
bukti sertifikat maka tidak perlu didukurg oleh alat bukti lain, sedangkan
kalau bukan sertifitat maka perlu didukung oleh alat bucti lair;

.Bahwa mentrut Saksi Ahli, Dokumen yang harus dimiliki oleh instar si

bahwa benar sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut adalah surat

pernyataan pelepasanr hak|

i

Bahwa menurut Saxsi Anli, apabila Instansi Pemerintah sudah menampati
tanah tersebut secelum ada pelepasan hak, maka bisa dinyatakan
penyerobotan;

2ahwa menurut Saksi Anli, BPN tidak akan mungkin memproses suatu
tanah yang belum selesa, permasalahannya;

- Bahwa menurut Saksi Anli, bisa saja seorang pribumi tunduk pada hak
barat;
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- Bahwa menurut Saksi Ahli, diriungkinkar jika seorang pribuini membeli
tanah dari orang asing. Kedudukannya atas tanzh tersebut seteah

kemrdgiaan bias dikonversikar, dengan cara penegasan hak;
alJ

/B,aﬁm genai status tanah peninggalan Hindia Belanda, menurut Saksi

n“ ¥
6 Ahl@idg =)

‘dm@ﬁaf stan kepemilikan tanah terseb.t atas nama pemerintah jka
zd K@ﬁ: s}k\%n dan Kepres 32 tahun 1978 yang mengatur perpanjangan ata
nahhardtf

Banwa menurut Saksi Ahli, daluarsa terhadap tanah masih tetan berlaku;

adanya undarg-undang nasionalisasi make tanah yang

-Bahwa menurut Saksi Ahli, terhadap tanah negara yang belum jelas
kepemilikannya, maka apabila pemerinta1 menguasai tanah negara, berarti
ada asal usulnya, apabila tanah tersebut bekas tanah barat dan jike diurus
maka terbit hak guna usaha. dengan catatan prosesnya benar Untuk bisa
men’adi hak miilk, maka harus ada permohcnannya terlebih dahulu;

- Bahwa menurut Saksi Ahli, cara mengetahui batas tanah yang hilang, titik
ikat yang akan mencari batasnya di mana dan kantor pertanahan pasti
memiliki peta dan nanti akan ketemu batas-batas terseout;

- Bahwa jika tuatu tanah dilakukan pembagian atau pemecahan. menu-ul
Scksi Ahli jika dipscah misalnya menjadi 3 bagian. maka masing-'nasing

ada nomor baru,

Bahwa perbedaan rukum barat dan hukum adat menurut Seksi Ar.ﬂ;. hukum

barat adalah secara *ertulis sedangkan hukum adat tidak seczra tertulis;

- Bahwa menurut Saksi Ahli, Eicendom Verponding adalah tlanda bukti
-embayaran pajak bukan tanda bukti hak sedangkan Recht Van Verponding
atas nama warga asing Gan tidak bertempat tinggal di Indenesia maka jatuh
Ke tangan negara,

- Bahwa jika seseorang ingin mencajukan hak milik terhadap tenah yang

dikuasal oleh negara sadangkan tanah tersebut diakui milik pihak ketiga,

menurut Saksi Ahli, syaratnya harus dipastikan dulu warga negara, sudah
dipastikan meninggalkan Indonesia dengan imengecek di kantor Imigrasi,
buktikan Recht Van Eigendomnya bahwa dia yang menguasai, kemudian

mengajukan permohonan, vang berwenang terhadap tanah bekes Belanda
adalah Menteri;

Banhwa menurut Saksi Ahli, iika ada seseorang yang mengklaim tanah yang
sudah dikuasai negara, tetapi seseorang tersebut memiliki bukti, maka bisa

saja diterbitkan sertifikat;
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- Bahwa jika tanda bukti sertifikat hilang, menurut Saksi Ahli, bisa dilakukan
permohonan tanda buktinya kembali, ada prosedur untuk mendapatkan
sertifikat pengganti; '

'-‘Bah.wa tanah partikelir ada 2 macam, yaitu tanah usaha dan tanah «<ongsi

T 'mah rsqbui masuk ke dalam tanah Partkelir dan menjadi tanah Negaa

| Jikk ailé h_- tersebut tanah kongsi, tanah bekas kongsi penguasaannya

_ dm%yga kgpada Menteri Ag-ara;
=mg.r,a yéng bisa dikatakan tar.ah terlantar yaitu tanah yang sudah ada

haknya dan t dak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam jangka

wuktu tertentu,

Menimbang, bahwa untux membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat |

telah mengajukan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1 Foto Copy Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 .entang Penghapusan
Tanah-1anah Partikelir, bukti T.I-1:

ra

Foto Copy Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisé sl

Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, bukti T |-2;

3 Foto Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tanun
1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen. buxti T.1-3;

4, Foto Copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
1974 tentang Susunzn Organisasi Depzartemen, bukti T.1-4;

5 Foto Copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomo: 136/KptstO-g/4/7'5
tanggal 4 April 1975, bukti T.1-5;

3 Foto Copy Peraturan Menteri Keuangan Ncmor 244/PMK.06/20°2

lentany Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dar Pengendalian Barang

Milik Negara. bukti T.I-6;

Foto Copy Berita Acara Serah Terima Aset tanggal 22 September 2000,

bukti T.I-7;

(o]

Foto Copy Lampiran Ill Berita Acara Serah Terima Aset tanggal z2
Septembter 2000, bukti T.I-8;

9 Foto Copy Laporan Hasil Inventarisasi Atas Barang Inventaris
Milik/Kekayaan Negara (BIM-KN) Departerien Pertanian di Provinsi D«I

Jakarta Yang Tetap Menjadi Milik Pemerintah Pusat (Buku Kecil}, bukti
T.1-9
10 Foto Copy Hasil Opname Fisik ©arang Tidak Bergerak dan Aiat Angkutan

dalam Laporan Hasil Inventatisasi Atas Barang Inventaris Milik/Kekayaan
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Negara (BIM-KN) Departemen Pertanian di Provins! DKI Jakarta Yang
Tetap Menjad: Milik Pemerintah Puseat (Buku Kecil). bukti T.1-10;

11 Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
20/PdyP/1987/PN Jak.Sel tanggal 6 Maret 1987, bukti T.1-11;

12.EQ1;O Copy Surat Kuasa Penuh tanggal 5 Agustus 1978 bertincak atas

*_ namaAnli Waris Dong, bukti T.1-12;

d

mi?};v py Surat Kuasa Tunggal tanggal 16 O <tober 1980 atas berindak
-~ yafia Anli Waris Dong. bukti T.1-14;

‘y Surat Kuasa Tunggal tanggal 20 Juli 1980 atlas bertindak
Wi Waris Dong, bukti T.1-13;

15 Fot Copy Surat Kepala Kantor Wilzyah Badan Pertanahan Nasiona!
Provinsi DKI Jakarta Nomor 911/0-9/HT-PT/2017 tanggal 7 Mei 2007
Perihal Klarifikasi Tanah STP, bukt T.1-15;

16 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2424 tanggal 17
Juni 1974, bukti T.I-18;

17 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 2425 @anggal 17
Juni 1974, bukti T.I-17;

18 Foto Copy Kutipan dari Peta Nomor 672/Sem/1979 tanggal 1 Agustus
1979 dan diketahui oleh Lurah Pasar Mnggu Salinan sesuai asinya

dengan Register Nomor 1505/1.711.03/79 tanggel 15 Agustus 1379,

bukti T.1-18;
Bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang telah cicocokkan dan ses:uai der.gan
aslnya kecuali bukti TI-1, TI-2, TI-8, TI-7, TI-11, Ti-12, T1-13, TI-14, TI-15, Tl-
15, T1-17, TI-18, tidak dicocokkan dengan aslinya tetapi sesuai dengan
fotokopinya. dan semuanya {elah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergucat | juga telah
menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:
1 Wahyudi. BSC, di bawah sumoah telah memberikan keterangan yanf1 pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat menjaai pegawai di Departemen Pertanian tanggai 1
Desember 1972 sebagai staff inventarisasi nerencanaan;

. Bahwa Saksi pernah ditempatkan sebagai staff inventarisasi perencaraan,
Subag Perler.gkapan Menteri M_da Pangan, Sutag Rumah Tangga, Staff
Protokol. Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian, dan terakhir Saksi
menjabat sebagai tepala Bagian rumah tangga,

. Bzhwa Saksi juga mendapat tugas untuk mengawasi tanah-tanah lar cdan

bangunan liar tanpa seizin Departemen Pertanian;

Halaman €7 dari 101 halaman Putusan Nomor 244/Pdt. G/2018/PIN !kt Sel




- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah Eigendom 8280, dahulu adaah

milik Pemerintah Hindia Belanda, yang berada di Rawaminyak yeng
bernama tanah partikelir, ada yang disita oleh Pemerintah Irdonesia, yeng

dikuasai oleh Departemzn Pertanian yang digunakan untuk Peadidikan

N

-__.f"'-:Bfa_I “gengenai Eigendom 4036 Saksi tidak pernah rnzlihat pada saat itu

Ba%ﬁ engenal perpindahan STP dari Kementerian Pertanian kepada
Kéeméhterian Kelautar, Saksi tidak tahu, karena ketika itu Saksi sudah

pensiun. Saksi pensiun pada tar.ggal 1 Juni 1999,

-Bahwa Saksi tidak pernah membuat daftar inventaris Barang Milik

Departemen Pertanian,

- Bahwa pade tahun 1982 Saksi sebagai staff Frotokol Peningkatan Pangar

- Balhwa pernah ada klaim dari masyarakat terkait tanah yang dicuasai oleh

Departemen Pertanian yaitu sisa Eigendom 8280, yang hanya tinggal 2,5
Ha. posisinya di tikungan jalan ALPE dan sekarang sud.ih diambil alih oleh
Pemerintah DKI dijadikan tanah resapan dan penghijauan. Ada juga sidang
tatapi yang mengikuti adalah Kepala Bagian Saksi.

- Bahwa yang dipermasalahkan bukan tanah STP, karena saat itu tiduk ada

tuntutan

-Behwa tanah yang ditempati Departemen Pertanian adalah Verponding

8280,9106 dan 7364,

- Bahwa lokasi dari tanah 8280 di Rawaminyak dan Kampung Kandang,
- Bahwa lokasi sckolah AUP sekarang di Pasar Minggu, tepatnya di

Reawaminyak;
Bahwa tanah yang ada di Rayunan ada 51 Hektar;
Bahwa Tanjung Baiat termasuh Rawaminyak:
Bahwa mengenai surat 10962 dari Dirjen Agraria bahwa tanah 4306
adalah tanah milik Pak Mukhtadi, Saksi tidak pernah tahu mengenai surat
tersebut;
Bahwa Saksi kenal dengan Murbono, tetapi Saksi tidak pernah melihat
surat persaxsian Murbona mengenaitanah miik Mukhtadi;
Bahwa mengenai surat permohonan pznyelesaian tanah Mukhtadi ke Biro
Hukum Departemen Pertanian pada tanggal 12 Mei 1979, Saks' tidek
pernah tahu mengenai surat tersebut:
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Bahwa mengenai surat pada tanggal 18 Maret 2008 yang dikirim Menferi
Agrana kepada Menteri Kelauiarn mengenai tanah hukhtadi yang luasrya
sekitar 8.5 hektar, Saksi tidak tehu;

Bahwa tanah milik Azhari addalah Verpondirig 6474
B%hwggéeﬂsngetahuan Saksi anli waris pernah digantikan oleh Permerintah
s;el"ggs bgkter yang diambil dari E|gendcm 8280 seteiah dijual kepada

\n

B k indonﬁf,ra ghh waris tersebut adelah kelompok H.Doug dan kawan-

LA bhﬁ:{‘
a wxw;}
NN

2 Teguh Bha’é?ﬁrw. di bawah sumpah memberikan keterangan yan.. pada
pokoknya sebagai berikut:
Bahwa keluarga Murtadi, Sakzi tidak kenal,
Fahwa Saks bekerja sebagai Dosen di sekolah Tinggi Perikanan sejak
tahun 2011;
Bahwa sebelum menjadi doser,, Saksi pernah menjabat sebagai Kepzla
Subag Tata Useha di STP;
Eahwa tugas dan Kasubag Tata Usaha di STF adalah pengurusar surat,
mengurus perlengkapan, mengurus rumah tangga termasuk, 3set-aset
yang dimiliki cleh STP dar kehumasan:
Dahwa Saksi pernah ditugaskan untuk melakukan pencatalan administrasi
terkait aset yang dimiliki cleh STP, dan itu merupakan tugas dari Kasubay
TU,
Bahwa tanah STP sudan tercatat sebagai Barang Milik Negara;
Bahwa setiap tahun ade laporan tahunan dan di dalam laporan tersetut
tercatat semua aset-aset oarang milik negare.
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Kementerian Pertanian yang
dihibahkan ke STP;
Bahwa setiap tahun selalu ada cemeriksaan dari BPK dan tanah tersebut
belum bersertifikat. Pada tahun 2007 Saksi mendapat kuasa dari Kepzla
Bagian Administrasi Umum untuk mengurus sertifikasi tanah STP Saksi
mengajukan ke BPN Jakaita Selatan untuk proses pengukuran tanah ST,
tetapi BPN menyatakan bahwa be!um bisa dikeluarkan hasilnya karena
ianah tersebut ada masalah karena ada yang mengklaim sebagai
pemiliknya,
Bahwa bangunan itu sudah aca sejak tahun 1979 ketika Sezksi masuk
sekolah di STP;
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Bahwa Saksi tidak mengetahui dokumen kiaim tersebut kerena |a‘-.g:sung
ke Kementerian dan hanya mendapat surat dari Kementerian bahwa tanah
tersebut ada yang mengklaim

Bahwa setelah Saksi menjadi dosen, Saksi tidak mengurus tanah tersebut,
karena menjadi tugas Kasuoay Teta Usaha berikutnya;

Ba}ﬂ'\z_z_;_}attsi menjadi Kasukay Tata Usaha dari tahun 2006 sampai tahun
201 7%

B ﬁ'wa\itaﬂzaja?jini sudah ada laporan dari sebelumnya dan casarnya dari
be é*@i:g;rjé scrah terima darl Kementerian Pertanian ke Keinenterian
Ke\m‘éﬁ//

3ahwa luas tanah yanqg diserahkan oleh Kementerian Pertaniar. ke STP
adalah sekitar 6,4 Ha. Nomor Verpondingnya Saksi tidak mengingatnya-
Bahwa meangenai IMB, Saksi tidak mengetahuinya,

Bahwa ketika Saksi mengurus pengukuren tanah kenada BPN. hasil
pengukuran dari BPN sudah ada, tetapi tidak dikeluarkan oleh BPN

Bahwa tanah yang ditkur tahun 2007 tesetut adalah Verponding Ncmor
8280;

Bahwa mengenai apakah ada keberatan dari keluarga ahli waris tenah
tersebut, Saksi tidak mengetahuinya;

Batwa Saksi tidak mengetahui apakah ada surat dari Departemsn
Peiikanan dan Kelautan kzpada BPN; .

Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah dengar tertang apakah BPN
Pusat mengirim surat kepada Menteri Perikanan dan Kelautan;

Bahwa Saksi juga tidak tahu mengenai adanya pembayaran tanah -ada
tanggal 25 Desember 2006;

Bahwa tanah yang Verponding Nomor 8280 luasnya 6,4 Ha, lokasinya di
Jalan AUP Nomor 1, Kelurahan Pasar Minggu;

Bahwa Saksi tidak tahu prosesiya sehingga tanah Verponding 8280 bisa
dijadikan sekolah STP, yang Saksi tahu tanah tersebut diserahkan oleh
Kementerian Pertanian kepada STP;

Bahwa pencatatannya sudah aca formnya yaiti SIMAK, dimulai tehun
2006, termasuk asset berupa tanah, gedung, dan lainnya. SIMAK disi
setiap tahun;

Bahwa Direktur STP tahun 2018 adalah Ir. Muhammad Heriedi;
Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa ada surat pnrnyataan'k-atua
sekolah STP Maret tahun 2018 mengenai dokumen kepemilikan tanah AP,
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- Bahwa ketika melakukan pencatatar, Saksi tidak melihat ada dokumen
penerimaan ganti rugi,

- Bahwa Saksi tidak perash melihat surat pelepasen hak dari Dr. Abu Bukar
kepada ir. Alhasyim Khacijah;,

);.a_.’ﬁa:“': ‘bangunan sekolah STP dulu dengan vyany sekarang ada

II peryeda\an- a tetapi tidak banyak, batasan pagar mengikuti batasan ru nah

\e\

_*‘.
wd
s
]

Ba wa p}ua :
Keqlhmpr( A Pertanian ke Kementerian kelavtan dan Perikanan;
. Bahwa dalam berita acare tersebut juga diserahkan asset dan pegawai;

kalan STP 6.4 Ha berdasarkan herita acara serah terima dari

Menimbang, bahwa urtuk rnembuktikan dalil sangkalannva, Tergugat Ii
dan Tergugat !l telah mengaijvkan bukti surat, yaitu sebtagai berikut:

| Foto Copy Naskah Berita Acara Serah Terima dar. Departemen
Pertanian kepada Departemen Kelautan dan Perikaran, tanggal 22
September 2000, bukti T.Il dan T.11I-1;

2 Foto Copy l.ampiran lll Barita Acara Serah Terma dari Departemen
Pertanian kepada Departemen Kelautan dar Perikanan, yaitu Daftar
Rekapitulas' Barang Milik/Kekayaan Negara Departamen Pertanian vang
diserahterimakan kepada Departemen Kelautan dan Perikanan, bukti T 1l
dan T.1l1-2;

% Foto Copy Penetapan Pengadilan Nzgeri Jakarta Selaian Nomor
20/P4t/P/1987/PN.Jak.Sel tanggal 6 Maret 1887, bukti T.1l dan T.111-3;

4 Foto Copy Kartu Identitas Berang dari Tanah Sekolah Tinggi Perikanan
dengan knde Barang 2.01.01.04.001 bukti T Il dan T.lI-4,

wn

Foto Copy lzin Mendirikan Bangunaa (IMB) dari Dinas Pengaw.san
Pembangunan Kota Pemda DKI Jakarta Noryor 1828/IMB/76, tai...gal 3
Mei 1976, bukti T.Il dan T.'lI-5;

6. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawasan
Pembangunan Kota Pemda DKI Jakarta Nomor 5644/IMB/76, tanggal 8
November 1976, bukti T.Il dan T.!lI-6;

Foto Copy lzin Mendirikar bangunan (IMB) dari Dinas Pengawesan
Pembangunan Kota Pemda DKI Jakaria Nomor 5976/IMB/76, tanygel 16
November 1976, bukti T .1l dan T.lII-7,

8. Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pingawesan
Pembangunan Kata Pemda DKI Jakarta Nomor 5097/IMB/76 tanggal 15
Oktober 1976, bukti T.Ii dan T.11-8,
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Foto Copy lzin Mencirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pengawaszn
Pembangunan Kota Pemda DKI Jakarta Nomor 1470/IMB/76 tanggal 16
Aprll 1976, bukti T.Il dan T.11I-9;

11:1 Ffi{fto Q\opy Daftar Inveniarisasi Diklat Ahli Usaha Perikanan Tahun 1983-

. 3:%%;

31984 bhkn T.\ldan T.1I-19;

iy Daftar Inventarisasi Diklat Ahii Usana Parikanan TaYun 1989-
ti 7.1l dan T.IN-11;

E&wﬁopy Surat Kuasa dari Ketua ST Jakarta kepada Teguh Binarai
= &5F Nomor B.86/STP/TU.21G/IX/2007, tanggal 26 September 2007 Hal

i

18.

Pencukuran Tanah STP kevada k.anter Pertanahan Jakarta Selatay,
bukti T 1l dan T.111-12;

_Foto Copy Form Pengajuan Permohonan Pengukuran Tanah STP Oleh

Sd,r. Tequh Binardi, M.T, selaku kuasa Ketua STP Jakarta kepada Kantor
Pertanahan Jakarta Selatan, bukti T.Il dan T.-13;

Foto Copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Jakana OSelatan kepada

Kanwil BPN DKI Jakarta Nomor 2058/05154-210 tanggal 10 Oklobar
2007 Hal Permohonan Pelimpahan Pengukuran Tanah S$TP darn @antor
Pertanahan Jakarta kepada Kanwil BPN DKI| Jakarta (sesuai Surat
Deputi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Nomor 204.A/D 4/11/1994,
tanggal 28 Februari 1294, yang menyalakan bahwa Pengukuran Tanah
Ai atas 50.000 n12 dilaksanakan cleh Kanwil BPN, bukti T.|l dan T.ill-14;
Foto Copy Bukti Setoran Fembayaran atas Tanah STP kepada Kanwil
BPN DKI Jakarta sebesar Rp.11.921.500,00, tanggal 30 Oktober 2007,
pukti T.1l dan T.11-15;

Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioral

Provinsi DKI Jakarta kepada Biro Umum dan Perlengkapan, Departemen
Kelautan dan Perkanran, Nomor 911.0-9/HT-PT/2007, tanggel 7 MNei
2007. tenang klarifitasi tanah STP. bukti T.1l dan T.II-186;

Foto Copy Surat Keterengan Pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor 1412
yang dikeluarkan olefi Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Tk. | di Jakara,
tanggal 27 Mei 1961, bukti T.1l dan T.111-17;

Foto Copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provins, DKI Jakarta kepada Sekretaris Jenderal Departemen Kelautan
dan Perikanan Up. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan, Nomor 2401/0-
9/PPS dan KP, tanggal 21 November 2007, tentang Penyztoran Tanah
Fak Milik M.D. Hasbullah seluas 65.000 m2 di JI. Jati Padang, Kelurahan
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Jati Padang, Kecamatan P:zsar Minggi, Kotamadya Jakarta Selatan,
bukti T Il dan T.I1I-18:
19 Foto Copy Surat Sekretaris Jenderal Depariemen Kelautan dan
_ Perikanan kepada Kepala Kantor Wiiayah Badan Pertanahan Nasgional
/ ',.-"-.',“_E,rovinsi DKl Jakana * Nomor B 341/8J 5/TU.210/11/2008, ten:ang

7 5
i/ = L
{ .

; f; . E@{masalahan Tanah STP Pasar Minggu, Jakarta, bukti T.1l dan T.1I-19;

rl '3_ ll i 2’O.éé‘rikﬂnan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Masional

ST h*s: DKI Jakarta Nomor B 1362/S. 5/PL 210/V/2008, L:niang

H{Hﬁz gukuran dan Pendafiaran Tanah Sekolah Tinggi Perikanan (STP)

:I'ﬁé};ga!'temen Kelautan dan Ferikanan, bukti T.1l dan T.111-20:

21 Foto Copy Jndangan Kepala Biro Hukum dan Organisesi Nomor
UND 139/SJ.4/VII/2013, 1enggal 3 Juli 2013, acara Tindak Lanjut
Penyelesaian Masalah Tanah STP, bukti T Il dan T 1lI-21;

27 Foto Copy Daftar Hadir Rapat Penyelsaian Masalah Tanah STP, bukti
T.Il dan T.111-22;

23 Fota Copy Suret Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta Notnor 433/0-
9/SP&P/2008, untuk penyampaian pengukuran tanah STP telah selesai
dilakukan dan diterbitkan Peta Bidang Tanah Nomor 283/3/2007 tanggal
19 Novamber 2007, namun Peta Bidang Tanah tersebut beumn
diserankan kepada BPN karena adanya klaim dar’ 1.D. Hasbullah, bukti

Tl dan T.111-23;

24 Foto Copy Surat Kepzla Kantor Pertanahan Kota Adminisirasi Jakarta
Selatan kepada Sekjen KKP Nomor 1180/6.31.74-300/IV/2016, tanggal
14 Anri, 2016, Hal Pemberitahuan untuk melengkapi data, bukti T.II dan
T.111-24;

25 Foto Copy Surat Sekretaris Jenderal KKP kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Normor
B.557/SJ/PL.210/411/2016, tanggal 12 Juli 2016 Hal Permohonan
Sertifikasi Tanah STP Jakarta, bukti T.1l dan T.lI-23,

26 Foto Copy Surat Guberrur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta
kepada Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perkana (Diklat AUP) Nomor
5153/£11/1980 tanggal 3C Desember 1980, perihal Sural zir
Pembz:basan Tanah berhubung dengan akan dikeluarkannya surat zir.
penunjukkan penggunaan tanch-tanah seluas £13.000 m? yang terletak
di Rawa Minyak Kec. Paser Minggu, Wil Jakarta Selatan, guna
membangun Pendidikan dan Latihan Usaha Perikanan (Dilat AUP), bukti
T 1l dan T.11I-26;
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Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Khusus !bukota Jakara
kepada Walikota Jakarta Selatan Nomor 2248/1\//1983 tanggal 9 April
1983, perihal pengukuhan harga ganti rugi tanah yang terletak di Kp.

i Tﬁi‘awa Bambu Rt.002/Rt.003 Rw.09 Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan

. 28

29.

oy

Dé

P,asar Mirggu, Wilayah Keta Jakarta Selatan Seluas +3.106,70 m? dan
OL 2 bukti T Il dan T 111-27:
p

y Bukli Tanda Penerinaan Pembayaran 'Jang Ganti Rugi

:.‘?
éj Rp.6.662.500,- ‘enam juta enam ratus enam puluh dua ribu lima

Eatas rupiah) atas Tanah seluas 533 m? yanyg diterima oleh Drs.
Abubakar, tanggal G Desember 1980, bukti T.Il dar T.111-28;
Foto Copy Surat Pelepasan Ha katas tanah seiuas 533 m’ tanggal 6
Desember 1980, dari Drs. Abubakar kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (P.oyek
Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukti T Il dan T 111-28 A;

) Foto Copy Surat Kuasa dari Koesmanio Sri Sadono kepada Drs,

Abubakar tanggal 16 Juni 1980, untuk menjual, merundingkan harga
penjualan, menerima uang penjualan, dan menandatangari kwitensi
penjualan atas sebidang tanah dengan girik Nomor C 2997, Nomor kohir
4-04-04-03-07-319A, bukti T.Il dan T.111-28 B,

Foto Copy Surat Kuasa dari Tjondro Haryono kepeda Koesmanto Sri

Sudono tanggal 30 M=i 1980, untuk menual, merundingkan harga
penjualan, menerima uang penjualan, dan menandatangani kwitansi
penjualan atas sebidang tanat. dengan girik Nomor C 2897, Nomor Kohir
4-04-04-03-07-319A, bukti T.Il aan T.I-28 C;

Foto Copy Surat Ketetapan luran Pembargunan Daerah (Girik) Nomor C
2997 tercatet atas nama Tjondro Haryono dengar Nomor kohir 4-04-24-
03-07-319, bukti T.Il dan T.11I-%8 D;

Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.22.222.800,- (dua puluh dua juta dua ratus dua puluh cua
ribu delapna ratus rupiah) atas Tanah seluas 167150 m? dan Banguran
seluas 83,52 m? yang diterima olen Ny. Sunatridiyatni, tanggal 6
Desember 1980, bukti T.Il dan T.1I-29

Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas tanah seluas 167160 m? can
Bangunan seluas 88,52 m? tanggal 6 Cesember 1880, dr. Ny
Sunartidiyatni  kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Proyek Pambinaan
Pendidikan Perikanan), bukti T.Il dan T.111-29 A,
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35 Foto Cupy Surat Keigtapan luran Pembangunan Daerah (Girik) Nomor &

L]

4459 tercatat atas nania Ny. Sunartidiyatni dengan Nomor kohir 4-04-.04-
09-02-027, bukti T.Il dan T.111-29 B;
36.Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan P2mbayaran Uang Ganti Rugi
e g_gbesar Rp.19.307.200,- (Sembilan belas juta tiga ratus tujuh ribu lima
&y :Fi u,rlypiah) atas Tanah seluas 1544,60 m? yang diterima ole Achrad
| B’ng%a‘—doyo‘ tanggal 6 Desember 1980, Lukti T.1l dan T 111-3C:

-1 37 Roto ‘by Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 1544,60 m2, ‘anggal

L abi

mber 1980, da/i Achmad Brotowardoyo kepada Ir. L. Hasvim

iffa (Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukti T.Il dan T.111-30

A

38 Foto Copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Girik) Nomo- C

4363 tercatat atas nama Achrnad Brotowaidoyo dengan Nomcr konir 4-
04-04-09-02-029, bukti T.Il dan T.111-30 B;
Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi

(%)
w

sebesar Rp 1.237.500,- (Satu juta dua ratus tige ouluh tujuh ribu lirna
ratus rupiah) atas Tanah scluas Y9 m¢ yang dterima oleh Ny J3ri
Warcani, tanggal 6 Desember 1880, bukti T Il dan T I11-31

40 Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 99 m? tanggal 6
ODesember 1980, dari Ny. Sri Wardani kepada I, L. Hasyim Ardicja
(Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukti T.Il dan T.hl-34 A

41.Foto Copy Akta Jual Beli Nornor 1534/1.711.1/1980 tanggal 31 Juli 1980
antara HK. Arifin bin Djamhuri sebagai Penjual dengan Sri Waidani
sebagai Pembeli atas seidang Tanah seluas 100 m? yang terl- ak di
Kecamatan Pasar Minggu, bukti T.ll dan T .I1I-31 B:

42 Foto Copy Surat Keterangan Nomor 79/1.711.1 yang dikeluarkan oleh
Camat Pasar Minggu yané menerangkan bahwa Sri Wardani adalah
Fenar pemilik tanah dengan girik C. 4628 seluas 100 m2, dimana dalam
girik namanya Sri Mardani, sedang dalam daftar Inventerisasi terdaftar
nama Sri Sudarni, bukti T.I! dan T.11I-31 C.

43.roto Copy Sural Ketetapan luran Pembangunan Daerah (Gink) Nomer ¢
4628 tercatat atas nama S:i Mardani dengan Nomor kohir N4-04-04-08-
02-013, bukti T.Il aan T.11i-31 D |

44.Foto Copy Surat Hetetapan IPEDA tahun 1979 atas sebidanyg Tanat
seluas 1)0 m? dengar Nomor kohir N4-04-04-09-013 sebesar Rp.759,-
(tujuh ratus lima puluh rupiah), bukti T Il dan T.11-31 E:
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45.Foto Copy Surat Ketelapan IPEDA tahun 1980 atis sebidang Tanah
seluas 100 m? dengan Nomor kohir N4-04-04-09-013 sebesar Rp 750, -
(lujuh ratus limia puluh rusiah), bukti T.1l dan T.11I-31 F:

46 E,hto\QOpy Bukti Tanda P=znerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi

sqhesar'\ p 1.600.000,- (Salu Jula enam ratus ribv lima ratus rupiah’ atas

' Besember 1980, dari Samuni Sofyan Denry kepada Ir. L. Hasynm Ardid)s
(Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukti T Il dan T.1I-32 A;

<8 Foto Copy Surat Kuasa dari Toweh kepada Sumuni Sofyan Denny
tanggal € Desember 1880, untuk menerima dan menandatangani ganti
rugi tanan yang dipakai sebagai jalan desa untuk perluasan Dilat AUP,
vang termasuk sebagian dari girik No. 226, bukti T.Il dan T 11I-32 E.

49 Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pemoayaran Uang Gart Rugi
sebesar Ro 9.962.500,- (sembilan juta sembilan ratus enem puluh dua
ribu lima ratus rupiah) atas Tanah seluas 797 m? yang diterim4 oleh Drs
Haryone Kusuma, tanggal 6 Desember 1980, bukt T.I1 dan T.111-33;

50 Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 797 m?, tanggal 6
Desember 1980 dari Drs. Haryono Kusuma kepada Ir. L. Hasyim Ardidja
(Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukti 1.1l dan T.lII-33 A;

51 Foto Copy Akta Notaris Nornor 65 tanggal 27 Novenber 1980 tentang
Perjanjian Jula Beli atas sebidang Tanah seluas 797 rn? dengan Sert fikat
Hak Milik Nomor 226 Pasar Minggu tanggal 20 November 1973 arntara
Ny. Rosemelati Irman Sahrial (kuasa dari Irwan Sahrial Rasyid) sebagai
Penjual (lan Drs. Hajono sebagai Pembeli, bukti T.Il dan T.I1I-33 B;

52.Foto Copy Sertifikat Fak Milik Nomor 226 Pasur Minggu tanggal 20
November 1973 tercatat atas nama Irwan Sahrial Rasyid, bukti T.Il dan
T.-33 C,

53 Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Ruy:
sebesal Rp.21.275.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh pulun lima
ribu rupiah) atas Tanah seluas 1702 m? yang diterima oleh Ir. I.. Hasyim

Ardidja (sebaga: kuasa dari Ny. Gunarti). tanggal 6 Desember 198C, bukti
T It dan T.111-34,

54 Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 1702 m?, tanggal 6
Desember 1980, dari Ir. L. Hasyim Ardidja (sebagai kuasa dari Ny,
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Gunart!) kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Proyek Fembinaan Pendicikan
Perixanan) bukti T.Il dan T.l-34 A
55 Foto Copy Surat Kuasa dari Ny. Gunarti kepada Ir. L. Hasyim Ardid a.
untuk menerima pembayaran atas tanah milik Ny Gunarti seluas 1686
,tf:‘ i\f!m or girik C. 4025, dan menandatangani surat -surat jual 1.2l atas
?ﬁ;ar\“win \dibebaskan oleh Diklat Ahli Usana Perikanan, bukti 1 Il dan
3" ‘o‘j-sb;{.:z!Surat Tanda Pencatatan Tanah dJdan Bangunan untuk
k _ -Pq?%ejaga I 'I{'EDA DKI Jaka+ta (Girik) Nomor C. 4025 tercatat atas nema
“NgMmewofiir 4-04-04-03-001-019, bukti T II dan T.111-34 C:
57 Foié ;'C-opy Surat Ketetapar IPEDA Tahun 1979 atas sebidang tanah
seluas 1790 m? dengan Nomor Kohir N 4-04-04-09-02-012 sebesar

~

/
- l":

Rp.12.750,- (dua belas ribu :wujuh ratus lima puluh rupiah), bukti T.II “an
T.1-35;

58 Foto Copy Bukli Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.12.67%.000,- (dua belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah) atas tanah seluas 1.014 m? yang diterima oleh Ny. Zuraida,
tanggal 10 Desernber 1980, bukti T Il dan T 111-35 A,

59.Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 1.014 m?, tanggat 10
Desember 1980, dari Ny. Zuraida kepada Ir. L. Hasyim Aruidja (Proysk
Pembinaan Pendidiken Perikanan), bukti T.fl dan T.11-35 A:  »

60 Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 892.VIII.PSM/1975 tanggal 30 Agustus
1975 antara Ny. Gunarti Soedarso sebagai Penjual dengan Ny. H.
Zuraidah sebagai Pembeli atas sebidang Tanah seluas 1.014 m? ¢engan
Girik Nomor C 2615 yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu, bukti T Ii
dan T.111-35 B;

U1.=oto Copy Surat Keterangan dari Camat Pasar Minggu Nomor 78/1.711 1
yang menerangkan bahwa terdapat kekeliruan dalan Akta Jual Beli
Nomor 892 VIII/PSM/1975, tanggal 30 Agustus 1975 dimana dzlam Akta
disebutkan hahwa obyek jual beli adalah Girk Nomor C. 2615
seharusnya yang benar adalah Girik Nomor C. 4025, bukti T.Il dan T.III-
35C;

62 Foto Copy Bukti Tanda Pererimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.2.709.875.- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) atas
Tanal. seluas 1.014 m* yarg diterima oleh Ny Zuraida, tanggal 10
Desember 1980, bukti T.1l dan T.11I-36;
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63 Foto Copy Surat Pelepasun Hak atas Tanah seluas 189 m?, tanggal 3
Januari 1981, dari Toweh kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Proyek
Pembinaan Perndidikan Perikanan), bukti T.Il dan T.11-26 A:

f4.Foto Copy Bukti Tanda Fenermaan Pembayaran Uang Ganti kugi
_Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ates Tanah
L&Luas {20 m? yang diterima oleh Rasiwan Mulyono, Februari 1981, bukti

,1 5;4{ dan T 111-37,

Rasiwan Mulyono kepada Ir. L. Pasyim Ardldja (Proyek

n Pendidikan Perikanan), bukti T.Il dan T 111-37 A:

66. F‘oro Copy Akta Jual Beli Nomor 1981-FSM/1974 tanggal 24 Agusius
1974 antara Toweh bin Kuneng sebagai Penjual dengan Rasiwan
Mulyono sebagai Pembeli atas sebidang Tanah seluas 120 m? dengan
Girik Nomor C. 226 yang terletak di Kecarnatan Pasar Minggu, bukti T I
dan T.IlI-37 B;

67 roto Copy Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi dar: Girik Momor C. 228,
bukti T.Il dan T.1I-37 C

U8 Foto Copy Surat Pernyataan dari Rasiwan Mulyono yang menyatakan
bahwa tanah yang dibel’ di Kampung Rawa Bambu, Kelurahan Pasar
Minggu dengan Girik Nomor . 226 adalah benar seluas 120 m?, butki
T.Il dan T.III-37 D;

Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Fembavaran Uang Ganti Rugi

(03]
o

sebesar Rp.2.452.500,- (dua uta empat ratus lima puluh dua ribu lima
ratus rupiah) atas Tanah seluas 81 n? dan Bangunan seluas 96 m? yarg
diterima oleh Djumirin, tangge! 7 Februari 1381, bukti T.ll dan T.111-38:

70 Foto Copy Surat Pernyataan dari L. Djumirin tangge | 21 September 1978
yang menyatakan telah mengetahui peruntukkan tanah yang dibeli yaitu
berdasarkan Rencana Induk DKI Jakarta dan terletak di Kampung Rawa
Bambu Kelurahan Pasar Minggu dengun Girik Nomor C. 226 dengan luas
75 m-, bukti T.Il dan T.I1I-38 A,

71.Foto Copy Surat Pernyataan dari Toweh sebagai Penjual dan L. Djumiria
sebagai Pembeli atas sebidang tanan yang di Kampung Rawa Bambu
Kelurahan Pasar Minggu dengan Girik Nomor C. 226 dengan luas 75 m?
Nomor 159/1.711.03/IX/78 tanggal 21 September 1978 yang menyatakan
tahwa terhadap tanah tersebut akan segera diajukan permohonan hak,
dan akan memohonkan izin mendirikan bangunan apabila akan didirikan
bangunan, hukti 7.1l dan T.111-38 B;
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=) Foto Copy Akta Jual Beli Nomcr 1104-/1.711.03/1978 tanggal 30
November 1978 antara Toeh bin Muilih sebagai Penjual dengan L.
Djumirin sebagai Pembeli atas sebidang Tanal seluas 75 m? dencan
Girik Nomor C. 226 yang terletak di Kecamatan Pasar Minggu, bukti T.II

@_gp\ FI-38 Ci
f?slgo&o\(;bpy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
fod % f;ﬁlge;s‘ar_-:‘BpG.Oﬂ.OOO- (tiga juta tujuh belas ribu rupiah) atas Tanah
| '.I\‘:‘ '--Séfﬂés\iﬂ(} m? dan Bangunan seluas 101,16 m? yang diterima cleh

: " qE’:lsﬂ‘!‘f.d oﬁanggai 9 April 1981, bukti T Il dan TI1-39

74 mﬁ »’éopy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 120 m2, dan
Bangunan selvas 101,16 m?, tanggal 9 April 1981, dari Bandiyo kepada
ir. L Hasyim Ardidja (Proyek Pembinaan mendidikan Perikanan), bukti
T.Il dan T.111-39 A:

2. Foto Copy JSurat Pernyataan dari Bardiyo tanggal 21 September 1378
yang menyatakan telah mengetahui peruntukkan tanah yang dibali yaitu
herdasarkan Rencana Induk DK| Jakarta oan terletak ¢i Kampung Rawa
Bambu Xelurahan Pasar Minggu dengan Girik Nomor C. 226, bukti T
dan T.1I-39 B,

-6 Foto Copy Surat Pernyataan dari Toweh sebagai Penjual dan Bandiyo
sebagai Pembeli atas sebidang tanah yang di Kampung Rawa Bambu
welurahan Pasar Minggu dengan Girik Nomor C. 226 dengan luas L0) m?
Nomor 158/1.711.03/1X/78 tanggal 21 September 1578 yang meny&takan
bahwa terhadap tanah tersebut akan segera diajukan permohonan hak.
dan akan memohonkan izin mendirikan bangunan apabile aken didirikan
bangunan, bucti T.1l can T.1-39 C

77 Foto Copy Akta Jual Be'i Nomor 1193-/1 711.03/1978 tanggal 30
November 1978 antara Toeh bin Muilih sebagai Penjual dengan Bandiyo
sebagai Pembeli atas sebidang Tanah seluas 100 m? dengan Girik
Nomor C. 226 yang terletak Ji Kecamatan Pasar Minggu, bukti T.I can
T.11-38 D;

78 Foto Copy Kwitansi pembelian sebidang tanah seluas 5 m? tanggal 24
Maret 1979 dengan perabeli Bandiyo dan penjual Toeh bin Muitih, bukt
T.\l dan "AI-36 E;

79 Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.3.100.000 - (tiga juta seratus ribu rupiah) atas Tanah seluas
136 m? dan Bangunan seluas 93 m? yang ditenma oleh J. Wagivo. S,
tanggal 7 Februari 1921, bukti T Il dan T.11I-40;
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Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 136 m2, dan
Bangunan seluas 93,32 m?, tanggal 7 Februari 1981, dari J. Wagiyo. S
kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan),
bukti T.II dan T II1-40 A;

Foto Copy Surat Pernyataan dari J. Wagiyo. S tanggal 24 Juli 1978 yang
m‘.dn@ an telah mengeta'iu peruntukkan tanah yang dibeli yaitu
bﬁldayéaejfan Rencana Induk DKI Jakarta dan terletak di Kampung Rawa

lurahan Pasar Minggu dengan Girik Momo: C. 226.26.D.111
m?, bukti T.!l dan T.11I-40 B;

ua 5
SR%;O% Surat Pernyataan dari Toweh sebagai Penjual dan J. Wagiyo
Ssetfag:u Pembeli atas sebidang tanah yang di Kampung Rawa BambL
i<elurahan Pasar Minggu dengan Girik Nomor C. 226.26.D.1ll Jengan
luas 81,5 m? Nomor 68/1.711.03/VIl/78 tenggal 24 Juli 1975 yang
menyatakan bahwa terhadap tanan tersebut akan segera diajukan
permahonan hak, dan akan memochonkan izin mendirikan bargunan
apabila akan Jidirikan bangunan, bukti T Il dan T.111-40 C;
~oto Copy Akta Jual Beli Nomor 794-/1.711.03/1978 tanggal 31 Agustus
1978 antara Tceh bin Muilih sebagai Penjual dengan J. Wagiyo. S
sebagai Pembe'i atas sebidang Tanah seluas 31,5 m* dengan Girik
Nomor C. 226 yang terletak di Kecamatan Pasar Minggt, bukti T.Ii dan
T.11-40 D;

JFoto Copy Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus

ribu rupiah) atas sebidang tanah seluas 81,5 m? tanggal 2 Agustus 1978
dengan yembeli J. \\'egiyo. S dan penjtal Toeh bin Muilih, bukti T.I. dan
T.AI-40 E;

Foto Copy Kwitansi pembelian sejumlah Rp.180.000 - (seratus delapan
puluh ribu rupiah) atas sebidang tanah seluas 58,5 m? tanggal 4 Agustus
1980 dengan pembeli J. Wagiyo. S dan perjua. Toeh bin Muilin, buk!i T
dan T.11I-40 F,

Foto Copy Bukti Tenda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.2.777.300,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga
ratus ribu rupiah) atas Tanah seluas 122 m? dan Banjunan seluas $0,82

m? dan Kuburan 2 (dua: buah yang diterima oleh M. Deddy, tanggal 3
Januar; 1981, bukti T.1l dan T.I11-41:

Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 112 m2, dan
Bangunan seluas 90,82 m? dan Kuburan 2 (dua) buah, tanggal 3 Januari
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1981, dari M. Deddy kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Proyek Pembinaan
Pendidikan Perikanan), bukti T.Il dan T.1lI-41 A;
88 “oto Copy Surat Kuasa Penth dan Penyerahan Mutlak atas ¢ bidany
Tapah seluas 112 m? dan Bangunan di atasnya seluas 90,82 m? dari
Toeh tin Muilin kepada M. Deddy pada tanggal 15 Feoruari 1981, b ikii
TN danR 41 B;
. 89 Folo, G
,;3"“&6;5 Aar
maﬁf atas Tanah seluas 225 m? dan Bangunan seluas 93 m? yang
diterima oleh Dersono, tanggal 6 April 1981, bukti T 1l dan T.1lI-42

a0 Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 220 m2, tangg:l 6

/) Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi

p 2.812.500,- (dua juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus

April 1981, dan Darsono kepada Ir. L Hasyim Ardigja (Proyek
Pembinaan Pendidikan Perikanan), bukt, T.1l dan T I11-42 A;

91 Foto Copy Surat Pe/ryataan dari Darsono tanggal 0 Agustus 1873 yeng
menyatakan telah mengetahui peruntukkan tanah yang dibeli yeitu
berdasarkan Rencana Induk DKI Jakarta dan terletak di Kampung Rawa
Bambu Kelurahan Pasar Minggu dengar Girik Nomor C. 226, Pessil
26.D Ill seluas 200 m?, bukti T.Il dan T 11}-42 B,

92 Foto Copy Akta Jua! Beli Nomer 1745-P5M;1973 tanggal 30 Agustus
1972 antara Toeh bin Muilih Sdr. Murtanih sebagai Penjua. dengan
Darsono sebagai Pembeli atas sebidang Tanah seluas 200 ryg? dengan
Persil Nomor 26.D.lll, dan Girik Nomor C. 226 yang terletak di
Kecamatan Pesar Minggu, bukti T.1l dan T.IlI-42 C;

93 Foto Copy Bukti Tanda Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi
sebesar Rp.14.370.000,- (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah) atas Tanah seluas 1.012 m? dan Bangunan seluas 148 m? yang
diterima oleh Surya Atmaja, tanggal 25 Februari 1981, bukti T.Il dan T.Il-
43,

94 Foto Copy Surat Pelepasan Hak atas Tanah seluas 1.012 m2, dan
Bangunan s:luas 148 in?, tanggal 25 Februari 1281, dari Surya Atmaja
kepava Ir. L Hasyim Araidja (Proyek Pembinaan Pendidikan Perikanan).
bukti T.Il dan T.111-43 A;

o]
on

_Foto Cony Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.77.667.500,- (tujuh
puluh tujuh juta enam ratus enam pulun tujuh ribu lima ratus rupiah) dari
Pimpman Proyek Pembinaarn DK| atas sebidang tanah dengan Gisik
Nomor 1776 seluas 3.106,70 m? terca'at atas nama M. Yasin tanggal 20
April 1983, bukti T.Il dan T.IlI-44;
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96.Foto Copy Perjanjian dan Penyerahan Hak atas sebidang tanah ssluas
3.108,70 rn? M. Yasin kepada Ir. L. Hasyim Ardidja (Prcyek Pemb naan
Pendidikan Perikanan DKI) tanggal 20 April 1983 dengan ganti rugi
sgbesar Rp.77.667 500, (tujun puluh tujuh juta enam ratus enam puluh
/ ,_ i h\nbu lima ratus rupiah), bukti T.Il dan T.111-44 A
| Qopy Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi dan Girik Nomor 1776
nama wajib r.ajak Moh. Jasin, bukti T.Il dzn T.111-44 B;

py Kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp.8.356.800,- (deiapan
;;/ ga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dari Pimpinan
Proyek Pembinaan DK| atas sebidang tanah dengan Girik Norror 503
seluas 348,20 m? milik dari Sunardiyanto tanggal 20 April 1983, bukti T

dan T.111-45;

99 Foto Copy Perjanjian dan Penyerahan Hak atas sebidang lanah seluas
348.20 m? Sunardiyanto kepada Ir L. Hasyim Ardidja (Proysk Pembinaan
Pendidikan Perikanan DKI) tanggal 20 April 1983 dengan ganti rugi
sebesar Rp.8.356.800,- (delapan juta tiga ratus Ima puluh enam ribu
delapan ratus (upiah), bukd T.Il dan T.11-45 A

100. Foto Copy Akta Jual Bel' Ncmor 2089-/1.711.1/1982 tanggal 21
Septemoer 1982 antara Mawin Muiyah sebagai Penjual dengan
Sunardiyanto sebagai Pembeli atas sebidarg Tanah dengan Girik Nomor
C. 503 seluas 324 m? yang terletak d! Kecamatan Pasar Minggu, bukti
T Il dan T.1I1-45 B; )

101 Foto Copy Surat Ketetapan Padjak Hasi. Bumi dan Girik Nomor 503
dengan nama wajib pajak Mawin bin Muiyah, bukti Tl den T.I1-45 C;

102 Foto Copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah cari Kepala Dirsktorat
Agraria Daerah Khususllbukota Djakarta No. 4359 tanggal 4 Nove nber
1972 bukti T.ll dan T.111-46;

103. Foto Copy Surat Keterangar Pendaftaran Tanah dari Kepala Dirnkorat
Agraria Daerah Khusus Ibukota Djakarta No. 4359, tanggal 4 November
1972, bukti T.1l dan T.Ill-47%:

104 Foto copy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo-
320/KM.6 tanggal 27 Desember 2018, bukti T.II dan T.III-48 (sesuai asli);

105. Foto copy Surat Keterangan Nomor 22€1/STP/TU.210/1V/2018, tanggal
30 April 2019, bukti T.Il dan T.111-49 (sesuai asli),

Bukii tersebut di etas berupa fotokopi yang te'ah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya. kecuali bukti TIl dan TIlI-1, Tl dan TIlI-2, Tl dan TII-3, Til dan THI-12,
TIl dan TIN-13, Tl dan Till-14, TI' dan TIlI-15, TIi dan THI-16, Tl dan Till-17, TH
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dan TII-18, TIl dan TII-19, TII dan TII-21, TIl dan T1LI-23, Til dan TII1-24, Tl
dan THI-38, Tl dan THI-41B, Tl dan TIII-46, TI' dan TIII-47, tidak dicocokkan
dengan aslinya, tetapi sesuai dengan fotokopinya, dan semuanya telah dibuauhi
/maiétav kup; _
"’/ _._Med{mbang bahwa selain mengajukan surat, Tergugat |l dan Tergugat
\ Qﬂ ;ugabte\a mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu Waliyo Sejati Abutohir,

1l [}
S

\'-f'.--f"‘_diaﬁg "% 4 emberikan keterengan di bawah sumnah pada pokoknva sebigai
.‘f\berlg_ut
"Bah\(/ Saksi bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak
berdirinya KKP, {ahun 1980-198* sebagai Dirjen Perikanan,tahun 1981-1388
di bagian keuangan,1988-2000 di Kabag Ruma: Tangga;
Buhwa tugas dari Kabag Rumah Tangga adalah mengurusi masalah internal
seperti masalah umum, masalah persuratan, pemeliharaan gedung;
Bahwa tugas dari Kabag Perleng'<apan adalah menyusun rencana kebutuhan
dengan cara melakukan pembinaan dan barang yang ada dilakulan
pencatatan;

- Bahwa ntuk aset yang sudah ada pencatatannya berdasarkan lampiran beri:a
acara serah terima dari Deptan ke KKFP;

- Bahvsa Saksi tidak terlibat langsung dalam proses penyerahan asset .areng
pada saat itu yang menyerahkan adalah Sekjen Deptan Biro repala
Perlengkapan ke kami, berdasarkan itu baru dilakukan pencatatan;,

Bzlwa penyerahan tersebut tidak Saksi ketahui;

Bzhwa aset yang diberikan Kementerian Pertanian, Saksi tahuanya cari
lampiran berita acara serah terima;

Eahwa ketika Saksi inenjadi Kepali: Bagian Perlengkapan, ada yang bertemu
Saxksl namanya adalah Haji Hasbullah, dia terus berjuang tetapi Saksi ticak
bisa membantunya karena semuanya harus berdasarkan hukum dan ada
|rosesnya;

- Bahwa Hasbullah mengatakan bahwa aset tanah yang Vervounding adalah
punya kakek buyutnya dan STP adalah haknya sebaga’ ahli waris;

Bahwa Hasb ullah tidak merunjukan bukti dokumen, karenadia melaporkan ke
Sekretaris Presiden dan dari pihak sana juga melaporkan kepada pihak
Saksi untuk diberikan penje'asan;

Bahwa pernah diadakan rapat dan untuk menyiapkan anggaran perlu adanya
prosedur, salah satu alternatif yang kami sararikan adzlah proses peradilan
Bahwa keputusan apapun dari pengadilan akan dijalankan, jika nantinve

keputusan Pengadilan bahwa Hasbullah pemiik aset secara hukum malka
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akan diproses untuk mencari anggarannya ke Bapenas atau ke Dirfen
anggaran,

Bahwa setelah pertemuan itu, selanjutnya t'dak ada pertemuan berikuinya,
saat itu langsung bagi tugas;
s --Bah% mengenai posisi tanah ‘ersebyut, Saksi tahu karena lokasi tersebut

" tempat pelatihan pendidikan dan Saksi dapat informasi bahwa peletakan ba:u

_per‘.ar&a pada tahun 19588 dan penerimaan taruna pada tahun 1062, tetaoi

B semu iriya tidak ada dokumennya:

- Bahw éaksi pernah membaca Berita Acara Serah Terma tersebut;

Barwa tanah apa saja yang diserahkan Saksi tidak ‘eralu mengir jatnya,
yang jelas tanah STP termasuk di dalamnya karena yang menyiapkan data
semuanya idalah Sekjen Deptan;

Ba.iwa data asetnya dilampirkanr, semua aset yang aaa di Deptan masuk k2
dalam lampirar.,

Banwa mengenai luas tanah tersebut, S.aks. tidak mengingatnya dan Saksi
rencatat berdasarkan lampiran Herita Acara Serah Terima;

Bahwa Verpandingnya Saksi tidak tehu;

Bahwa di Berita Acara hanya ada aset saja dan lampiran dokumennya juga
t.dak ada karena dokumen mil'’k negara hampir semua dokuimen berantakan;
Bahwa Saksi kenal dengan Pak Teguh, yaitu sebagai pegawai di STP;
Bahwa Saksi tidak tahu kalau Teguh pernah diserahi tugas untuk mgngurus
sermohonar pengukuran, karena saat itu dipegang langsung oleh Biro
Umum;

Bahwa Saksi juga tidak tahu tentang berita acara penafsiran penetapan
arga terhadap ahli waris dari Departemen Kelautan;

Bahwa Hasbullah pernat, bertemu dengan Saksi di akhir tahun 2008, die
mengatdkan bahwa tanah tersebut adalah milik nenek moyangnya sebelurr
diambil oleh Belanda kemudian saksi memberikan solusi untuk proses d
pengadilan karena harus berdasarkan hukum;

Bahwa Saksi tidak tahu tentang adanya pengajuan permohonan pengukuran
oleh Ketua STP;

Bahwa dalam lampiran Berita Acara Serah Terima tersebut tidak ada
lampiran sertifikat;

Saksi tidak mengingat detail dokumennya karena saya hanya memegang
Juku Berita Acara Serah Terima dan asetnya;

Bahwa informasi yang saya terima bahwa taaah tersebut sudah digunakan
da ndak ada se tifikatnya;
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Baliwa lokasi STP tersebut di Pasar Minggu tapi Saksi tidak mengingat detall
alamat lengkannya; |
Bahwa me.genai bukti P-16, Saksi tidak menetahuinya
Ban wa Saksi tidak tahu mengenar memorandurm,
5 .Bahwa mengena: kartu idertitas barang pada tanggal 25 Desember 2006 ada
5 ,perolahan\baraﬂg yang nilainya Rp202 milyar, Saksi tidak mengetahuinya:

r

— l?:ahwasSecara fisit dulunya STP Rawaminyak merupakan satu hamparan,

'1‘\:.1'1(?&%'38“9' behwa Tergugat |l dan Tergugat IIl juga menghadirkan 2
(dua) oraig saksi ahli, yaitu:

!
s
|I

4 lda Nurlinda Idris, di bawah sumpah memberikan keterangan fpada
pokoknya sebagai berikut:

. Bahwa kepemilikan tanah sebelum Indonesia merdeka diatur dezlam
pasal 131 IS dan 163 IS. Aca tiga golongan penduduk yaitu golorgan
Eropa, timur asing, dan bumi putra, ketiga golongan ini berdampak pada
penguasaan tanah di Indonesia dan berlakunya hukum agraria tarat
yaitu BW dan hukum agraria adat,

Bahwa untuk golongan bumi putra terganiung hukum masing-masing
adat yang berlaku;

. Bahwa bagi golongan bumi putra, menurut Saksi Anli mungkin saja
mempunyai eigendom verponding jika yang bersangkutan menundukkan
diri terhadap hukum peiaata barat, *
3ahwa menurut Saksi Ahli, Undang-undang 158 adalah undang-undang
penghapusan tanah partikelir yang mengandung unsur-unsur hak
pertuanan dijacikan tanah Negara;

Bahwa merurut Saksi Ahli, -eigendom verpanding adalah  oukli
pembayaran pajak. Terhadap tanah eigenc.om verponding diberlakukan
sebagaimana layaknya tanah-tanah partikelir dan tercantum di Pasal 1
ayat (2) Undang-undang 158. Penegasar, ada di pasal 3 Jndang-uniang
158 yang menyatakan demi l:epentingan umum tanah tersebut dijadikan
tanah Negara;

Bahwa setelah Undang-undang Pokok Agraria berlaku, dilakukan

penegasan hak dan ditindaklanjuti dengan penegasan hak kemudian
ditindaklanjuti dengan pendaftaran yang nantinya Eigendom tersebut
qkan dijadikan hak milik atau hak guna bangunan tergantur. dari

subjeknya;
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Bahwa mengenai dergar. jangka waktu pengajuannya, limitasi barat yaitu
20 tahun setelan berlak.nya Undang-undang Pokok Agraria, sedangkan
tanah adat tidak ada batasannya;

-;@h\.imhgngenal vonversi dilakukan demi hukum dan tahun 1980 sudah

- hgkufnaygrigiberlaku adalah yang baru.

_. adaﬂag1 tanah hak-hak barat;

g?iv;a se)t':}: pemecanan hak pasti menimbulkan nomor baru dan secara

'&_a‘,wa m Pasal 24 ayat 2 menjelashan jika seseorang yarg t dak
Stmyarbukti atau saksi, tanah yang dikuasai selama 20 tahun, maka hal

tersebut dibolehkan vntuk mendaftar;

Bahwa eigendom verponding adalah bukti pembayaran pajak, sedancka i

recht eigendom adalah haknya,

Bahwa bisa saja eigendom dimiliki pribumi apabila pribumi tersebut

menudukkan diri terhadap hukum perdata Barat.

Bahwap penegasan hak adalah dari tanah-ianah hak barat atau Fak edat,

ditegaskan heknya menurit ketentuan konversi dan ditindaklanjuti

dengan pendaftaran tanah. Hak itu muncul setelah proses konvers.nya

selesal;

Bahwa cara pemerintah mer “peroleh tanah, mer.urut Saksi Ahli, datur

dalarn Menteri Agraria Norior 9 Tahun 1499 mengenai tata cara

memperoleh hak atas tanah yang berasai dari tanah negara atau dari

tanah pengelolaan; ’

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan

jika pemerintah memerlukan tanah rakyat sepanjang digunakan untuk

kepentingan umum, melalui LembagJa Pengadaan Tanah. Di bawah 5

- ektar Pemerintah yang membeli dan jika di atas 5 hektar melalu’

Lembaga pengadaan tanah;

Bahwa kekuatan hukum dari sertifikat adalah sebagai alat bukti yang kuat

dalan sistem pendaftaran tanah kita yang negatif,

Bahwa semua tanah harus memiliki sertifikat.

Dahwa status tanah Pemerintah yan3 hanya dibuktikan misalnya

pembebasan ataupun hibah, menurut Saksi Ahli harus dilihat bagaimana

sejarahnya juga;

Bahwa yang berwenang mengeluarkan penegasan hak atas tanah bekas

eigendom verponding adalah BPN dimana letaknya tanah tersebut

Bahwa Saksi Ahli tidak bisa menjelaskan terkait barang milik negara

karena bukan bidangnya, tetapi untuk tanah yang c‘muasal negara sesuai
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dengan pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria menegaskan bahwa
tanah negara adalah tanzh yang dkuasai penuh oleh negara,
3ahwa tanah meniadi jadi tanah negara ada tahapan atau prosesnya,
- fﬁi—?}v{?}imenurut Saksi Ahli, Pemerintah yang menghapus tanah partikelir
: rrphwdak melalui proses, maka harus ada Vuridis Levering’
! Ig;ﬁ%fig;:uk pengadaan tanah yang tidak ada ganti rugi, menu.ut Saksi
: } AR 4 ';b-undang Pokok Agraria memungkinkan dengan pencabutan
'ke; ajdmfhal untuk kepentingan umum dar, melalui keputusan Presiden;
Bakwat tanah yang tidak bisa dibuktikan dengan eigendom semuenya

adalah tanan Negara:
Bahwa apabila seseorang tnenguasai tanah tersetut terus menerus
dengan itikad baik maka itikad baik tersebut akan dibuk:ikan oleh nakim;
Bahwa tanah yang mau disertifikatkan diatur dalam Undang undang
Agraria,

- Bahwase adanya ganti rugi tergantung Fonteksnya

. Bahwa menurut Saksi Ahli, hak verponding selama 30 tahun yang tidak
uigugat di pengadilan, haknya masin berlaku;
Bahwa Undang-undang oartikelir untuk menegaskan tanan-tanah
partikelr;
Bahwa vyang dimaksud dengan penelantaran tanah diatur dalam
Peraturan Pemerintan Nomor 11 Tahun 2010 mengenai pengitiban dan
penyalahgunaar tanah terlantar, penelantaran tanah merupakan suatu
alasan untuk diambil oleh Negara,

2 Hendar Ristriawan, S.H., M.H., di bawah sumpah memberikan keteranyan
pada pokoknya menerangka' sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah barang yang dibell
atas beban anggaran pendapatar negara can juga diperoleh
berdasalkan perolehan yang sah;
Bahwa pengelolaan barang railik negara, dimulai dari perencanaan an
penganggaran  kemudian  kegiatan  pengadaan,  penggunzan.
pemanfaatan, pencatatan, pengawasan, da pengendalian;
Bahwa bukti kepemilikan barang milik negara harus dengnpPengamanan
dari segi administrasi, dan juga pengamanan dari segi Hukum. Tanah
tersebut harus dicatat dan dasar pencatatan dari berita serah terima dan

ada surat keterangan tar.ggung jawab dari pengguna barang dari Eslcn 1
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Kementeriar, atau Lembaga oari pengguna barang. surat keterangan dar,
Kelurahan dan dari segi pencatatan atau pengamanan secara fisik,
Bahwa sertifikat barang milik negara berupa tanah, yang memiliki atau

m,enguasa adalah Kementerian Kevangan sebagai bendahara urnum
P

r'a f{’engan kewajiban mengamankan aset-aset Negara, sedanghan

| esfré‘n‘*ejian dan kelembagaan hanya sebagai pengguna barang,

Sghm@f-ddla |

kewajiban yang harus dipenuhi Kementerian Keuarigan
anan secara administratif, pengamanan secara fusik dan
*8gén secara hukum. Kewajiban mensertifikatkan atas nama
F’em?;\,:rﬁlta"l Rl rintah RI:

Bahwa jika pengalihan itu dimaksudkan dihibahkan maka nanya Jisa
dilakukan antar pengelola barang, tidak memungkinkan peralihan
dilakukan antar penggunz barang,

Bahwa untuk 3set yang dikslola oleh Pemerintah, pusat pengelolanya
hanya satu. penggunanya bisa berpindah dari Kementerian satu ke
Kementerian lain tapi pergelolanya hanya satu vyaitu Kementeiian
Keuangan. Perubahan penggunaan barang harus ada persetujuan dari
pengelola barang;

Bahwa tidak bisa ailakukan ganti rugi terhadap pengguna barang,
karena untuk menchibahkan atau mengaugat adalah pengelola barang
vaitu Kementerian Keuangan. Ganti rugi dilakukan jika Pemerintah
mengnendaki satu bideng tanah untuk keperluan pembangunan. Adanya
unsur memaksa herbeda dengan jual bei yang berdasarkan
kesepakatan,ganti rugi bisa dilakukan jika aset tersebut untuk
kepentingan umum;

Bahwa Barang Milik Negara atas asset negara tidak bisa dilaku<an
penyitaan;

Bahwa Kementerian hanya sebagai pengguna dan pengelola adalah
Kementerian Keuangan,

Bahwa Barang Milik Negara yang dipercleh secara san yaitu hitah,
berdasarkan suatu perjanjian atau berdasarkan undang-undang atau
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan yang
tetap

Bahwa barang yang dikuasai Pemerintah '{india Belanda di Indonesia
bisa dikatakan barang milik Negara, ini merupakar suatu proses hukum

agraria dari peninggalan aset Pemerintah Hindia Belanda dan ini adalah
ahli di bidang Hukum Agraria;
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Bahwe apabila sudah mzmiliki pengamanan secara administratif dan

fisik harus dilaporkan kepada pengelola barang dan pengelola barang

akan mergkonsolidasikan semua aset dari pengguna barang setagal

barang m:hif Negara;

Eig‘fawa gl\PeraLuran Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 ada kewa iban
5 adao da ang milik Negara yang berupa tanah bahwa sertifiketnya

.: @1
uswdg f bleh pengelola barang dan tidak disimpan oleh pengguna
_ e' zrusnya pengelola tahu;
Bahwg, B

undang-undang yang mengatur untuk pengadaan tanah untuk
kepentingan umum

Gdean tansh bisa dari jual beli, pembebasan tanah. Ada

Bahwa ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 yaitu berbizara
mengenai pengelolaar., sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Numor
87 Tahun 2016 berbicara mengenai penggunaan. Di Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 menyataka) barang milik Nejara
harus diadministrasikan, dicatat, dan dilaporkan secara fisk oleh
pengyuna barang kepada pengelola barang. Sertifikat merupakan
proses yang dilaporkan pengguna dan sertifikat te rsebut disimpan oleh
pengelola barang,

Bahwa PP tahun 2006 sudah diganti menjadi PP 27 tahun 2014 den di
sana tdak ada kalimat yang menyatakan bahwa barang milik negara
yang berupa aset tanah didukung sertifikat tidak perlu dilapm;an sebagai
~ barang milik negara;

Bahwa dikatakan baranj milik negara jike ada dilakukan pencatztan
secara adininistratif dan secara fisik;

Bahwa benwr status peralihan dari kementerian satu ke Kementerian
yang lain harus dilaporkar kepada pengelola yaitu Kementerian
Keuangan,

Bahwa Saksi mengacu kepada Peraturan Permerin‘ah Nomor 27 Tahun
2014 bahwa ada 2 instrumen yaitu penggunaan dar pemanfaatan. Tiduk
ada hibah dari suatu Kementerié|1 kenada Kementerian lain yang ads
status perubahan penggunanya;

Rahwa menurut Saksi Ahli, parsyaratan hukum jika ada hibah dar: pihak
swasta kepada Kementerian Keuanganyaiu ada penyerahan dan
penerimaan dan ada akta hibah;

3ahwa jika barang milik negara disebutkan riwayat perolehannya, bisa

dilihat dari ber.ta acara serah terima;
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Bahwa PMK 181 tehun 2016 berbicara mengenai inventaris barang milik
Negara yailu pencataan barang milik negara yang dicatat setiap tehun
dan dilaporkar kepaia pengelola barang.

- Bahwa kewenangan menghapus parang milik Negara tidak ada di

', p'angguna parang melainkan ada diper.gelola barang,adarya alasan

- p’érﬁ.g}j pusan barang;

=

\ fmbang, bahwa Majelis telah melarukan Pemeriksaan Seternpat
pfaﬁeiwﬁgm 10 Mei 2018, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalan
Be-it Acara Sidang,

Menimbang, bahwa untuk  mempersingkat isi - putusan ini, maka
selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berta Acara Persidargan
perkara ini. dianggap telah terrnuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan
dengan putusan ini,

, Menimbang, bahwa akhirnya para pihak raenyatakan tidak ada hai-hal
yang ciajukan lagi dan mohon putdsan,
TENTANG PERTIMSANGAN HUKUM
|. DALAM KONVENSI
1.1. Dalam Eksepsi

Merimbang, bahwa Tergugat Il dan Tergugat (Il dalam jawabannya
‘=lah mengajukan eksepsi, Laik eksepsi yang menyangk Jt kompetensi absclut
maupun yarg menyangkut ekepsi lainnya, dan atas eksepsi yang .menyargkut
mengenai kompetensi absolut telah diputus oleh Majelis Hakim datam Putusan
Selz pada tanggal 18 September 2018, yang amar putusannya .2taga.
berkut:
Menolak Eksepsi Kompetensi Absolut dar Tergugat |l dan T2rcugat
[
. Menyatakan Pengadilan Neger Jakarta Selatan bernwelang
memeriksa dan memutus Perkara Nomor 244/Pdt.G/2013/PN
Jkt.Sel;
Memerintahkan para pihat. untuk melanjutkan pemeriksaan perkara
ini:
- Menanggu“kan biava perkara hingga putusan akhir;
Mgmmbang, bahwa Tergugat | dalam jawabannya juga telah
mengajukan eksepsi yang tidak menyangkut kompetens.,
Menimbang. bahwa oleh karena Tergugat |, Tergugat |l serta Tergugat

Il mengajukan eksepsi vang tidak rnenyangkut kompetensi, maka Majelis
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terlebih dahulu akan rmempertimbangkan eksepsi tersebut,
berikut;

yaitu sebajai

Eksepsi Tergugat |-
Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat | pada pokoknya sebagai berikut:
%a}@ﬁ}@bur Obscuwr Libel), dengan alasan:
/‘\ ahwaa pehlum Penggugat zngka ke-4 pada halaman 23 dari surat gugaian

‘ﬁmmopdp ‘Menyatakan menurut hukur H Moertad bin Naib telah meninggal
;@‘ﬁad@ hun 1968" dan petitum angka ke-5 yang memahon "Menyatakan
s‘eﬂ higim, Pengguyat beserta alili waris lainnya adalab ahli waris dar; H.

%grzfn Naib sesuali Kutipan Ke-ll Surat Ketetapan/Fatwa /inli Waris

Aimarhum H. Moertadi 5in N3ib dengan Nomor 304/C/1972 yang dikeluarkan

oleh Pengadilan Agama Jakara Selatin pada tangqal 26 OXtuber 1972 jo
Penetapan Pengadilan Agama Jakata Selatan 0515/Fdt. P/2016/PA.LS,
tanggal 20 April 2017" adalah permotionan dalam qugatan voluntair, yang
merupakan suatu permohonan penetap an yang bersifat deklaratoir, sehingga
senarusnya diajukan secara tersendir, tidak boleh digabung deng:: suatu
gugatan contentiosa;
Bahwa Penggugat mendaiilkan sebagai ahli waris dari almarhum H. lnioertadi
bin Naib dan mengklaim sebaqai pemilik tanah seluas + 64.215 M- (£ 5.4 Ha)
terietak di Jalan AUP, RT 1,RW 9. Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar
Minggu, Jakanta Selatan, telapi d: sisi lain tidak konsisten dengan mencklaim
tanahnya seluas + 45.000 M? ¢ 4,5 Ha) yang dikuasai oleh Tergugat Il den
Tergugat lll, sehingga tidak je.as berapa luasan tanab yang sebenarfya, selan
itu batas-batas tanah yang digugat tidak Jelas dan tidak sesuai dengzn
kondisinya. dengan demikian ini menunjukkan Penggugat tidak mergetahui
secara pasti lokasi dan stetus tanah yang diperkarakarnva;
Bahwa dalll gugatan Pengougat pada halaman Z alinea 1 mengatakan “H
Moen‘ad;’ bin Naib inenikah dengan Jaonah mempunyai 6 orang anzk salah
satuny 1 H. Djahwari" sedangkan dalil Penggugat pada halaman 6 angka ke-10
menyebdutkan “H. Moertadi mempunyai ahli waris berumiah 10 oreng ..
Sehingga bertentangan antara satu dengan yang lainnya, tidak jelas berapa
orang yang sebenarnya ahli waris H. Moertadi bin Naib:

2 Gugatan Error in Persora, dengan alasan;
Bahwa pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (Pluriurn Litis
Consortium). Seharusnya Kementerian Keuangan narus ditarik sebagai
tergugat, oleh gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan mengenzii
penguasaan atas sebicang tanah oleh Sekolah Tinggi Perikanan (Tergugat 11,
dimana penguasaan tanah terseout merupakan kewajiban dari Tergugat |l
selaku Kuasa Pengguna Barang untuk mengelola dan menatausahakan tanah
negara yang berada dalam penguasaannya berdasarkan Pasal 44 Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 20C4 tentang Perendaharaan Negara, dan terkait
anggdran dengan penetapan kebijskar dan pedoman pelaksanaan anggaran
negara maupun pergelolaan dan penghapusan barang milik negara
ﬂh&fuﬁ)}i@n kewenangan Kementerian Keuangan sslaku Bendahara 'Jmum

: ‘.é}, ‘ejqa&a&atau Pengelola Barang Mil.k Negara
"-f ‘Baﬁ;’uq Penggugat mengklaim tanah seluas + 45000 M? (+ 4,5 Ha), .2hingga
14 adaipMa}q lain yang menguisai tanah seluas 19.815 M2 4i sekits objek
‘{:ﬁﬁ@ﬁ ?{ngga Penggugat seharusnya juga mengguga! sisa tanal seluas
di sekitar obyek nerkara yang dikuasai cleh pihak lain selain dari

Temgat

- Bahwa Tergujat Il merupekan unit pelaksanaan teknis dari kementzarian

Kelautar dan Perikanan ‘Tergugat II). szhingga pengelolzan  dan
penausahaar. objek sengketa secara hukum merupakan tanggung jawab
Tergugat Il seluku pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang
berdasarkan Pasal 44 Urdang-undang Nomior 1 Tahun 2004 tertang
Perbendaharaan Negara Tugas dan tanggung jawab Terguygat | yang
sebelumnya menguasai otjek sengketa ‘ersebut telah beralih secara penuh
melalui serah teiima barang kepada Tergugat Il c.q. Tergugat Il selaku
pengcuna barang 1tas pengelolaan dan penatausahaan objek sengiata.
sehingga dengan vera'ihnya pengelolaan dan penatausahaan objsk sencketa
secara penuh kepada Tergugat Il c¢.q. Terjugat Ill maka Te/gugat | lidak
relevan ditarik sebagai Tergugat | ataupun pinak yang utama da'am parkara a
quo, karena Tergugat | tidak merriliki kevenangan mutlak atas obje. sengketa,
senarusnya Tergugat Il yang menguasai secara fisik dan bertanggung jewab
atas barang milik negara dijadikan sebagai Tergugat | sedangkan Tergugat |
sebagai Turut Tergugat yang menyertai;
3 Gugatan Lewat Waktu atau Daluarsa, dengan alasan:

- Bahwa objek sengketa adalah tanah negara yang dipergunakan oleh
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Sekolah Tinggi
Perikanan adalah merupakan tanah eks Lembaga Penelitian Pertanian
(Proofstation voor de Landbouw) yang dikuasai oleh Pemerintah Hindia
Belanda zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan
penguasaan tersebut telan dilakukan oleh Negara lebih dari 73 tahun
yang dalam prosesnya dinergunakan untuk penelitian, sekolah dan

' Pendidikan sehingga berdasarkan Pasal 1967 KUHPerdata, sernua
tun.utan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersiiat
perorangan, napus karena lewst wakiu dengan lewatnya waktu tiga

puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu
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tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak capat
diajuka sua.u tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk:

4 Pengguga_\Tldak Memiliki Le jal Standing, dengan alasan:
FRA g \

Iy
//éahwa berda?sarkan kutipan ke |l Surat Ketetapan Fatwa Ahli Wwaris
: 'guofnor 304/C’1972 tanggal 26 Oktober 1972 yang dikeluarkan oleh
e ‘Pen@adllan Agama Jekarta Selatan (vide bukti P-4) yang menyatakan

\e@%%r}ﬁk sa oleh para ahli waris almarhurr H. Moertadi hin Naib
© ke MD Hascullah untuk menyelesaikan permohonan hak atas

tanah, mengurus sertifiket, menjual, melepaskan, menghibahkan,
menjaminkan dengan cara apapun atas tanah atau cbjek sencketa.
Selanjutnya H. MD Hasbullah memb=zrikan mandat kepada Haris
Jauhari melalui Surat Serah Terima Mutlak yang dibuat di hadapan
Notaris Kusri Dewi Murdianingsih, S.H dengan legalisasi No
118/LEG/2011 di Jakarta, sehingga dengan demikian Penggugat tidak
memiliki kewenangan bertindak sebagai wakil dari para ahl. waris
alamarhum H. Moertadi bin Naib, karena posisi Penggugat adalah cicit
dari alamarhum H. Moertadi bin Naib, dan juga secara hukum,
pernberian kuasa untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum tidak
dapat dikuasakan keinbali, kecuali Jilakukan melalui substitusi.
Pemberian kuasa kepada Penggguat untuk mengurus tanah hanya
bersifat umum, tidak mewakili kepentingan ahli waris H..Moertadi bin
Naib secara keseluruhan, sehingga sural tersebut tidak meliputi
penye'esaian perkara atau mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri
Jatarta Selatan, seharusnya dibuat secara khusus siesuai ketentuan
Pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg:
Eksepsi Targugat || dan Tergugat IlI:
Menmbang, bahwa Tergugat Il dan Tergugat lll da'am jawabannys telah
mengajukan eksepsi, yaitu sebagai berikuit:

1 Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). dengan alasar.
a  Pertentangan dalil dalam gugatan

Bahwa dalam gugatannya (halamzn 5) Penggugat mendalilkan bahwa
salah satu dasar kepemililkan objek sengketa oleh H. Moertadi bin Naib
adalah overdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan
Transmigrasi No. SK 1982/HM/196€ tertanggal 9 November 968,
Sertifikat Hak Milik No. 49/Pasar Minggu, namun berikutnya dalam
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gugatan Penggugat (haiaman 22) Penggugat mendalilkan bahwa setelah
berkoordinasi dengan Kasubdit Pendaftaran Tanah pada Kantor
Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mempertanyakan
status tanah dan keberadaan Sertifikat Hak Millk No. 49/Pasar Minggu,

; /yléampa an bahwa tidak ditemukan data tanah dengan Sertifikat <ak
2 I\ngf‘,lb\_ 48

san objek sengketa

m gugatan Penggugat (halaman 3) Punggugat mendalilkan

“‘bﬁﬁyv.u-’jalrnarhum H. Moertadi bin Naib adalah pemilik tanah seluzs +
64 815 M? (¢ 6.4 Ha) yang terletak di Jalan AUP Bar, RT 1 RW 9. Jati
Padang, Pasar Minggu, Jakarta Szlatan, selanjutnya Penggugat
rnendalilkan dar keseluruhan tanah a quo, yang seluas + 45.000 M? saat
ini berada di bawan penguasaan dan dipergunakan oleh Tergugat II',
dimana Penggugat tidak menguraikan secara terang dan jelas letak an
batas-batas tanah vang s3luas + 45.000 M dari keseluruhan t 64,815 M?
yang diklaim Fenggugat sebagai objek sengketa,

Z  Gugatan Penggugat Daluarsa, dengan alasan.

Bahwa Tergugat | menguasai dan memanfaatkan tanah STP yany didalilkan
Penggugat sebagai objek sengketa derigan baik dan dangan itikad baix sejak
tahun 1962, dan kemudian dilanjutkan nleh Tergugat Il dan Tergugat Il sejak
tahun 2000 Dalam kurun waktu 56 tahun Para Tergugat meﬁguz-.w dar
memanfaatkan objek sengketa untuk kepentingan yarg berhusungan dsnaan
tugas dan Kepentingan negara, yaitu digunakan sebagai L=mbaga
Pendidikan di bidang kelauten dan perikanan;

Bahwa penguasaan szcara fisik dan pemanfaatan objek sengketa secara
nyaiz sera barturut-turut selama lebih darn 20 (dua puluh) tahun (dalem
perkara ini teluh dikuasai selama lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun oleh
Para Terguga!, seharusnya <ecara hukum sudah dapat cibukukan hak atas
tanahnya Dan jika ada pit.ak lain yang mempermasalahtan penguasaan
tanah a quo oleh Para Teigugat, maka hal tersebut seharusnya terbantahkan
oleh ketentuar Pasal 1963 KlJHPerdata, yang intinya menegaskan bahwa
barang siapa yang dengan itikad baik menguasai tanah minimal 2C tahun,
atas +asar hak yang sah, memperoleh hak atas tanah tersebut atas aasar

lewatiya waktu kadaluarsa,

3 Gugatan Penggugat Kurarg Pihak (Plurium Litis CConsortium), dengan alasan,
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- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Il melalui Tergugat 1]
adalah merupakah Barany Milik Negara (BMN", yang menurut Pasal 4 ayat

1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah mengatur bahwa Menteri Keuangan s:laku
i ngdghara Umum Negara adalah Pengelola BMN, dan berdasarkan Pasal -
,a}(a} (%“ Rengelola barang adalah Pejabat yang beiwenang dan bertanggung

pkan kebijaken dan pedoinan serta melakikan Barang Milik
angkan kedudukan Tergugat Il dan Tergugat Il dalam
n objek sengke.a adalah sebagai Pencguna BMN dan Kuasa
pengguna BMN, maka sudsh sehirusnya Menteri Keuangan sebagai
Pengelola BMN menjadi pihak dalam carkara ini:

Menmbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oler Tergugat |, Terguyat II

dan Tergugat Il tersebut di atas, Penggugat telah menanggapinya dalam roliknya
yang pada pckoknya menyatakan menolak seluruh dali, eksepsi Tergugat | ters.:but;

Menmbang, bahwa selaniutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi
Teraugat | Tergugat Il dan Tergugat il sebagai berikut

Menimbang, bahwa setelah Mzjelis mencermati surat gugatan Penggugat,
pac.a pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikur

- Bahwa alamarhum H. Moertadi bin Naib semasa hidupnya memiliki tanah
seluas + 64 815 M? (+ 6.4 Ha) terletak di Jalan AUP Bar. RT 1 RW 8 Jati
Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikenal sebag;i Kelurahan
Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu (Kewedanan Kramat Djati) dengan
batas-batas jang disebutkan dalam surat gugatan, yang didapatkan
be rdasarkan .

- Tanah bekas eigendom Nc. 4036 sesiai Surat Tanah No. 480
tertanggal 12 Maret 1939 dan dengan Surat Ukur No. 35 tanjgal
19 November 1949;

- Surat Keputusan Direktur Jenderal Agrania dan Transmigrasi No.
SK 1926/HM/1966, tertanggal 9 Novemb=r 1966, Sertifikat Hak
Milik No. 49/Pasar Minggu;

' - Bahwa dari keseluruhan luas tanah a quo tersebut, yang seluas t 45.000
M* (+ 4,5 Ha) pada saat ini berada di bawah penguasaan dan

dipergunakan oleh Tergugat Il (objek sergketa, (1an»a disebutkan batas-

batas tanahnya);
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- Bahwa kemudian H. Moertadi bin Naib menyerahkan tanah atau objek
sengketa kepada salah satu cuct'nya yang bernama H. MD Hasbullah
berdasarkan Surat Terima Mutlak. -ertanggal 27 Acril 1964, dimana surat

; f\_ﬁ{rﬁjﬁwutlak tersebut di samping ditandatangani oleh H. Moeitadi bin
{f__‘; ;/I\:gig dan*H. MD. Hasbullah, juga ditandatangai cieh anak-anak aimart.um
i;f ?{?enadi bin Naib, yang menyatakan setuju/turut menyerahkan car tidak
ffj "%k-gp-m ngganggu lagi ci belakang hari serta juga ditandatanguni oleh

Lurah Desa Pasar Minggu, Lurah Desa Djati Padang
n Kramat Djati, dan Notaris Atmadiredja,

Bahwva pada tahun 1968 H. Moertadi bin Naib meningya. dunia,

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1980 dibuatkan Surat Kuasa di
hadapan MNotaris antara pemberi kuasa, yaitu para ahli waris
almarhum H. Moertadi bin Nait dengan pensrima kuasa, yaitu H.
MD. Hasbullah, khusus untuk menyelesailkan hak atas tanah,
mengurus penyelesaian sertifikatnya serta menjual, melepaskan,
menghibalikan, rmenjaminkan dengan cara zpapun atas tanah atau
objek sengketa;

- Bahwa karena H. MD. Hasbullah belum dapat mewujudken amanah
yang disebutkan surat kuasa tanggal 29 Oktober 1980 tersebut.
maka selanjutnya H. MD. Hasbullah memberikan mandat Fepada
anaknya melalui Surat Serah Terima Mutlak yang dibuat di hadapan
Notaris pada :ahggai 26 April 2011 yang pada pokoknya
menyatakan menyerahkan tanah atau objek sengkela keojada
anaknya, yaitu Haris Jauhari (Pengguoat dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa Penggugat dalem surat gugatannya oada
haiaman 2, Penggugat mengatakan bahwa Ia bertindak atas nama piibadi
selaku ahli waris/cicit berdasaikan Salinar Penetapan Waris Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 0515/Pdt.P/2016/PA JS tanggal 20 April 2017
dan juga bertindak selaku penerima kuasa dari para anli waris lainnya dari
almrhum 4. Moertadi bin Naib be:dasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8

. September 2016;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Penggugat mengatakan pada
halaman 2 surat gugatan bahwa H. Moertadi bin Naib menikah dengan

Jaonah, kemudian memiliki 6 (enam) oraric anak. salah satunya H Djahwan
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Kemudian H. Djahwan bin Moertadi menikah dengan Haiimah.dan dikarunia
anzk, yaitu H.M.D. Hasbullah/M.D. Hasbullah/Hasbulleh, kemudian H.NI.D.

Hasbullah menikah dengan Ida Farida dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang

salah satunya adalah Haris Jauhari (Penggugat dalam peikara a quo);

\M mmbang bahwa dalam bukti P-4 berupa Kutipan Ke Il Surat
Ketetab,a Btwa Ahli Waris Almarhum H. Moertadi bin Naib No. 304/C/1972

1\ tmen?ﬁgﬁ 22: bahwa ibu serta isterinya telah meninggalkan dunia lebih dal ulu
’dam@%ﬁrp

"“'.béﬁuuﬁytfrang yaitu 6 orang anak laki- dan 4 orang anak perempuan. Ha ini

m Moertadi din Naib meringgalkan ahli waris berjumlah 10

sesuai dengan posita halam © surat gugatan " . .. alinarhum H. Moeradi bin

Naib meninggalkan ahli waris berjumlah 10 (sepuluh) orang, sebagaimana
namanya tercantum dalarn kutipan tersebut '

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan almarhum H. Moe:tadi bin
Nailb atau ahli warisnya adaiah pemilik tanah seluas + 54 815 M? (¢ 6.4 Ha)
dan dari luas tanah a quo, yang seluas + 45.000 M? (¢ 4,5 Ha) pada saat ini
berada di bawah penguasaan dan dipergunakan oleh Tergugat Il (objek
sengketa), akan tetapi tidak disebutkan batas-batas dari tanah yang menjadi
objek sengketa tersebut;

Menmimbang, bahwa suatu gugatan harus jelas siapa subjek, apa yzang
menjadi objek sengketanya dan apa yang dipe masalahkan:; ’

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R: Nomor
565 K/Sip/1973 1anggal 21 Agusws 1974 bahwa kalau objek gugatar. ticlak
jelas maka gugatan tidak dapat diterima. Begilupun menurut Putusan
hah<amah Agung RI Nomor 1143 K/Sip/1379 tanggal 17 April 1979 bahwa

bila tidak jelas batas-patas tanah sengketa, maka gugatar tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Penetapan womor
515/Pdt.P/2016/PA.JS, dimana yang menjadi Pemohon dalam Permo'(wcnan
Nomor 515/Pdt.F/2016/PA.JS adalah Haris Jauhari bin HMD Hasbullah bir
Djahwan hin H. Moertadi bin Nzip (Penggugat perkara a quo) dan Syaful
Akbar bin Abdul Aziz, dan dalam posita permohonan tersebut, Pemohon
mengatakan bzhwa herdasarkan Surat Ketetapan/Fatwa Ahli Waris almarhum

H. Moertadi bin Naib di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Momor 304/c/1972
tertanggal 2€ Oktober 1972, ahli waris dari almarhum H. Moertadi bir. Naib
adalah sebagai berikut.
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1. Hj. Hamidah binti H. Moertadi bin naio (2nak perempuan)
2. H. Djahwan bin H. Moertadi bin Naib (anak laki)
3. H. Hamzah bin H. Moertadi bin Naib (anak laki)
,_\4 H. Ghozali bin H. Moertadi bin Naib (anak laki)
) *H. Nurhasan bin H. Moertadi bin Naib (anak laki)
-

o h\t& J3lamimah binti H. Moertadi bin Naib (anak laki)
% ‘g 7% % ubaidah binti H. Moertadi bin Naib (anak laki)
1\
“wea S WY Yusufbin H. Moertadi bin Naib (anak laki)

). S. Rochmani binti H, Moertadi bin Naio (anak laki)
10. Mansyuri bin H. Moertadi bin Naib (anak laki)

Menimbang, bahwa halaman 5 poin ke-5 surat gugatan, Penggugat
mengatakan bahwa kermudian H. Moertadi bin Naib menyerahkan tanah atau
objek sengketa kepada salah satu cucunya yang bernama H. MD. Hasbullah
herdasarkan Surat Serah Terima Mutlak, tertangygal 27 Apri. 1964 (bukti P-3),
dan selanjutnya H. MD. Hasbullah menyerahkan tanah ateu obyek sengketa

kepada anaknya. yaitu Haris Jauhari (®enggugat dalam perkara ini):

Menimbang, bahwa Majelis melihat Kerancuan atau

ketidakkonsistenan Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo, dengan

alasan:

Bahwa Penggugat inengatakan bahwa dalam perkgra a .o ia
bertindak atas nama pribadi selaku ahli waris/cicit dan juga
bertindax selaku penerima kuasa dari para ahli waris lainnya dari
almarhum. Moertadi bin Naib, tetapi pada uraian selanjutnya ia
men jata<an telah menerima Serah Terima Mutlak alas tanah obyek
sengketa dari ayahnya yang bernama H. MD. Hasbullah, aimana
ayahnya ters2but sebelumnya telah menerima Serah Terima Mutlak
dari H. Moertadi bin Naib selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka WNajelis
berpendapat bahwa gugatan Penggugat Haris Jauhari tidak jelas dalam
perkara ini bahkan ragu dalam melakukan tuntutan perdatanya, karena kalau
la inengatakan telah menerimz Surat Terima Mutlak daii ayahnya yang
bernama H. MD. Hasbullah, dimana ayahnya tersebut sebelumnya telah
menerima Serah Terima Mutlak dari H. Moertadi oin Naib selaku ayainya.

maka seharusnya ia bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri sejaga!
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vemilik tanah obyek sengketa beidasarkar Surat Terima Mutlak tersebut,
tetapi kenyataannya ia mengatakan bahwe dalam perkara a quo ia bertindak

atns %ﬂ]&p?\b’idi selaku ahli waris/cicit dan selaku kuasa dari para anhli waris
Ia:nn?fdnﬁaﬂ\ﬁ'rarhum H Moertadi 2in Na b:

}..

l.“‘r\de g bahwa ketigekjelasan gugatan Penggugat juga nampak
dala*n ﬁe{qn pada poin ke-11 "Menyatakan sah merurut hukum Surat
vl

Serah enn ur.fak ates sebidang tanah seluas lebih kurang +5.000 M?
, dnah araa obyek sengketa) dan H. Moertadi bin Naib kepada D. Hasb.ilan,
........ " atau petitum poin ke-12 “Menyatakan sah secara hukum Surat Serah
Terina Mutlak atas tanah atau obyek sengketa dari D. Hasbullah ~epad
Penggugat ............ ", atau petitum poin ke-14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 23,
yang semuanya tidak jelas tunlutan tersebut ditujukan kepada siapa, apakah
kepada Haris Jauhari ataukah kepada ahli waris H. Moertadi bin Naib, karzna
fidak disebutkan dalam petitum gugatan tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut i atas,
Mejelis berpendapat gugatan Pengguget adalah kabur (obscuur libel),
sehingga eksepsi Tergugat |, Tergugat |l dan Tergugat Il yang mengatzkan
cugatan Penggugat kabur (obscuur libe!) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, pahwa karena gugatan Penggugat kapur, maka eksepsi
L
selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

|.2. Dalam Pokok Perkara

Men'mbang, bahwa karena eksepsi Tergugat |, Tergugat Il dan
Tergugat lll dikabulkan, maka pokok perkara tidak dapat dipertimbar.gkar, dan
karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelike
Verklaard),

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pihak yang kalah,
haka beralasan hukum menghukum Penggugat untuk membavar biaya

perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak
dapat diterima, maka gugatan dalam rekonvens: harus pula dinyatakan tidak

dapat diterima (Niet Ontvankelijhe Verklaard),
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[.DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam rekonvensi mem.puriyai
nomor perkard yang sama dengan gugatan dalam konvensi, maka biaya
oerh;{m- @N juga satu, sehingga Penggugat dalam konvensi/Tergugat

-dalaq:»—fekonven& sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya
':pﬁﬂkgﬁ %

@#&J}ankan ketentuan deri peraturan perundang-undangan yang

*nrsang {and

MENGADILLI:
| DALAM KONVENSI
.1 Dalam Izksepsi
- Mengabulkan eksepsi Tergugat | dalam konvensi, Tergugat [l dalam
konvensi dan Tergugat lll dalam konvensi,
- Menyatakan gugatan Penggugat daiam konvensi kabur (Obscuur Libel),
| 2 Dalam Pokok Perkare

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvens| tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard)

Il DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijke Verklaard).

Il DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Mengr}ukum Penggugat dalam konvensi/Terguga. dalam rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2 546.000 -(dua juta 'ima ratus
empat puluh anam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Neyeri Jakarta Selatan, pada har Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh
kami. Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhrmaa Jaini,
SH.. MH. dan Suswanti, S.H., MHum, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019 telah diucapran
dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua uengan

didampingi oleh para Hakim Anggata tarsebut, dibantu Yustitin, SH., Pa}witsa.'a

Halaman 100 dar 101 haioman Put:isan Nomor 244/Pdt. G/2018/PIN Jkt Se



Peagganti dan dengan rihad.ri oleh Kuasa Pengguga, Kuasa Tergugat | Kuasa
Tergugat Il dan Kuasa Tergu3zat lll, tanpa dihadiri Turut Tergugat,

i Hakim A\n‘ﬁgmu, Hakim Ketua,
" . \ﬁ‘f
;' 4 ’ {,-fr‘i

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H_ . H.

Suswanti, S H., M.Hum

Fanitera Pengganti,

Yustitn, S H.
F’ermcia_nlie;@' :
1, Materghoeam ann, e Rp. 8.000,00:
2 Redaksi .. ... ... Rp.10.000,00:
3 Proses Rp.75.€00,00,
4 PNBP . Rp.25.C00,00:
5. Panggnan SRR Rp.1.400.000,00;
6. Pe venksaaw senampat .......... i Rp.1.000.C00. 00;
Jumlah '

Rp.2.546.000,00;
( satu juta lima ratys empul puluh enam ribu rupiah )
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Salinan Resmi i SANTPEN B
a | No.%° /8al/Put. v oy

Catatan :
Yicata: disini hahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negperi Jakarta Selatan
Nomor - 244/PdtG 2018/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Juli 2019, diberikan kepada dan
ales permintaan Kuasa Tergugat'[I dan 111 pada tanggal 30 Juli 2019. Belum
[$erhekuatan Hukum Tetap.

Tanda dibayvar di Kas

Pada tanggal 20 Juli 2019

Fotocopy CRp. 50.500.- } ’h
Upah tulis Rp.  50.500.- ? 7
Materiti Rp.  6.000.-

Jumlah Rp. 107.000.-
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